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Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT.
Tuhan Yang Maha Esa dengan telah selesainya
penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2023.
Penyusunan laporan ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi selama tahun 2023 yang dijabarkan dalam Visi,
Misi, Tujuan, serta Sasaran Program dan Kegiatan
yang diemban oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2023
menggambarkan capaian kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang
telah dilakukan selama periode tahun anggaran 2023 pada masing-masing unit Eselon II.
Setelah dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi, maka dapat ditentukan
upaya tindaklanjut untuk pencapaian sasaran target pada tahun berikutnya.

Besar harapan kami Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran kinerja Ditien PSP dan dapat
memberikan manfaat dan menjadi umpan balik bagi proses perencanaan selanjutnya.
Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam
melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan
pembangunan pertanian ke depan.

Jakarta, Januari 2024
Direktur Jenderal,

Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.




Executive
‘Summary

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai unit eselon | Kementerian Pertanian

berperan untuk memfasilitasi seluruh program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana

pertanian di subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan. Direktorat

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terus berinovasi dari masa ke masa, menyesuaikan

dinamika dan perkembangan teknologi, sehingga kualitas penyaluran bantuan pemerintah untuk

pertanian Indonesia tetap terjaga optimal.

@ Direktorat Irigasi Pertanian

Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian pada tahun anggaran 2023 yaitu sebagai berikut.

Kegiatan UPLAND terlaksana di 13 Kabupaten yaitu Banjarnegara, Garut, Gorontalo, Lebak,
Lombok Timur, Magelang, Malang, Minahasa Selatan, Purbalingga, Subang, Sumbawa,
Sumenep, dan Tasikmalaya. Realisasi penambahan luas areal tanam sampai akhir Desember
tahun 2023 seluas 2,086 ha (92,6%) menurut tabulasi data dari target 2,254 ha.
Kegiatan Irigasi Perpipaan mengalami refocussing anggaran sehingga hanya terlaksana
kegiatan persiapan.
Kegiatan Embung Pertanian sebanyak 503 unit (100%) di 17 provinsi dan 84 kabupaten/kota.
Terlaksananya kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim dengan
target 459 unit dan realisasi 443 unit (96,51%). Kegiatan ini terdiri dari:
o Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim dengan target 172 unit dan
realisasi 151 unit (87,79%).
o Irigasi Perpompaan/Perpipaan dengan dengan target 160 unit dan realisasi 160 unit
(100%).
o Gerakan Nasional (Gernas) El Nino dengan target 127 unit dan realisasi 132 unit
(103,94%). Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) jenis kegiatan yaitu:
= Irigasi Air Tanah Dalam sebanyak 30 unit di 9 provinsi dan 22 kabupaten/kota.
= Irigasi Air Tanah Dangkal sebanyak 14 unit di 7 provinsi dan 13 kabupaten/kota.
= Bangunan Konservasi Air dan Anomali Iklim (Gernas) sebanyak 88 unit di 9 provinsi
dan 39 kabupaten/kota.
Kegiatan Irigasi Perpompaan dengan target 110 unit, namun mengalami refocussing anggaran
sehingga hanya terealisasi secara fisik sebanyak 7 unit. Kegiatan ini terdiri atas Irigasi
Perpompaan Besar Wilayah Timur 1 unit, Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Timur 1
unit, dan Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah 5 unit.
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) sebanyak 1.028 unit (100%) di 24
provinsi dan 178 kabupaten/kota.
Kegiatan Survei Investigasi dan Desain (SID) Irigasi Pertanian terlaksana di 3 lokasi di 3
provinsi yaitu Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Terdapat 2 (dua) rekomendasi dampak perubahan iklim yang diberikan di tahun 2023 yaitu:
o Adaptasi menyikapi awal musim kemarau yang terjadi pada bulan April - Juni 2023.
o Adaptasi menyikapi awal musim hujan yang terjadi pada bulan September - November
2023.



Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan

o Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

dengan target 35 rekomendasi kebijakan dengan realisasi 36 rekomendasi kebijakan
(102,86%). Kegiatan ini terdiri atas 31 rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan pada 31
kabupaten/kota atau 11 provinsi di Indonesia. Target 4 (empat) rekomendasi kebijakan
dilaksanakan oleh satker pusat dengan realisasi 5 (lima) rekomendasi kebijakan yaitu:

o Sinergi Kebijakan Perlindungan Lahan Nasional dan Adat (GIAHS Karangasem, Bali)

(e]

Sinergi Perlindungan Lahan Pertanian melalui Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

(e]

Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

(e]

Model Sistem Identifikasi Indikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian

(e]

Pembangunan Pertanian dalam Rencana Tata Ruang
Kegiatan Lahan Konservasi dan Rehabilitasi memiliki target 44 unit dengan realisasi
sebanyak 46 unit (104,55%). Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu:

o Smart Farm dan Korporasi Pertanian terlaksana sebanyak 22 unit di 8 provinsi dan 22
kabupaten/kota.

o Smart Greenhouse terlaksana sebanyak 25 unit di 7 provinsi dan 12 kabupaten/kota.
Kegiatan Data Lahan Pertanian memiliki target 12 unit dengan realisasi 13 unit (108,33%).
Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu:

o Pemetaan Geospasial Perluasan Sawah (PGPS) dengan Citra Satelit sebanyak 10 unit
(dokumen peta) yang dilaksanakan di 10 provinsi yaitu Kep. Riau, Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

o Updating Peta Lahan Sawah sebanyak 1 unit (dokumen peta) berupa perbandingan antara
Luas Baku Sawah (LBS) 2019 dengan Update Luas Sawah 2023.

o Data Geospasial Petak Lahan Sawah sebanyak 2 unit (dokumen peta) yang terdiri atas
Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta) dan Kabupaten Jember (Jawa Timur).

Kegiatan Jalan Usaha Tani memiliki target sebanyak 928 unit dengan realisasi 928 unit (100%)
di 25 provinsi dan 162 kabupaten/kota.

Kegiatan Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Produktif memiliki target seluas 775 ha
dengan realisasi 754 ha (97,29%) yang dilaksanakan di 5 provinsi. Kegiatan di Nusa Tenggara
Barat hanya melakukan kegiatan persiapan. Kegiatan di Sulawesi Tengah (160 ha) dan Kep.
Bangka Belitung (180 ha) terealisasi secara fisik 100%. Kegiatan di Sulawesi Selatan memiliki
target seluas 285 ha dengan realisasi 268 ha (94,04%) dimana 17 ha tidak terlaksana di Kab.
Bantaeng. Selain itu, kegiatan di Nusa Tenggara Timur memiliki target 150 ha dengan realisasi
146 ha (97,33%) dimana 4 ha tidak terlaksana di Kab. Flores Timur.



o Kegiatan Optimasi Lahan memiliki target 1.711 ha dengan realisasi 1.711 ha (100%).
Kegiatan ini dilaksanakan di 19 provinsi. Namun, terdapat 6 provinsi yang mengalami
refocussing anggaran yaitu Riau, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat,
Kep. Bangka Belitung dan Sulawesi Barat sehingga hanya melakukan kegiatan
persiapan saja. Kegiatan Optimasi Lahan terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu:

o Optimasi Lahan Rawa memiliki target awal seluas 278 ha. Namun, kegiatan di
provinsi Riau terjadi refocussing anggaran sehingga kegiatan ini hanya
dilaksanakan di provinsi Aceh seluas 200 ha (100%).

o Optimasi Lahan Kering memiliki target awal seluas 27.700 ha. Namun, terjadi
refocussing anggaran pada 5 provinsi (Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Barat, Kep. Bangka Belitung dan Sulawesi Barat) sehingga kegiatan ini memiliki
target seluas 1.511 ha yang dilaksanakan 100% di 13 provinsi yaitu Aceh (75 ha),
Sumatera Utara (225 ha), Sumatera Barat (150 ha), Jambi (75 ha), Lampung (100
ha), Jawa Barat (225 ha), Nusa Tenggara Barat (125 ha), Nusa Tenggara Timur
(150 ha), Sulawesi Selatan (100 ha), Sulawesi Utara (50 ha), Gorontalo (100 ha),
Papua Barat (50 ha), dan Papua (86 ha).

o Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate) memiliki target seluas
5.210 ha di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Utara (100 ha), Kalimantan Tengah
(4.210 ha), Nusa Tenggara Timur (600 ha), dan Papua (300 ha). Namun, kegiatan ini
hanya terlaksana di 2 provinsi seluas 1.944 ha (37,31%) yaitu di provinsi Papua
seluas 300 ha (100%) dan Kalimantan Tengah seluas 1.644 ha (39,05%). Kegiatan di
Kalimantan Tengah tidak dapat dilanjutkan karena berdasarkan reviu SID lokasi hanya
mampu menyediakan area seluas 1.644 ha sehingga sesuai dengan SID kegiatan
terlaksana 100%. Kegiatan di Sumatera Utara tidak dapat dilanjutkan karena
pembuatan raiser atau saluran pipa kurang efektif untuk dilaksanakan. Hal tersebut
dikarenakan di lokasi tersebut telah tersedia saluran pipa di lahan petani. Kegiatan di
Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi kriteria teknis.



wecma Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

o Kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyediakan bantuan pemerintah alat dan mesin
pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan dan hortikultura. Kegiatan ini memiliki target
23.081 unit dan terealisasi sebanyak 23.081 unit (100%) di 32 provinsi dan 347 kabupaten/kota.

o Kegiatan penyaluran bantuan pemerintah alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor
tanaman pangan pada tahun 2023 memiliki target sebanyak 20.306 unit dan terealisasi
sebanyak 20.306 unit (100%). Kegiatan ini menyalurkan 6 (enam) jenis bantuan alat dan mesin
pertanian yaitu sebagai berikut.

o Traktor Roda 4 memiliki target sebanyak 1.076 unit dan terealisasi sebanyak 1.076 unit
(100%) di 28 provinsi dan 206 kabupaten/kota.

o Traktor Roda 2 memiliki target sebanyak 5.504 unit dan terealisasi sebanyak 5.504 unit
(100%) di 29 provinsi dan 301 kabupaten/kota.

o Pompa Air memiliki target sebanyak 2.753 unit dan terealisasi sebanyak 2.753 unit (100%)
di 27 provinsi dan 203 kabupaten/kota.

o Pompa Air mendukung kegiatan Gerakan Nasional (Gernas) Penanggulangan El Nino
memiliki target sebanyak 135 unit dan terealisasi sebanyak 135 unit (100%) di 10 provinsi.

o Handsprayer memiliki target sebanyak 10.266 unit dan terealisasi sebanyak 10.266 unit
(100%) di 29 provinsi dan 227 kabupaten/kota.

o Kendaraan Roda 3 memiliki target sebanyak 572 unit dan terealisasi sebanyak 572 unit
(100%) di 21 provinsi dan 138 kabupaten/kota.

o Kegiatan penyaluran bantuan pemerintah alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor
hortikultura pada tahun 2023 adalah menyalurkan alat dan mesin pertanian berupa Cultivator.
Kegiatan ini memiliki target sebanyak 2.775 unit dan terealisasi sebanyak 2.775 unit (100%)
di 30 provinsi dan 216 kabupaten/kota.

e Pengawasan peredaran bantuan alat dan mesin pertanian di tingkat penerima dilakukan
melalui aplikasi BAST Online. Sampai dengan akhir Desember 2023, alat yang telah
didistribusikan kepada kelompok penerima bantuan alat dan mesin pertanian dan terdaftar di
BAST Online sebanyak 17.028 unit atau 73,8 % dari 23.081 unit.

e Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian dilaporkan melalui aplikasi
BAST Online dan e-mail Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. Pemantauan dan evaluasi
dilakukan untuk kegiatan penyaluran alat dan mesin pertanian tahun 2022 (T-1). Berdasarkan
hasil pemantauan tersebut, dapat diketahui bahwa hanya terdapat 3.868 unit (18,03%) yang
dilaporkan pemanfaatannya. Hal tersebut menandakan rendahnya kesadaran Dinas lingkup
Pertanian dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan alat dan mesin
pertanian. Selain itu, nilai kemanfaatan alat dan mesin pertanian yang digunakan petani
sebesar 3.446 unit atau 89,09% dari 3.868 unit terlapor.



+ Kegiatan perbengkelan alat dan mesin pertanian pada tahun 2023 memiliki target
pengembangan sebanyak 65 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
18.200.000.000. Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan kegiatan ini mengalami
perubahan. Perubahan pertama adalah pengurangan jumlah perbengkelan, dari 65 unit
menjadi 11 unit dengan nilai sebesar Rp. 3.080.000.000,-. Hal ini disebabkan oleh
ketersediaan barang di penyedia tidak mencukupi. Penyedia bengkel alsintan berjalan
hanya mampu memproduksi sebanyak 11 unit sampai dengan akhir tahun 2023.
Perubahan kedua adalah adanya refocussing anggaran. Anggaran perbengkelan
alsintan tahun anggaran 2023 menjadi salah satu kegiatan yang terdampak dilakukan
pemotongan anggaran, sehingga kegiatan perbengkelan untuk TA. 2023 tidak dapat
dilaksanakan.

o Kegiatan sertifikasi LS Pro Alat dan Mesin Pertanian merupakan kegiatan agar
produsen bisa mendapatkan sertifikat tanda SNI melalui suatu proses yang dilakukan
oleh LS Pro terakreditasi KAN. Pada tahun 2023, permohonan sertifikasi alsintan yang
diajukan oleh pemohon sertifikasi sebanyak 158 Merek Tipe Model dari 16 ruang
lingkup, sedangkan 20 ruang lingkup tidak dapat diproses karena permohonan
produk impor dan LS Pro Alsintan belum memiliki anggaran untuk memproses
permohonan produk impor.

* Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan LS Pro Alat dan Mesin
Pertanian mendapatkan nilai IKM sebesar 75,25% atau masuk dalam kategori B
(Baik). Unsur yang memiliki nilai paling rendah yaitu waktu pelayanan (2,57) dan
penanganan pengaduan, saran dan keluhan (2,57).

o Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LS Pro Alat dan Mesin Pertanian berupa
biaya sertifikasi yang ditagihkan kepada pemohon sertifikasi sesuai Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 2023. Penerimaan PNBP dari sertifikasi setiap tahunnya
terjadi peningkatan. Tahun 2023, jumlah PNBP memiliki target sebesar Rp.
550.000.000 dan tercapai realisasi mencapai Rp. 1.187.380.270 (215,89%).



o
= Direktorat Pupuk dan Pestisida

o Kegiatan penyediaan sarana produksi berupa pupuk menuju pertanian organik memiliki target

sebanyak 1.534 unit dan terealisasi sebanyak 1.528 unit (99,61%). Kegiatan ini memiliki 2 (dua)

jenis kegiatan yaitu:

o

o

Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) memiliki target sebanyak 1.111 unit dan terealisasi
sebanyak 1.109 unit (99,82%).

Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) memiliki target sebanyak 423 unit dan terealisasi
sebanyak 419 unit (99,05%).

o Kegiatan penyediaan sarana produksi untuk peningkatan produksi tanaman pangan

memiliki target distribusi pupuk terhadap lahan seluas 2.712.408 ha dengan realisasi distribusi

pupuk terhadap lahan seluas 2.475.981 (91,28%). Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) jenis sarana

produksi yaitu:

o

Kegiatan penyaluran bantuan Pupuk Organik Cair/Pupuk Hayati Cair telah memberikan
realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 1.786.413 ha di 26 provinsi dan 208
kabupaten/kota.

Kegiatan penyaluran bantuan Pupuk Silika telah memberikan realisasi distribusi pupuk
terhadap lahan seluas 201.919 ha di 10 provinsi dan 18 kabupaten/kota.

Kegiatan penyaluran bantuan Dekomposer telah memberikan realisasi distribusi pupuk
terhadap lahan seluas 67.376 ha di 6 provinsi dan 10 kabupaten/kota.

Kegiatan penyaluran bantuan Pupuk Magnesium (Mg) telah memberikan realisasi distribusi
pupuk terhadap lahan seluas 67.022 ha di 6 provinsi dan 16 kabupaten/kota.

Kegiatan penyaluran bantuan Senyawa Humat telah memberikan realisasi distribusi pupuk
terhadap lahan seluas 115.801 ha di 12 provinsi dan 21 kabupaten/kota.

Kegiatan penyaluran bantuan Herbisida telah memberikan realisasi distribusi pupuk
terhadap lahan seluas 211.260 ha di 9 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Kegiatan penyaluran bantuan Pestisida Alami telah memberikan realisasi distribusi pupuk
terhadap lahan seluas 26.190 ha di 8 provinsi dan 18 kabupaten/kota.

o Kegiatan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi memiliki target sebanyak
11.246.965 orang dengan realisasi sebanyak 12.396.247 orang (110,22%). Kegiatan ini
dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan (TP) di 33 satuan kerja provinsi lingkup pertanian yaitu

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara,

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan

Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku,

Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Papua,

Maluku Utara, Banten, Bangka BElitung, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kep. Riau,

dan Kalimantan Utara.



Kegiatan Pupuk Bersubsidi memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 26.234.294.058.000
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.689.631.739.038 (97,92%). Kegiatan Pupuk
Bersubsidi memiliki target awal sejumlah 7.856.951 ton. Namun dalam perkembangannya,
harga produksi pupuk mengalami kenaikan sehingga terdapat target penyesuaian berdasarkan
alokasi anggaran yaitu sejumlah 6.050.056 ton. Kegiatan ini pada tahun 2023 dapat
terealisasikan sejumlah 6.120.169 ton (101,15%) dengan rincian jenis pupuk sebagai berikut.

o Kegiatan penyaluran Pupuk Urea memiliki target awal sejumlah 4.642.703 ton dan target
penyesuaian anggaran sejumlah 3.701.928 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi sejumlah
3.655.133 ton (98,73%).

o Kegiatan penyaluran Pupuk NPK memiliki target awal sejumlah 3.100.215 ton dan target
penyesuaian anggaran sejumlah 2.304.388 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi sejumlah
2.429.128 ton (105,41%).

o Kegiatan penyaluran Pupuk NPK Formula Khusus memiliki target awal sejumlah 114.033
ton dan target penyesuaian anggaran sejumlah 43.740 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi
sejumlah 35.907 ton (82,09%).

Pembayaran atas penyaluran pupuk bersubsidi yang berbasis data e-Alokasi menjadi perhatian
para auditor seperti Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK. Dengan demikian, apabila tidak
dilakukan upaya perbaikan tata kelolanya maka tujuan penyaluran pupuk bersubsidi tepat
sasaran sulit dilakukan. Dalam upaya perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, maka terus
dilakukan pengembangan untuk beberapa sistem baik dalam perencanaan seperti eRDKK dan
eAlokasi maupun penyaluran seperti T-Pubers, iPubers, REKAN, eVerval.

Proses pelayanan pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah selama
tahun 2023 telah menerbikan 484 nomor pendaftaran dalam Surat Keputusan (SK)
Persetujuan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Proses pelayanan pendaftaran pupuk anorganik sepanjang tahun 2023 telah diterbitkan telah
diterbitkan 857 nomor pendaftaran dalam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian.

Selain SK nomor pendaftaran, telah diterbikan juga surat izin pesanan formula khusus pupuk
anorganik sebanyak 703 surat izin dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Pengawasan pupuk dan pestisida dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan monitoring
serta evaluasi penyaluran pupuk dan pestisida dengan hasil pengambilan serta analisa sampel
pupuk sebanyak 78 sampel (111,42%) serta pengawasan pestisida dengan pengambilan dan
analisa sampel pestisida sebanyak 76 sampel (108,51%).

Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tahun 2023 dilaksanakan melalui
penyusunan kurikulum diklat PPNS Tahun 2023 dan melakukan pelatihan PPNS di Diklat
Reskrimsus, Mega Mendung, Jawa Barat dengan peserta sebanyak 30 orang PPNS yang
berasal dari petugas pusat dan daerah.



v

/L= Direktorat Pembiayaan Pertanian

Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui
Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada TA 2023 memiliki target penyaluran sebesar 100 triliun
Rupiah dengan capaian sebesar Rp. 80.574.777.342.343 (80,57%). Kegiatan ini memiliki target
pelaku usaha sebanyak 2.900 pelaku usaha dan terealisasi sebesar 3.000 pelaku usaha
(103,45%). Jumlah debitur pada tahun 2023 mencapai 1.641.580 orang dari berbagai sektor
pertanian yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kombinasi
Pertanian/Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) serta Jasa Pertanian, Perkebunan,
dan Peternakan.

Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan Non
Program pada TA 2023 memiliki target pelaku usaha sebanyak 350 pelaku usaha dan
terealisasi sebesar 350 pelaku usaha (100%). Sumber fasilitasi pembiayaannya didapatkan
melalui program Lumbung Pangan BAZNAS, Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) dan PT. BPR
NTB (Penyertaan Modal).

Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui
permodalan dari Private Sector memiliki target pelaku usaha sebanyak 200 pelaku usaha dan
terealisasi sebanyak 200 pelaku usaha (100%). Pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) BUMN yang
menjadi sumber permodalan bagi 200 pelaku usaha yang memiliki usaha di bidang pertanian
yaitu PT. Pertamina (Persero).

Peningkatan jumlah LKM-A dan Koperasi Pertanian pada tahun 2023 kembali tumbuh dengan
tingkat penumbuhan kelembagaan pembiayaan pertanian sejumlah 110 unit LKM-A dan 33
unit Koperasi Pertanian.

Kegiatan Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) merupakan perlindungan kepada pelaku
usaha tanaman padi (petani) dengan luas lahan maksimal 2 hektar untuk mendapatkan modal
usaha kembali pada saat terjadi gagal panen. Kegiatan AUTP pada TA 2023 memiliki target
mitigasi seluas 305.555,56 ha dan terealisasi seluas 305.558,12 ha (100%).

Kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) merupakan perlindungan kepada
pelaku usaha ternak sapi/kerbau dengan kepemilikan ternak maksimal 15 (lima belas) ekor per
peternak skala kecil untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi kematian
ternak. Kegiatan AUTS/K pada TA 2023 memiliki target mitigasi sebanyak 20.000 ekor dan
terealisasi sebanyak 20.000 ekor (100%).

Kegiatan program Uji Coba Asuransi Usahatani Padi (AUTP) berbasis Indeks Hasil Panen
Padi Berbasis Area (AUTP-IHPPBA) bertujuan untuk terlindunginya petani dari kerugian jika
panen aktual lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas. Sasaran pelaksanaan uiji
coba yaitu di Kabupaten Karawang (Jawa Barat) dan Kabupaten Kendal (Jawa Tengah).
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Peran l | | |
Prasarana dan Sarana Pertanian

dalam Pembangunan Nasional

¥

Direktur Jenderal PSP, Ali Jamil (kiri) sedang Perkembangan Food Estate Kalimantan Tengah saat
kunjungan Komisi IV DPR Rl yang sedang melakukan tugas pengawasannya pada kawasan Program
Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Pulang Pisau,
Kalteng, Jumat (1/9/2023

Menurut Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian,
pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta
penyediaan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian prapanen.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian |
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Ditjen PSP dari Tahun ke Tahun

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai unit eselon |
Kementerian Pertanian berperan untuk memfasilitasi seluruh program dan
kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian di subsektor Tanaman
Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan. Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian terus berinovasi dari masa ke masa,
menyesuaikan dinamika dan perkembangan teknologi, sehingga kualitas
penyaluran bantuan pemerintah untuk pertanian Indonesia tetap terjaga
optimal.

Direktorat Jenderal yang
memiliki tugas dan fungsi dalam
bidang prasarana dan sarana
pertanian di bawah Departemen Perubahan nama institusi
Pertanian adalah Direktorat menjadi Direktorat Jenderal
Jenderal Bina Sarana Pertanian Pengelolaan Lahan dan Air (PLA)
(BSP) yang dipimpin oleh yang dipimpin oleh
Dr. Ir. Ato Suprapto Dr. Ir. Hilman, Dipl. HE.

Direktorat Jenderal Prasarana Perubahan nama institusi
Pertanian dipimpinan oleh menjadi Direktorat Jenderal
Dr. Ir. Gatot Irianto, M.S. Prasarana dan Sarana Pertanian
dibawah Kementerian Pertanian
hingga saat ini berdasarkan
Peraturan Presiden No. 24 Tahun
2010 tanggal 14 April 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan
Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi

Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal
Prasarana Pertanian Prasarana Pertanian Prasarana Pertanian
dipimpinan oleh dipimpinan oleh dipimpinan oleh
Ir. Pending Dadih Permana Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.
M.Ec.Dev.
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Secara normatif, tugas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis dibidang pengelolaan lahan, air irigasi,
pembiayaan, pupuk dan pestisida serta alat mesin pertanian.
Sedangkan fungsinya adalah:

Ruang Lingkup
Prasarana
dan Sarana
Pertanian

Perumuszan kebijakan di bidang peryelenggaraan peruasan dan perdindungan
lahan pertanian, pengembangan dan  rehabibtasi  ingasi  btersier, fasilitasi
pembiayaan, penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin peranan praganen;

lahan pertanian, pengembangan dan  rehabilitasi frigasi  tersier,  fasilitasi
pembiayaan, serta penyedisan pupuk, pestisida dan alat mesin peranian
prapanen

E Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan paruasan dan perlindungan

F"u'lrusunm norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Fmr:langglruﬂ
perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi
irigasi lersier, fasilitasi pembiayaan, sertia penyediaan pupuk, pestisida dan alal
messin pertanian prapansn

Pelaksanaan permberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peryelangaraan

H pefluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi
irigasi tersier, fasilitasi pembisyaan serta peryediaan pupuk, pestisida dan alat
mesin perlanian prapanen

Pelaksanaan evaluasl dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perduasan dan

m perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi ingasi tersier,
fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin
pertanian prapansn

m Pefaksaraan administrasi Direktorat lenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Pelaksanaan fungsi lain yang dibarikan aleh Menteri

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian I" '
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Visi

Mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian

untuk mendukung pertanian berkelanjutan

Mendorang partisipasi sfakefoider dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air
secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan,

Mencayagunakan lahan dan air untuk kegiatan pertanian yang berkelanjutan

Menyelenggarakan manajemen dan administrazsi pembangunan berdasarkan prinsip transparansi
dan akuntabilitas

Menyusun kebijakan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelclaan air
yang berbasiz pada pemberdayasn maavarahat petani di pedesaan,

Mewujudkan dan mengembangkan sisterm pembizyaan usaha pertanian yvang fleksibel dan
sederhana

Mermfasilitasi penyediaan, penpaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai asas &
{enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, muty dan harga).

Meningkatkan pengawasan atzs penyediaan, peryimpanan dan penggunaan pupuk dan
pestisida,

Meningkatkan pelayanan pencaftaran pupuk dan pestisida

Hendoromg peran sena masyarakat dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pengawasan
pupi dan pestisicda

Menyelenggarakan pengembangan sistem mekansasi pertznian di Indonesia melalui hebijakan
pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesual dengan arah
pembangunan pertanian

Memberikan pelayanan prima dalam bidang perencanaan. administrasi dan manajemen pembangunan
prasarana dan sarana pertanian,

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian |
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Sasaran

Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Petani

Stakoheider
Parspective

53 1. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan
Konsumsi Pangan Berkualitas

55 2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing
Kemoditas Pertanian

Gustomar
Perspective

55 3. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan
Inowasi Pertanian

§5 4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
dan Kelembagaan Pertanian Masional

intemal Process
Per spective

L

- { 55 5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian
Eg Pertanian yang Efektif, Efisien, terta Anggaran
= yvang Akuntabel

3

|
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Berdasarkan Peta Strategi Kementerian Pertanian yang disusun menggunakan Balanced
Scorecard di atas, kontribusi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada
Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan
Berkualitas”. Output Kementerian Pertanian berupa peningkatan ketersediaan, akses dan
konsumsi pangan berkualitas serta peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas
pertanian tidak dapat tercapai tanpa adanya peningkatan pemanfaatan prasarana dan
sarana pertanian. Sasaran Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Sasaran Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Tahun 2020 - 2024

Mo Indikator Kinerjo Sosoran Program Sotuan e T
2020 Firk | 0x3 ER 20324
1 Tersedianya Prasarana Pertanian Sesuai Kebiutubhan
I Tinghkat Permenuhon Frasarana Pertanian % Gi,43 SEME BRTY B4 BROR
2. Persentose ahan Boku Soeah yang
ditetopkan sezagal Lahan Pertanian Pongan & 50,00 5500 8000 2000 10003

Berkeanjutan [LF2E)
2 lmrhunhnti:nnn',lu Sarano Produli sl Pertanian 5-ul:u::idun5nn Keabutiuhan
4, Tingkat Kermanlaotan Sararna Produks)
Partomican Derakicrol Jénderdl Prasofant dan % E1.62 Bl.2: B2 H2]1B8  BIIE

Sorano Fertonion
Imwu}udn-,,ra Birakroai Direktorot Jenderal Prazsorano don Sorana Pertarsian WYEIng Elekti, Efizien, dan

Berorientasi pada Layanan Prima
4. Milai FRMPEE Direktorat Jenderal Frosarana

clan Sarana Pertanian
Terkelodonya Anggoran Cirektorot Jenderal Prasarona dan Sarona Pertanian yang Aluntabal dan

Hika 34,81 A3 348 3453 348938

Berkuniitos

5. Niioi i ja A Diraktorot Jand |
i ol et ikt Sl Nilai  BlO0 8300 B400 B500 800
Frasarana dan Sasana Partanion

Sumber: Rencana Strategin Ditjea PSP 20002024 (Movembar 2022)

Setiap upaya dan aktivitas yang dilakukan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian wajib memiliki keterkaitan dalam mencapai visi Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam perumusannya, Renstra Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian periode 2020 — 2024 memperhatikan arah kebijakan
Kementerian Pertanian, arahan Pimpinan (Pejabat setingkat Eselon | dan Eselon ).

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian |
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Arah Strategis Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagai unit Eselon |
Kementerian Pertanian, berkontribusi dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi
ke-2 Kementerian Pertanian, yaitu “Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan
tersedianya prasarana dan sarana pertanian”. Berdasarkan arah strategis nasional
(RPJMN 2020 — 2024) dan arah strategis Kementerian Pertanian, dirumuskan arah
strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut.

Arah Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Tahun 2020 - 2024

Indeks
Pertanaman (IP)

Pemanfaatan PSP dalam Mewujudkan
Ketersediaan Psngan dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian

. Pilar 2 . . .
Pilar 1 Pangendalien Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5
Kualitas Pupuk
Lahan Pertanian dan Pestisida Optimasi Ketersediaan dan Akses

Mendapatkan Air dm“;::i::el::::k Pemanfaatan Perlindungan Pembiayaan dan

dari Berbagai Meningkatkan Alsintan Pra Lahan Pertanian Perlindungan
Sumber Produktivitas Panen secara Usaha Pertanian
Pertanian Berkesinambungan

Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam Mewujudkan
Birokrasi yang Professional dan Berintegritas

Sumber : Buku Rencana Strategis Ditjen PSP 2020 - 2024

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian |
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Arah Kebijakan
Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian

Pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian akan berkontribusi terhadap indeks
pertanaman (IP) dan luas panen pertanian melalui pemanfaatan Prasarana dan Sarana
Pertanian. Pemanfaatan dalam Mewujudkan Ketersediaan Pangan dan Keberlanjutan
Sumber Daya Pertanian, membutuhkan 5 (lima) pilar prasarana dan sarana pertanian,
meliputi: ketersediaan pengairan pertanian, pengendalian pupuk dan pestisida, optimasi
alat dan mesin pertanian, ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian, serta akses
pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Pilar tersebut kemudian diterjemahkan
menjadi arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian.

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Tahun 2020 - 2024

Arah Kebijakan c Arah Kebijakan c

Penyediaan dan Perlindungan i & ) g
Lahan Pertanian Meningkatkan Akses Pembiayaan

dan Perlindungan Usaha Pertanian

Strategi 1: Memastikan ketersediaan lahan N
pertanian secara berkesinambungan untuk Strategi 4 : Mendorong Pemanfaatan Akses

Pembiayaan dan Perlindungan Usaha

lahan pertanian tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan dan peternakam Pertanian

‘i@ ¥ Arah Kebijakane Arah Kebijakan 6

Penyediaan Jaringan Irigasi Pertanian Pemanfaatan Alsintan untuk
secara Efektif dan Efisien Pembangunan Pertanian Berbasis
Kewilayahan

Strategi 2 : Modernisasi dan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi Pertanian untuk

Strategi 5 : Meningkatkan Pemanfaatan
memastikan seluruh Lahan Pertanian Alsintan Berkualitas secara Merata

Beririgasi

Arah Kebijakan a Arah Kebijakan 0
Penyediaan Pupuk dan Pestisidauntuk Pelaksanaan RB Ditjen PSP sesuai Road
Meningkatkan Produktivitas Pertanian Map RB Kementerian Pertanian

Strategi 3 : Distribusi Pupuk dan Pestisida
terstandart berdasarkan prioritas

Strategi 6 : Melaksanakan 8 area
perubahan Reformasi Birokrasi sesuai

wewenang Ditjen PSP

Sumber : Buku Rencana Strategis Ditjen PSP 2020 - 2024
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Struktur e eee.

Organisasi

Ir. Ali Jamil, M.P_, Ph.D

Direktur Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian

Ir. Baginda Siagian, M.51. Ir. Rahmanto, M.5¢.

Ir. Baginda Siagian, M.5i. Ir, Tommy Nugraha, M.M.

Pit. Dirsiatur

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian i |
10 Kementerian Pertanian Republik Indonesia




Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)
Ditjen PSP

Komposisi jumlah pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Kementerian Pertanian.
@
o
. 145
Pegawai

Negeri Sipil
Ditjen PSP

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Jenis
Kelamin

Sekretariat Ditjen PSP 95

Dit. Irigasi Pertanian 48

Dit. PPL 50

Dit. Alsintan 40

Dit. Pembiayaan X

Jumlah Pegawai per Dit. Pupuk dan Pestisida 50
Direktorat

Berdasarkan Jenjang

Pendidikan
M SLTA

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian |
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Dukungan

Anggaran

Prasarana dan
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Program Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat Jenderal
yang membawahinya dan memiliki anggaran sesuai dengan kebutuhan program
maupun kegiatan yang dilaksanakannya. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian merupakan Direktorat Jenderal dengan pagu anggaran terbesar kedua di
lingkup Kementerian Pertanian dengan rincian sebagai berikut.

Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2023

e et Pealizosi SPID
] e bl () (%)

1 Dan? | DADEN AR ANTING PORTAMIAMN 105 4.0GE. 202000 1048 3ETE000S 94037
2 01801 | SEKRETARIAT JEMDERAL L339 077 S92 000 |26 BT 62108 q9% 0
3 DA Banad PENYULLIHAN AN PENGERBANGAN S0M PERT ARLAN 1IR3 B2 2 000 TINS5 3004 BETE
A OIE0H | DITIEN FRASARAME DAN S ARSMNE PERTEANIAN 7691414 799.000 7,540,366 330967 9E10
5 O1802 | MSPEKTORAT JEMDERAL 1FL03C. 520000 2778541183 27.m
g DIA0DE | DITJEM PETERNARAN DAN EESEHST AN HEW &M 2 8 A0 B0 2000 21e0 2385 312 (£l i 1)
T M3od | CHTJERN HORTE LLTUR & QOT 15T Sh5000 A3z 4555370 30 897.28
A D808 | BADAMN STAMNDARCIZAS] INSTRULIM PERTARAN EFABST RDACDD 357083492321 9590
g DOI802 | MTIEM TAKAKMAN PANGAN S AR A S 000 S 3ASER 0 1% B4 58
10 mEng | DITJEN PFERKERLINAN 1GE0.ATLOH0.0:00 SI0IIADTIOTE 8023

TOTAL 14.80B.871.722.000 14.314.003.44LE71 D686

Sumber Data:
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kementerian Negara/Lembaga
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 (SAKTI, Kementerian Keuangan)

Dukungan alokasi melalui dana APBN pada Tahun Anggaran 2023 kepada Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 2.691.414.298.000 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 2.640.366.330.962 (98,10%). Pada tahun anggaran ini,
DIPA Ditjen PSP telah mengalami 11 (sebelas) revisi DIPA menyesuaikan dengan tujuan
organisasi Kementerian Pertanian.

Dukungan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 terbagi menjadi 3 (tiga)
kewenangan yaitu dana pusat, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan. Dana
Pusat adalah dana yang digunakan oleh Satuan Kerja Pusat yang berisi program yang
dilaksanakan langsung oleh pusat (baik kegiatan bantuan pemerintah maupun prioritas
nasional) dan dukungan manajemen pusat. Dana Dekonsentrasi adalah dana APBN
Kementerian Pertanian yang dilimpahkan wewenangnya kepada gubernur untuk
mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah
Pusat dan kegiatannya bersifat non-fisik. Selain itu, Dana Tugas Pembantuan adalah
dana APBN Kementerian Pertanian yang dilimpahkan wewenangnya kepada daerah
dan/atau desa untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran
Gubernur/Bupati/Walikota selaku wakil Pemerintah Pusat dan kegiatannya bersifat fisik.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian |
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Dukungan alokasi melalui dana APBN pada Tahun Anggaran 2023 kepada Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 2.691.414.298.000. Dari pagu
tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan kewenangannya, yakni Dana Pusat sebesar
Rp. 2.477.936.983.000, Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 23.154.641.000, dan Dana
Tugas Pembantuan sebesar Rp. 190.322.674.000. Rincian pagu Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dilihat pada gambar berikut.

Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen PSP
TA 2019 - 2023

-

M1 1.956: 37 0.6 TE.00D

20020 L0583 12T 554,000

1T 1.BA7.863:606.000

i 2043, 700,867 000

FlIE] 477 936 kR 00D
SOD000 DR, DO0 1508, 0, (D, DX 15060, 0o, Do), (000 0. 0 00 (D), o), (R0 2 500, DeEy, (o000 DL 0G0, 0 D). [0

Pyl ) 583.080.000
204 39305, 0000
i o3 ETT 0
A 45111077000
. ——— 7714 A41.000
100 A00.560 £ 0040 D00, T30 B}, 50, D00, B0 185, 000 0, [30 14 DOECODG. 000

Dana Tugas Pembantuan

2017 3009 455,104,000
i B2 S3E 406 000
2021 e 0,737 113,000
i L¥2.643.432.000
A3 100,322 674.000
1. 0 500 200030 2000 000 00300 1 B0LLG02 000200 4,00, 000000, 020

Sumber Data : OM SPAN, Kementerian Keuangan, 2019 - 2023
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Dukungan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 melalui dana
APBN dioptimalkan oleh kinerja masing-masing direktorat yang berada di
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan rincian sebagai
berikut.

Realisasi Anggaran Ditjen PSP TA 2023

ferma Kl aseny Sarigal

1 8 | Pesgel slaan A rirlgad Untak Perbaman dia. d3 dind. 658 Eh BhEedaaRE  GEad
2 TTRAAEA | KDondhrass AT 3T0 000 EN34301EES 98 1=
i Fradpos | Fositosi don fFambinoon Kelompok Mosporoim! et ulica lila ]kl vna] 143301 4% 473 G2
4 [ME4PER | Kibljakaon Bidang Pertanion dan Penkanan 1365 52 0.000 L0580 000 aB.En
5 TPRMREK | Prasanana Bidang Pertorian, Kabutaran daen Unglkungon Hdup 1374 573 000 IDGARZIARGE4 SRS
4 TFQAHDH | bl Prosarana Didarg Pestariom KaPutana $anm Lingeungan Hdug T OO0 0L000 FRICOCO0.000  100.5]
7 ﬂllFMn_Hm-Fhum 18848801000 FiP R JEFE ] a2 e
i IrahaEs | koordivas AR, TR (00 18 2T EaBL 0] GE I8
4 FraireR | ke bljokon Bidarg Peranion dan Pedkaran Fr BODOG0 600 22HAGT BES B& A3
1 THGREE | Prsanarss Biclkeng Peartorign, BaFanaran e irgkamg o Bcup MLEGIITE 0K M DS5 SRS 457 San?
T TPARRECE | P g cani Parg ermba rgon Kawssan A0 205000 00K 31737 T EE.EH
12 7861 Pengaleioan Lalam Panysdionn con Penpascsandlot Bssin Paran 708.80T,1.2.000 TOS.4a03LET  D0UB0
13- ITISAEA | Koordiras A0 TEE DD ILEIEIESETS BE 30
I ITSGRA | Sdrana Bidang Perlarian Kafd snim Gan Lingaengan Hidup HELBET 30 R 000 B O O G,
¥B 7E7 | Busungen seorajemes don (e eegen Tesms inl imyn- L=l e L e PG00 EALEDE 960
16 TTITERA | Lenyaancen Diikairgran Maresersan il ol TOATT S0 B 58 8. 595 518
17 FFETERE | Loyonon Soronn don Prosonona inkermal o S50 W00 4405 =T T BeL B
H [FETEED | Loyanan Morapmen Kmnana intormol NCZ2S R 6 D00 LaleN R - Ti e aral
w0 390 | Fosliasl Fupui dlon Fesilsd om 1 E5E 4] DT 00 L 146 TRRAT 8630
20 BN | Koo dleosi Frraangnia 205000 gad e |
21 EZEA3EAL | Pefayonon Pubdk kapodo mosy ookt 15 M3 TES D00 14. 540 SEE.4 52 DE &
22 2A3RAG | Somra Bksang Parbore, Ke i onon San Ling eengon Hidun 1. 020.99% 579 000 L5803 526708 jE5
I AR | Fesiliimsd fenmiayaan e 00,048 JT1.00Q HE/SI.0EAE AR50
P4 Z4aFi | Koorcinasi 19817 484 000 15 06 067165 0044
20 Fra4ai | Fosditas don Pambnogn Mosysaear T2 G G 0O FES0LTES AT el
28 ZEA4REK | Frasorond Eidong Faranion, £erataran don ngkungon Hdlue 71488302000 TLI2EEET.723 B0 50

b= . =

r =]

15

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ||
Kementerian Pertanian Republik Indonesia



Bab 03
Direktorat
Irigasi
Pertanian

=

Ditektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia



Kinerja

Anggaran

Upaya menjamin ketersediaan air irigasi untuk pertanian dalam jangka panjang dan
berkelanjutan harus dilakukan melalui strategi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan
prasarana irigasi pertanian (infrastruktur irigasi) ditingkat usaha tani secara terintegrasi
dengan sumber air dari jaringan primer dan sekunder.

Program pengembangan irigasi pertanian melalui kegiatan Pengembangan Jaringan
Irigasi berupa kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) dan Pemberdayaan
P3A, Pengembangan Sumber Air berupa kegiatan irigasi perpipaan/perpompaan air
tanah dangkal/dalam, dan Pengembangan Embung Pertanian berupa kegiatan
embung/dam  parit/longstorage  merupakan kegiatankegiatan yang berupaya
menyempurnaan pengelolaan air irigasi yang adaptif lingkungan fisik dan non fisik.

Kegiatan aspek Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian TA. 2023 mendapatkan anggaran
sebesar Rp. 356.992.413.000 dengan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran
sebesar Rp. 350.508.994.625 (98,18%), yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan
fisik pembangunan infrastruktur Irigasi Pertanian di daerah melalui tugas pembantuan dan
dana pusat serta dukungan manajemen aspek Irigasi Pertanian.

Realisasi Keuangan Kegiatan Irigasi Pertanian Tahun 2023
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Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian pada tahun anggaran 2023 yaitu sebagai berikut.

o Kegiatan UPLAND terlaksana di 13 Kabupaten yaitu Banjarnegara, Garut, Gorontalo,
Lebak, Lombok Timur, Magelang, Malang, Minahasa Selatan, Purbalingga, Subang,
Sumbawa, Sumenep, dan Tasikmalaya. Realisasi penambahan luas areal tanam
sampai akhir Desember tahun 2023 seluas 2,086 ha (92,6%) menurut tabulasi data dari
target 2,254 ha.

« Kegiatan Irigasi Perpipaan mengalami refocussing anggaran sehingga hanya terlaksana
kegiatan persiapan.

o Kegiatan Embung Pertanian sebanyak 503 unit (100%) di 17 provinsi dan 84
kabupaten/kota.

o Terlaksananya kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim dengan
target 459 unit dan realisasi 443 unit (96,51%). Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) jenis
kegiatan yaitu:

o Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim dengan target 172 unit dan
realisasi 151 unit (87,79%).
o lIrigasi Perpompaan/Perpipaan dengan dengan target 160 unit dan realisasi 160 unit
(100%).
o Gerakan Nasional (Gernas) El Nino dengan target 127 unit dan realisasi 132 unit
(103,94%). Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) jenis kegiatan yaitu:
= Irigasi Air Tanah Dalam sebanyak 30 unit di 9 provinsi dan 22 kabupaten/kota.
= |rigasi Air Tanah Dangkal sebanyak 14 unit di 7 provinsi dan 13 kabupaten/kota.
= Bangunan Konservasi Air dan Anomali Iklim (Gernas) sebanyak 88 unit di 9
provinsi dan 39 kabupaten/kota.

o Kegiatan Irigasi Perpompaan dengan target 110 unit, namun mengalami refocussing
anggaran sehingga hanya terealisasi secara fisik sebanyak 7 unit. Kegiatan ini terdiri
atas Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Timur 1 unit, Irigasi Perpompaan Menengah
Wilayah Timur 1 unit, dan Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah 5 unit.

+ Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) sebanyak 1.028 unit di 24 provinsi
dan 178 kabupaten/kota.

» Kegiatan Survei Investigasi dan Desain (SID) Irigasi Pertanian terlaksana di 3 lokasi di 3
provinsi yaitu Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

o Terdapat 2 (dua) rekomendasi dampak perubahan iklim yang diberikan di tahun 2023
yaitu:

o Adaptasi menyikapi awal musim kemarau yang terjadi pada bulan April - Juni 2023.
o Adaptasi menyikapi awal musim hujan yang terjadi pada bulan September -
November 2023.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian “y
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Proyek Pengembangan

Sistem Pertanian Terpadu di
Daerah Dataran Tinggi (UPLAND)

Pada TA 2023, rencana kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan proyek UPLAND baik
PMU (Pusat) maupun PIU (Kabupaten) sebesar Rp. 350.000.000.000. Total alokasi pagu
tersebut bersumber dari dana pinjaman IFAD sebesar Rp. 188.693.582.000 dan dari
dana IsDB sebesar Rp. 161.306.418.000.

Alokasi dana sebesar Rp. 350.000.000.000 tersebut dialokasikan melalui DIPA pada

Kementerian Pertanian (TP) sebesar Rp. 150.000.000.000 dan DIPA HPD pada

Kementerian Keuangan mekanisme On Granting sebesar Rp. 200.000.000.000. Alokasi

Dana UPLAND untuk TA 2023 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.
Alokasi Dana UPLAND TA 2023

Csanc Hilba h

No  Kabupaten|Koio

Daren TR Pu-aol & Dosrah TETAL

| Bamarnegara 19,560, 553,000 8707.920000 26,277 503000
2 Gant 16,652 950.000 3832240000 20555190000
3 Gorontalo 2335750000 A543 850000 TAT2A400.000
4  Labok 16771006000 4707850000 #1478 858000
5 Llombok Timur 21074 B00.000 4796250000 25871050000
6 Mogelang 18.4597.000.000 7077530000 75 574 530,000
7 Maolang 12 208500,000 4192 BRO.000 16,401 300.000
fa Minohoso Sehoton 20,797 Fe.00n 4 738 E00000 o 52687TE000
3 Purbalingga 5254 000,000 5.367.360.000 &4 360000
10 Subang 18 802.300.000 6.574.710.000 25 17R.010.000
n Sumiboa 261000000 B.32X3.E300000 22503400000
12 Sumeneg 13213835000 5257 040,000 470875000
13 Tosikmokaya B.842.000.000 4655.010,000 N457.010.000
14 FMU 80.507.700,000 80507.700,000
16 Provinsi 1208860000 | 206 660,000

Jumilah A8 500 H00. H08 ¥R, 600,600 008 3558, 000,6040.080
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Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan (TP)
Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi (UPLAND)

Alokasi dana yang dialokasikan melalui DIPA pada Kementerian Pertanian (TP) sebesar
Rp. 150.000.000.000 dengan realisasi sampai dengan akhir bulan Desember 2023
sebesar Rp. 144.543.312.087 atau 96,36%. Realisasi tersebut merupakan gabungan dari
realisasi untuk IFAD senilai Rp. 97.664.682.722 dan realisasi IsDB Rp. 46.878.629.365.

Adapun rincian realisasi dari masing-masing unit pelaksana yaitu sebagai berikut.
Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan (TP) UPLAND TA 2023
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Realisasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) UPLAND TA 2023
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Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran
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Realisasi Anggaran On Granting

Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi (UPLAND)

Alokasi Anggaran On Granting TA 2023 sebesar Rp. 200.000.000.000 untuk 13 kabupaten,
mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 160.941.819.393 (80,47%) yang merupakan
gabungan dari realisasi anggaran IFAD sebesar Rp. 75.338.771.228 (84,94%) dan realisasi
anggaran IsDB sebesar Rp. 85.603.048.165 (88,13 %).

Realisasi Anggaran On Granting UPLAND TA 2023

o
Alokoal Reolisosi Alokos Roolisasl

1 Banjorregon TITRIEBOM p4FIABEgER [22814EA000  WIBRLTREL00  TOSGSERI.0N0 TT.OSRIAT081 BTIF
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Proses pengajuan reimbursement telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah di
tetapkan, semua dokumen permintaan pengajuan reimbursement yang disampaikan oleh
kabupaten, setelah diverifikasi oleh PMU dan telah dinyatakan lengkap dan benar, dokumen
tersebut kemudian disampaikan ke DJPK (Kemenkeu) dengan disertai surat pertimbangan
penyaluran dari PMU. Dari total realisasi prefinancing di daerah Rp. 160.941.819.393,
realisasi reimbursement yang telah dibayarkan kembali sebanyak Rp Rp. 138.605.252.907.
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Realisasi Areal dan Petani Pemanfaat
Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi (UPLAND)

Realisasi penambahan luas areal tanam sampai akhir Desember tahun 2023 seluas 2,086
ha (92,6%) menurut tabulasi data dari target 2,254 ha. Realisasi sasaran, komoditas, petani
sesuai dengan desain proyek masing-masing kabupaten. Keanggotaan kelompok tani
berdasarkan data calon petani dan calon lokasi (CPCL) tahun 2023. Petani yang dipilih
berdasarkan domisili tanah tersebar di daerah sasaran. Untuk lokasi pengembangan ternak
kambing/domba, pengembangan difokuskan pada wilayah pengembangan ternak dan
sumber pakan yang tersedia.

Para petani dan peternak yang dipilih dalam kegiatan UPLAND sebagian besar adalah petani
kecil dan sejumlah kecil petani adat/pribumi yang tergabung dalam kelompok tani, peternak
dan kelompok tani gabungan dengan melibatkan petani perempuan, petani muda. Proses
seleksi melibatkan penyuluh pertanian lapangan dan fasilitator desa dengan mengidentifikasi
sesuai kriteria dan kemudian diusulkan.

Realisasi Areal dan Petani Pemanfaat TA 2023
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Realisasi Kegiatan Periode 2021-2023
Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi (UPLAND)

Pada kegiatan UPLAND yang memiliki kegiatan fisik dan pendampingan di pusat maupun
daerah, dikelompokan dalam subkomponen tersedia sebagai berikut.

Realisasi Subkomponen Kegiatan UPLAND Periode Tahun 2021-2023
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Embung Pertanian

Geomembran

Geomembran untuk embung adalah bangunan penampung air yang dibuat di atas tanah
dengan cekungan seperti danau atau kolam. Pada cekungan, material geomembran
melapisi bangunan untuk menjadi lapisan yang bersifat kedap. Pelapis kedap ini
bertujuan untuk mengganti material beton pada bangunan permanen. Pembangunan
embung geomembran memiliki keuntungan yaitu:

o Tidak memerlukan material seperti pasir, semen, konstruksi besi, dan batu.

e Pengerjaan cepat dan mudah.

o Material HDPE (High Density Polyethylene) bersifat kuat, tahan terhadap kelembaban

ekstrem dan bahan-bahan kimia, serta fleksibel.
+ Pembangunan embung dengan geomembran bersifat praktis dan lebih ekonomis.

Lokasi embung ditempatkan dekat dengan lahan usaha tani, diutamakan pada areal yang
rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani.
Lokasi tempat pengembangan embung status kepemilikannya harus jelas (tidak dalam
sengketa). Lokasi tempat pengembangan dilengkapi surat pernyataan tidak ada ganti rugi
lahan oleh kelompok penerima manfaat dan sebaiknya dilengkapi surat ijin dari instansi
yang berwenang.

Target Embung Pertanian tahun 2023 sebanyak 503 unit dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 47.860.000.000. Kegiatan tersebut dialokasikan di 17 Provinsi dan 84 Kabupaten
dengan realisasi fisik sebanyak 503 unit (100%) dan realisasi anggaran sampai akhir
Desember 2023 sebesar Rp. 47.629.350.400 (99,52%).

Realisasi Pengembangan Embung Pertanian Geomembran TA 2023
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Adaptasi perubahan iklim melalui
E m bu ng Pengembangan Embung Pertanian
Pe rta n ia n Geomembran

Kegiatan ini merupakan upaya konservasi air

G eo m e m b ra n yang tepat guna, murah dan spesifik lokasi,

serta dapat mengatur ketersediaan air untuk
memenuhi kebutuhan air (water demand)

@ pada tingkat usaha tani.

Jawa Timur Lampung

Desa Dradah Blumbang, Kec. Kedungpring, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu
Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur Provinsi Lampung

Jawa Barat DI Yogyakarta

N

Kelompok Tani Wibawa Mukti 1V, Kelompok Tani Sri Rezeki,
Kec. Kawali, Kab. Ciamis, Prov. Jawa Barat Kec. Nglipar, Kab. Gunungkidul, Prov.
Daerah Istimewa Yogyakarta
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Bangunan

Konservasi Air dan
Antisipasi Anomali Iklim

Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim TA 2023 mendapatkan
pagu anggaran sebesar Rp.58.300.623.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan
akhir tahun sebesar Rp. 57.704.994.625 (98,98%). Alokasi anggaran terdiri dari:

o Pelaksanaan Kegiatan (Konstruksi) sebesar Rp.17.200.000.000.

+ Pendampingan operasional sebesar Rp.3.264.720.000.

+ Koordinasi, sosialisasi dan pengawalan kegiatan lingkup irigasi pertanian sebesar
Rp.6.800.000.000.

« lIrigasi Perpipaan/Perpompaan sebesar Rp.16.000.000.000.

« ldentifikasi pengembangan sumber air sebesar Rp.200.000.000.

o Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino yang terdiri Irigasi Tanah Dalam
sebesar Rp.4.500.000.000, Irigasi Tanah Dangkal sebesar Rp.1.400.000.000,
Bangunan Konservasi sebesar Rp.8.300.000.000, dan Pendampingan sebesar
Rp.635.903.000.

Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim memiliki target 459 unit
yang terdiri atas 172 unit kegiatan infrastruktur irigasi pertanian dan 160 unit
kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan. Sampai dengan akhir Desember 2023,
kegiatan ini tercapai 151 unit (87,79%) kegiatan infrastruktur irigasi pertanian dan 160
unit (100%) kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan. Kegiatan infrastruktur irigasi
pertanian sejumlah 151 unit terdiri atas berbagai jenis kegiatan yaitu sebagai berikut.

Pengembangan Irigasi Perpipaan

,..ar Pembangunan Embung Pertanian
-
3 unit

57 unit

Pengembangan Irigasi Perpompaan n@ Pompa Apung
"'lléﬁ 36 unit

3 unit
Pengembangan Irigasi Air Tanah :::\i/,:;: Pengembangan Irigasi Sprinkler
26 unit 1 unit
llIJIJ Pembangunan Dam Parit Pembangunan Box Bagi
. “ e .
L\::A 18 unit 1 unit
Normalisasi Saluran Srpd . Rehabilitasi Embung Pertanian
5 unit 1 unit
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Ba ng unan Potensi pemanfaatan lahan pertanian

o o dengan memanfaatkan kegiatan
Konse I‘VﬂSI AI r bangunan konservasi dan antispasi
dan Ant|S|paS| anomali iklim masih sangat besar

Anoma li I kli m Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk

optimalisasi pemanfaatan sumber air dalam
rangka suplesi air irigasi pada lahan

@ pertanian.

Sulawesi Tengah === Banten

Kelompok Tani Mandiri, Kab. Tojo Una Una, Kelompok Tani Kedung, Kab. Tangerang,
Prov. Sulawesi Tengah Prov. Banten

Sulawesi Barat
: mn _

Kelompok Tani Maju Jaya, Kab. Keerom, Kelompok Tani Mannannungan, Kab.
Prov. Papua Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat
27 e mentorian Peramian Remuitk ndonecin !



Gerakan Nasional (Gernas)
Penanganan Dampak El Nino

Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino Tahun Anggaran 2023 mendapatkan
pagu sebesar Rp. 14.835.903.000 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar
Rp. 14.650.634.011 (98,75%). Gerakan Nasional (Gernas) El Nino dengan target 127
unit dan realisasi 132 unit (103,94%). Kegiatan Gerakan Nasional Penanganan Dampak
El Nino berupa kegiatan infrastruktur irigasi pertanian yang meliputi:

o lIrigasi Air Tanah Dalam sebanyak 30 unit di 9 provinsi dan 22 kabupaten/kota.

Irigasi Air Tanah Dalam (Konstruksi) yang dianggarkan sebesar Rp.4.500.000.000
dengan realisasi Rp. 4.365.000.000 (97.00%).

Irigasi Air Tanah Dangkal sebanyak 14 unit di 7 provinsi dan 13 kabupaten/kota.
Irigasi Air Tanah Dangkal (Konstruksi) yang dianggarkan sebesar
Rp.1.400.000.000 dengan realisasi Rp. 1.400.000.000 (100%).

Bangunan Konservasi Air dan Anomali Iklim (Gernas) sebanyak 88 unit di 9
provinsi dan 39 kabupaten/kota. Bangunan Konservasi Air dan Anomali Iklim
(Gernas) ini terdiri dari irigasi perpompaan 41 unit, irigasi perpipaan 11 unit,
Embung/Damparit/Longstorage 23 unit, dan irigasi air tanah 13 unit. Bangunan
Konservasi Air dan Anomali Iklim mendukung dampak El Nino dianggarkan
sebesar Rp. 8.300.000.000 dengan realisasi sebesar 8.300.000.000 (100%).

Realisasi Kegiatan Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino TA 2023

Sumut (3)

Kalsel (3)
Sumsel (3)

Lampung (14) w Sulsel (29) -
Banten (10) ’.& w‘ (]

Jatim (16) ‘ ’
aHm NTB (8)

o

Jabar (28) Jateng (18)
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I ri aSi Kementerian Pertanian (Kementan)
g menginisiasi Gerakan Nasional

Pe rt a n ia n (Gernas) El Nino untuk mengantisipasi

kekeringan.

(Gernas El NinO) Gerakan ini memberikan berbagai bantuan

kepada para petani berupa benih, pengairan
dan pendampingan.

Jawa Timur Banten

Kelompok Tani Maju lll, Kab. Trenggalek, Kelompok Tani Randa Kaya, Kab. Lebak,
Prov. Jawa Timur Prov. Banten

Lampung Sulawesi Selatan

Kelompok Tani Jaya, Kab. Lampung Kelompok Tani Sipakainge, Kab. Bone,
Tengah, Prov. Lampung Prov. Sulawesi Selatan
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Irigasi

Perpompaan

Pengembangan irigasi perpompaan merupakan kegiatan yang difokuskan pada
optimalisasi pemanfaatan sumber air sebagai suplesi air irigasi, penggunaan perpompaan
sebagai satu sistem irigasi dengan jaringan distribusi tertutup maupun terbuka, serta
mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (kebun
HMT dan/atau untuk sanitasi dan minum ternak).

Kegiatan irigasi perpompaan dilakukan melalui dana kewenangan Tugas Pembantuan (TP).
Lokasi kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan dilakukan pada 3 provinsi, yaitu
Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Papua Barat. Alokasi kegiatan
Pengembangan Irigasi Perpompaan TA. 2023 sebanyak 7 unit dengan total anggaran
sebesar Rp. 1.086.800.000 yang terdiri dari tahap konstruksi Rp. 689.300.000, tahap
persiapan sebesar Rp. 369.500.000, kegiatan monitoring sebesar Rp. 28.000.000, dan
kegiatan pendukung sebesar Rp. 397.500.000. Realisasi keuangan sampai dengan akhir
tahun sebesar Rp. 1.038.756.800 (95,58%) dan realisasi fisik mencapai 7 unit (100%).

Secara umum pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaan tidak mengalami kendala yang
berarti namun permasalahan adanya refocussing anggaran menjadi alasan utama
menurunnya alokasi kegiatan irigasi perpompaan pada tahun 2023.

Realisasi Pengembangan Irigasi Perpompaan TA 2023

Aceh

Kalimantan Kalimantan Timur
Utara (] unit)

Kalimantan Barat
(4 unit)

Sulawesi

Utara Papua Barat

o (2 unit)
‘! ®

l‘. "as ® o

Kalimantan
Selatan
Bengkulu - . ’
Persiapan Sumatera ’.‘“ w, [ J

Selatan ’

Y Realisasi Fisik Jawa NTB L4

Bangka
Belitung

Timur Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran
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I ri aSi Pengembangan irigasi perpompaan
g merupakan kegiatan yang difokuskan
Pe rpo m pa a n pada optimalisasi pemanfaatan
sumber air sebagai suplesi air irigasi.

Penggunaan perpompaan sebagai satu
sistem irigasi dengan jaringan distribusi
tertutup maupun terbuka, serta mendukung

sub sektor tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan (kebun HMT

dan/atau untuk sanitasi dan minum ternak).

Kalimantan Barat

Gapoktan Empening Mandiri, Kab. Kubu Gapoktan Tumbuh Bersama, Kab.
Raya, Prov. Kalimantan Barat Singkawang Utara, Prov. Kalimantan Barat

Papua Barat

Kelompok Tani Patani Napirboy, Kab. Kelompok Tani Nrimo Ing Pandum, Kab.
Rajaampat, Prov. Papua Barat Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
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Pengembangan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Tersier (RIIT)

Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier dilaksanakan pada petak tersier (identik dengan
tingkat usaha tani). Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi diarahkan pada jaringan irigasi
tersier yang mengalami kerusakan yang terhubung dengan jaringan utama (primer dan
sekunder) yang kondisinya baik dan/atau sudah direhabilitasi oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Urusan
Pengairan sesuai kewenangannya, serta jaringan irigasi desa. Disamping itu, selain lahan
irigasi teknis dan irigasi desa lokasi kegiatan juga perlu diutamakan pada daerah yang
sudah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sebagai informasi,
alih fungsi lahan pertanian merupakan masalah lain yang sulit dihindari sehingga
berakibat adanya penurunan luas sawah Indonesia.

Secara teknis di lapangan, kegiatan RJIT sangat bermanfaat untuk memperlancar
distribusi aliran air irigasi dan mengurangi kehilangan air pada saluran irigasi tingkat
usaha tani. Adanya kerusakan pada saluran irigasi, berdampak terhadap upaya
pemenuhan air irigasi yang terhambat.

Kegiatan RJIT TA 2023 di realokasi kepada daerah - daerah yang siap untuk
melaksanakan kegiatan serta dengan memprioritaskan usulan - daerah aspirasi. Lokasi
kegiatan tersebar di 24 provinsi dengan alokasi 1.028 unit dan total anggaran tahun
2023 sebesar Rp. 77.100.000.000. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember
2023 terealisasi sebesar Rp. 77.100.000.000 (100%), sedangkan realisasi fisik mencapai
1.028 unit (100%).

Realisasi Pengembangan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) TA 2023

Aceh (68)

Sumut (30)

Sulbar (23)

PR
Sumbar (14) Kalbar (36) Maluku Utara (13)

4

Gorontalo (5)
Kaltim (13)
)

Jambi (14)

P Papua (12)
a <

Kalteng (13)

Sumsel (35)

Maluku (27)
— Bali (26) Sultra (18) ’
Lampung (63) Sulsel (105) - . ,
Banten (32) v.‘“ ' ® 4

DIY (10) < ’
Jatim (107)
NTB (59)

NTT (34)
Jabar (166) Jateng (105)
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oege o Kegiatan ini dilaksanakan dengan
Reha bl lltas' memperbaiki/rehabilitasi maupun
J a ri ng a n meningkatkan kondisi jaringan irigasi

tersier baik pada lahan sawah irigasi

IrigaSi Te rSier teknis dan irigasi desa.

Selain itu, kegiatan ini dapat dilaksanakan
untuk perbaikan infrastruktur pendukung

seperti bangunan pintu air dan boks
pembagi baik pada lahan sawah irigasi

teknis maupun irigasi desa.

Jawa Barat "S== Kalimantan Barat

Kelompok Tani Sumber Jaya V, Kabupaten Kelompok Tani Bina Tani 1, Desa Pentek,
Subang, Provinsi Jawa Barat Kec. Sadaniang, Kab. Mempawah, Provinsi
Kalimantan Barat

Sulawesi Selatan

20

Kelompok Tani Satu Tujuan, Desa Bagik P3A Lassang Te'ne, Desa Bungungloe,
Polak, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Barat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian I" '
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Survei Investigasi Desain (SID)
Irigasi Pertanian

Pelaksanaan kegiatan Survei, Investigasi, dan Desain (SID) Pengembangan Jaringan
Irigasi dapat dilakukan melalui pola swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain (IPL).
Swakelola yang dilaksanakan oleh penanggung jawab anggaran dalam hal ini Dinas
Pertanian (swakelola mandiri) maupun jasa konsultan.

Sebagai tindak lanjut usulan calon lokasi yang berasal dari Kelompok Tani/
Gapoktan/P3A dan/atau perencanaan yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
atau Provinsi, maka Tim Teknis dari Dinas Pertanian Provinsi membuat daftar calon
lokasi kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi untuk dilakukan survei dan investigasi.
Daftar calon lokasi tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi atau
yang ditunjuk oleh KPA Provinsi. Tahapan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Survei
Investigasi Desain (SID) yaitu:

1. Inventarisasi Jaringan Irigasi;

2. Penelusuran Jaringan Irigasi; dan

3. Identifikasi dan Analisis Tingkat Kerusakan Jaringan Irigasi.

Lokasi kegiatan Survei Investigasi Desain Pengembangan Jaringan Irigasi tersebar di 3
Provinsi (Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah) dengan target sebanyak
3 dokumen fisik dari total anggaran sebesar Rp. 1.069.920.000 dapat direalisasikan
sebesar Rp. 1.068.920.000 (99,91%), sedangkan realisasi fisik mencapai 3 dokumen

(100%).
Realisasi Kegiatan Survei Investigasi Desain (SID)
Pengembangan Jaringan Irigasi Tahun 2023
Gorontalo
1510 Ha

Rp. 270.000.000

Sulawesi Tengah
2500 Ha
Rp. 449.000.000

Sulawesi Tenggara
1959 Ha
Rp. 349.920.000

Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran
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Kegiatan
Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A)

Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan
pengelolaan irigasi yang menajadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah
layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air
termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah/layanan
petak tersier atau desa. Pembentukan P3A dilakukan melalui proses pengambilan
keputusan dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah
petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier. Pembentukan P3A dapat difasilitasi
oleh Pemerintah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan/atau pihak lain.

Kegiatan pembinaan kelembagaan P3A diawali dari identifikasi terkait profil kelembagaan
dan penguatan kelembagaan melalui pembuatan legalitas. Kegiatan selanjutnya adalah
pembinaan pelembagaan P3A yang mencakup Rencana Usulan Kegiatan Kelompok,
Manajemen Organisasi, dan Teknis Irigasi.

Rekapitulasi Identifikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air TA 2023

>
Lampung (1 P3A)

® (4
TSy

DI Yogyakarta
Ll NTB (13 P3A)
Pemula 5 P3A
Lanjut 11 P3A
Utama 2 P3A

Lanjut 13 P3A

Sulawesi Selatan (4 P3A)
Jawa Barat (11 P3A)
Jawa Tengah (3 P3A) Lanjut 4 P3A
Pemula 6 P3A
Lanjut 5 P3A Pemula 3 P3A

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
32 Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran

@




Rekomendasi
Dampak Perubahan Iklim

Rekomendasi dampak perubahan iklim pada sektor pertanian di Indonesia,
diharapkan dapat mengamankan kestabilan produksi pangan terutama padi.
Terdapat 2 (dua) rekomendasi dampak perubahan iklim yang diberikan di tahun
2023 yaitu sebagai berikut.

Rekomendasi ®
ke-1

ERLARILALE
AL L DR R R
N ORI T RN R,

Adaptasi dalam menyikapi awal musim kemarau

Awal musim kemarau (MK) terjadi pada bulan April — Juni 2023 sesuai
dengan prakiraan Awal Musim Kemarau 2023 yang telah dirilis pada Maret
2023. Untuk mengantisipasi awal MK tersebut, perlu mempersiapkan
sumber-sumebr air alternatif dan pemilihan komoditas yang sesuai.

o Early warning system dan rutin pantau informasi BMKG. Melakukan
penjadwalan musim tanam menyesuaikan karakteristik klimatologi
wilayah.

» Pada wilayah yang mengalami awal musim kemarau pada Mei-Juli 2023
perlu ada persiapan pemanfaatan sumber-sumber air alternatif dan
pemilihan komoditas yang sesuai.

o Pada wilayah yang diprediksi masih akan mengalami musim kemarau
yang lebih panjang (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara) perlu ada
persiapan pemanfaatan sumber-sumber air alternatif. Pada wilayah yang
tidak mengalami musim kemarau, berpeluang melakukan tanam lebih
awal sekitar bulan September-Oktober 2023.

o« Memanfaatkan teknologi pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi
tersier/kuarter, gerakan panen air, teknologi hemat air, benih toleran
kekeringan serta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Prakiraan Awal Musim Kemarau 2023 di Indonesia

Sumber Data: BMKG (April 2023)
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Rekomendasi
ke-2
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Adaptasi dalam menyikapi awal musim hujan

Awal Musim Hujan 2023 umumnya terjadi pada bulan September —
November 2023. Kewaspadaan diperlukan terutama untuk daerah yang
mengalami curah hujan lebih basah dari normalnya meliputi sebagian Pulau
Sumatera, sebagian Pulau Jawa bagian timur, sebagian Kalimantan Timur,
sebagian Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, sebagian Pulau Sulawesi
bagian utara, sebagian Papua Barat, dan sebagian Papua bagian selatan.
Berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) bahwa awal musim hujan di Indonesia dimulai pada Bulan
September 2023 dan diperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada
Bulan Desember sd Januari 2023. Dalam rangka menghadapi musim hujan
dan antisipasi terjadinya banijir/longsor, agar tidak mengganggu produksi
pangan nasional, maka perlu segera dilakukan upaya-upaya antisipasi dan
mitigasi sebagai berikut.

o Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait untuk
meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir/longsor akibat
perubahan iklim.

e Memetakan daerah rawan banjir melalui pemantauan kondisi iklim
harian yang datanya bersumber dari BMKG).

o Melakukan percepatan tanam pada daerah yang rawan banjir di Bulan
Januari — Februari 2023 dan sudah memasuki musim hujan, dengan
mengerahkan brigade alsintan dan prasarana pendukung seperti
traktor, pupuk, benih dan lainnya untuk mempercepat proses
pengolahan tanah dan tanam.

e Melakukan normalisasi saluran dan pembangunan tanggul penahan air.

 Menggunakan benih varietas tahan genangan air,

o Mendorong petani untuk mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi.

Prakiraan Awal Musim Hujan 2023/2024 di Indonesia

Sumber Data: BMKG (September 2023)
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Bab 04

Direktorat
Perlindungan dan
Penyediaan Lahan

Direktur Jenderal PSP, Ali Jamil (kiri) sedang menyampaikan Model Optimasi Lahan Rawa untuk
Menaikkan Indeks Pertanaman di Kab.Ogan llir Provinsi Sumatera Selatan kepada Menteri
Pertanian, Amran Sulaiman (tengah) pada Selasa (14/11/23).
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Kinerja

Anggaran

Kegiatan utama Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan pada TA. 2023 meliputi:
(1) Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian; (2)
Lahan Konservasi dan Rehabilitasi; (3) Data Lahan Pertanian; (4) Jalan Usaha Tani; (5)
Lahan Pertanian Pangan Produktif; (6) Optimasi Lahan; dan (7) Lahan Pertanian Pangan
Produktif (Food Estate).

Alokasi anggaran Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun Anggaran (TA)
2023 pada awal DIPA TA 2023 sebesar Rp.705.677.350.000. Seiring adanya perubahan
kebijakan pembangunan pertanian, alokasi anggaran Direktorat Perlindungan dan
Penyediaan Lahan mengalami penyesuaian (refocussing) anggaran yaitu melalui revisi
DIPA pertama dari anggaran semula Rp.705.677.350.000 menjadi Rp. 375.140.081.000.
Pada revisi DIPA terakhir, alokasi anggaran Direktorat Perlindungan dan Penyediaan
Lahan kembali mengalami penyesuaian menjadi Rp.291.668.901.000 dengan rincian
sebagai berikut.
Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan TA 2023
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Berdasarkan data OMSPAN, realisasi anggaran Direktorat Perlindungan dan Penyediaan
Lahan per tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp.272.231.426.861 (93,34%) dari total
alokasi anggaran sebesar Rp. 291.668.901.000. Sisa anggaran terutama dari kegiatan
Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate) di Provinsi NTT (Kabupaten Belu) dan
Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Humbang Hasundutan) disebabkan kedua
kabupaten ini tidak memenubhi kriteria teknis sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan
tersebut.
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o Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)
dengan target 35 rekomendasi kebijakan dengan realisasi 36 rekomendasi kebijakan
(102,86%). Kegiatan ini terdiri atas 31 rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan pada
31 kabupaten/kota atau 11 provinsi di Indonesia. Target 4 (empat) rekomendasi
kebijakan dilaksanakan oleh satker pusat dengan realisasi 5 (lima) rekomendasi
kebijakan yaitu:

o Sinergi Kebijakan Perlindungan Lahan Nasional dan Adat (GIAHS Karangasem,
Bali)

o Sinergi Perlindungan Lahan Pertanian melalui Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

o Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

o Model Sistem Identifikasi Indikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian

o Pembangunan Pertanian dalam Rencana Tata Ruang

o Kegiatan Lahan Konservasi dan Rehabilitasi memiliki target 44 unit dengan realisasi
sebanyak 46 unit (104,55%). Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu:

o Smart Farm dan Korporasi Pertanian terlaksana sebanyak 22 unit di 8 provinsi dan
22 kabupaten/kota.

o Smart Greenhouse terlaksana sebanyak 25 wunit di 7 provinsi dan 12
kabupaten/kota.

o Kegiatan Data Lahan Pertanian memiliki target 12 unit dengan realisasi 13 unit
(108,33%). Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu:

o Pemetaan Geospasial Perluasan Sawah (PGPS) dengan Citra Satelit sebanyak 10
unit (dokumen peta) yang dilaksanakan di 10 provinsi yaitu Kep. Riau, Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara
Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

o Updating Peta Lahan Sawah sebanyak 1 unit (dokumen peta) berupa perbandingan
antara Luas Baku Sawah (LBS) 2019 dengan Update Luas Sawah 2023.

o Data Geospasial Petak Lahan Sawah sebanyak 2 unit (dokumen peta) yang terdiri
atas Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta) dan Kabupaten Jember (Jawa Timur).

o Kegiatan Jalan Usaha Tani memiliki target sebanyak 928 unit dengan realisasi 928 unit
(100%) di 25 provinsi dan 162 kabupaten/kota.

» Kegiatan Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Produktif memiliki target seluas 775
ha dengan realisasi 754 ha (97,29%) yang dilaksanakan di 5 provinsi. Kegiatan di Nusa
Tenggara Barat hanya melakukan kegiatan persiapan. Kegiatan di Sulawesi Tengah
(160 ha) dan Kep. Bangka Belitung (180 ha) terealisasi secara fisik 100%. Kegiatan di
Sulawesi Selatan memiliki target seluas 285 ha dengan realisasi 268 ha (94,04%)
dimana 17 ha tidak terlaksana di Kab. Bantaeng. Selain itu, kegiatan di Nusa Tenggara
Timur memiliki target 150 ha dengan realisasi 146 ha (97,33%) dimana 4 ha tidak
terlaksana di Kab. Flores Timur.
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o Kegiatan Optimasi Lahan memiliki target 1.711 ha dengan realisasi 1.711 ha (100%).
Kegiatan ini dilaksanakan di 19 provinsi. Namun, terdapat 6 provinsi yang mengalami
refocussing anggaran yaitu Riau, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat,
Kep. Bangka Belitung dan Sulawesi Barat sehingga hanya melakukan kegiatan
persiapan saja. Kegiatan Optimasi Lahan terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu:

o Optimasi Lahan Rawa memiliki target awal seluas 278 ha. Namun, kegiatan di
provinsi Riau terjadi refocussing anggaran sehingga kegiatan ini hanya
dilaksanakan di provinsi Aceh seluas 200 ha (100%).

o Optimasi Lahan Kering memiliki target awal seluas 27.700 ha. Namun, terjadi
refocussing anggaran pada 5 provinsi (Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Barat, Kep. Bangka Belitung dan Sulawesi Barat) sehingga kegiatan ini memiliki
target seluas 1.511 ha yang dilaksanakan 100% di 13 provinsi yaitu Aceh (75 ha),
Sumatera Utara (225 ha), Sumatera Barat (150 ha), Jambi (75 ha), Lampung (100
ha), Jawa Barat (225 ha), Nusa Tenggara Barat (125 ha), Nusa Tenggara Timur
(150 ha), Sulawesi Selatan (100 ha), Sulawesi Utara (50 ha), Gorontalo (100 ha),
Papua Barat (50 ha), dan Papua (86 ha).

o Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate) memiliki target seluas 5.210
ha di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Utara (100 ha), Kalimantan Tengah (4.210 ha),
Nusa Tenggara Timur (600 ha), dan Papua (300 ha). Namun, kegiatan ini hanya
terlaksana di 2 provinsi yaitu di provinsi Papua seluas 300 ha (100%) dan Kalimantan
Tengah seluas 1.644 ha (39,05%). Kegiatan di Kalimantan Tengah tidak dapat
dilanjutkan karena berdasarkan reviu SID lokasi hanya mampu menyediakan area
seluas 1.644 ha sehingga sesuai dengan SID kegiatan terlaksana 100%. Kegiatan di
Sumatera Utara tidak dapat dilanjutkan karena pembuatan raiser atau saluran pipa
kurang efektif untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan di lokasi tersebut telah
tersedia saluran pipa di lahan petani. Kegiatan di Nusa Tenggara Timur tidak dapat
dilanjutkan karena tidak memenuhi kriteria teknis.
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Rekomendasi Perlindungan

LP2B

dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Kegiatan utama Kelompok Perlindungan Lahan pada TA 2023 adalah Rekomendasi
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B). Kegiatan tersebut
dialokasikan di 31 Kabupaten pada 12 Provinsi dengan dukungan anggaran sebesar
Rp.12.140.000.000. Sasaran kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B adalah
terpetakannya luasan LP2B tingkat Kabupaten dan ditetapkan dalam SK/Perbup tentang
penetapan LP2B dan/atau dalam perda RTRW.

Kegiatan RPLP2B TA 2023 telah dilaksanakan di 31 Kabupaten pada 12 Provinsi.
Realisasi anggaran berdasarkan data Omspan per 31 Desember 2023 mencapai
Rp.11.824.805.701 (97,40%). Capaian kegiatan RPLP2B TA 2023 sampai dengan 31
Desember 2023 diuraikan sebagai berikut:
o Sebanyak 31 (tiga puluh satu) kabupaten telah menyelesaikan pendataan lapang dan
menyusun peta.
o Sebanyak 28 (dua puluh delapan) kabupaten sudah penetapan LP2B sedangkan 3
(tiga) kabupaten telah mengusulkan penetapan LP2B kepada Bupati.

Realisasi Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(RPLP2B) TA 2023
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Rekomendasi Tematik

Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan

Rekomendasi tematik perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditujukan untuk
memberikan bahan kebijakan bagi pimpinan pada tema-tema aktual yang terkait dengan
perlindungan lahan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Dari kegiatan ini
dihasilkan 5 (lima) rekomendasi tematik yaitu sebagai berikut.

Sinergi Kebijakan Perlindungan Lahan Nasional
dan Adat/GIAHS Karangasem

Indonesia telah mengusulkan kepada FAO Proposal “Salak Agroforestry
System in Karangasem Bali” untuk mendapatkan pengakuan Globally
Important Agriculture Heritage System.

Proses pengajuan, penyampaian koreksi, dan perbaikan proposal telah
dilakukan oleh Indonesia. Pada tanggal 2-4 Februari 2024 akan ada
kunjungan dari Tim SAG FAO untuk berdiskusi dan memberikan penilaian
akhir pada situs GIAHS tersebut.

Sistem adat dan budaya pertanian di Karangasem telah terbukti tangguh
menghadapi dinamika dan perubahan alam, kebijakan, dan perkembangan
jaman.

Perlu didorong adanya penguatan regulasi di tingkat nasional dan daerah
untuk melindungi dan memberikan jaminan keberlanjutan sistem yang ada.
Masyarakat perlu untuk terus berkreasi dalam proses menjaga situs ini
melalui penerapan aturan adat, dan menjalankan sistem-sistem yang
berkelanjutan.

Dukungan program dari K/L, Pemerintah Daerah dan para pihak lainnya
diperlukan dalam rangka implementasi rencana aksi GIAHS.
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Sinergi Perlindungan Lahan Pertanian melalui

Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

o Diperlukan data dasar LBS yang telah “bersih” agar dalam proses verifikasi
lahan sawah untuk diusulkan sebagai LSD dapat lebih akurat.

o Data dan analisis faktor pengurang perlu dibahas secara lebih detil di Tim
Teknis yang didukung oleh evidence yang memadai.

o Konfirmasi dengan Pemerintah Daerah perlu dilakukan lebih intensif dan
waktu yang cukup agar didapatkan hasil berupa kesepakatan atau berita
acara yang dapat digunakan di tingkat pusat untuk integrasi data.

e Penggunaan penetapan LSD sebagai bahan untuk LP2B perlu
dioperasionalkan di Pemerintah Daerah.

 Integrasi data LSD dan LP2B dalam tata ruang perlu dikawal secara baik agar
seluruh muatan tersebut diakomodir dalam pengaturan ruang untuk
pembangunan pertanian.

N

£ 5. Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan
%} Pertanian

e Perlunya penguatan untuk adanya komitmen pimpinan daerah (provinsi dan
kabupaten/kota) dalam implementasi UU No.41/2009.

o Koordinasi dan kerja sama lebih intensif antara Kementerian Pertanian dan
Kementerian Dalam Negeri (sebagai kementerian pembina pemerintah
daerah), khususnya pada aspek pembinaan dan monitoring kinerja
perlindungan lahan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

e Membangun database alih fungsi lahan pertanian yang diintegrasikan dalam
sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

e Perlu dilakukan pengumpulan data alih fungsi lahan secara periodik untuk
memonitor aktifitas yang mengarah terjadinya alih fungsi lahan pertanian,
khususnya di wilayah sentra produksi pangan.

e Penguatan SDM dan kelembagaan di Pusat dan Daerah untuk penerapan UU
No0.41/2009.

* Melakukan review substansi dan pelaksanaan UU 41/2009 (telah masuk
dalam Prolegtan 2024).
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Model Sistem Identifikasi Indikasi Alih Fungsi Lahan
Pertanian

» Pengembangan sistem pemantauan indikasi alih fungsi lahan pertanian yang
dapat diakses secara real time atau near real time sangat strategis untuk
dikembangkan pada situasi belum adanya data dan upaya pengendalian alih
fungsi lahan pertanian yang memadai.

o Teknologi penginderaan jauh untuk pemantauan penggunaan (pertanaman)
di lahan sawah secara multi-temporal dapat di perluas pemanfaatannya
dalam pengambilan kebijakan bidang pertanian, salah satunya untuk
penggunaan pemantauan indikasi alih fungsi lahan.

o Berdasarkan Uji Model Analisis Citra (digabungkan dengan SISCrop)
berbasis Machine learning di Kabupaten Karawang, dapat diketahui luas
lahan sawah di Kabupaten Karawang pada tahun 2023 adalah 100.380
hektar atau terjadi penurunan kurang lebih seluas 1.581 hektar dibandingkan
dengan data LBS tahun 2019. Akurasi model mencapai 91,62%.

o Diperlukan pendataan indikasi alih fungsi lahan lanjutan pada wilayah yang
khas pada aspek karakteristik lahan sawah, pola tanam, dan jenis alih
fungsi/alih komoditas, sehingga sistem/model yang dibangun dapat akurat
pada seluruh lahan yang diamati.

Pembangunan Pertanian dalam Rencana Tata
Ruang

o Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memiliki data pertanian
berbasis spasial sebagai bahan dalam pembahasan RTRW

o Perlu dikaji ulang terhadap penetapan rencana tata ruang nasional/provinsi
yang menggunakan skala besar (general) menjadi acuan penyusunan
rencana tata ruang kabupaten/kota. Skala kecil (detail). Hal ini bertentangan
dengan kaidah kartografi yang seharusnya mempersiapkan data spasial dari
detail sampai general.

e Adanya batasan minimal luas lahan pertanian KP2B/LP2B yang dapat
tergambarkan dalam penyusunan pola ruang RTRW, memerlukan adanya
penambahan klausul dalam RTRW Provinsi yaitu “Dalam hal terdapat
penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan penataan
ruang provinsi menyesuaikan dengan perubahan sesuai ketentuan peraturan
perundang-perundangan”.

+ Perlu adanya penambahan agenda pembahasan revisi Rencana Tata Ruang
Wilayah secara khusus antara Kementan dengan Pemda sebelum dilakukan
pembahasan lintas sektor agar dapat dilakukan  sinkronisasi
program/kegiatan pembangunan pertanian Nasional dan Daerah.
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Pengembangan

Lahan Konservasi dan
Rehabilitasi

Kegiatan Lahan Konservasi dan Rehabilitasi ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian
sistem budidaya pertanian berkelanjutan, meningkatkan dan memperluas
penganekaragaman hasil pertanian, memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan,
kesehatan, industri dalam negeri, memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan
taraf hidup petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan kerja.
Kegiatan utama di dalam kegiatan Lahan Konservasi dan Rehabilitasi ini terdiri atas 2
(dua) kegiatan yaitu Pembangunan dan atau Rehabilitasi Smart Green House dan Pilot
Percontohan Pembangunan dan atau Rehabilitasi Agroeduwisata.

“ Pembangunan dan atau Rehabilitasi Smart Green
»” House

Smart Green House merupakan pertanian modern yang menjadi jawaban
sektor pertanian yang harus dikembangkan untuk menghasilkan berbagai
komoditas yang bernilai tinggi dan diterima pasar.

Nilai bantuan masing-masing penerima adalah 1.500.000.000 yang akan
dipergunakan untuk pembangunan Smart Green House seluas kurang lebih
800 - 1000 meter persegi dengan teknologi automatisasi pada seluruh aspek
dalam bangunan dan pemberian media tanam sesuai dengan yang
dibutuhkan. Diharapkan, estimasi penghasilan dapat menutupi biaya
operasional serta mendapat keuntungan atas kegiatan tersebut.

Realisasi Kegiatan Smart Green House TA 2023
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Aceh (1))

Pembangunan Smart Farm dan Korporasi Pertanian

Pembangunan pertanian ditujukan untuk mencapai kedaulatan pangan dan
kesejahteraan masyarakat, terutama petani. Indikator kesejahteraan petani
secara ekonomi adalah peningkatan pendapatan dan konsumsi (jumlah
kualitas, dan keragaman). Salah satu upaya peningkatan pendapatan petani
adalah peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya pertanian, baik lahan,
air, modal, teknologi, manusia, dan sumberdaya lainnya. Optimalisasi
sumberdaya pertanian dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efisiensi
pemanfaatan dengan tetap menjamin keberlanjutan dan Kkelestarian
sumberdaya sehingga mampu mendukung pertumbuhan secara
berkelanjutan.

Pilot Percontohan Lahan Pertanian menjadikan kawasan agroeduwisata
sebagai etalase untuk demonstrasi teknologi, inovasidan manajemen usaha
pertanian. Dengan demikian kawasan agroeduwisata dapat difungsikan
sebagai bagian dari pendidikan non formal seperti tempat magang, pelatihan
dan inkubasi bisnis serta destinasi wisata pertanian. Dukungan bantuan
pemerintah  diharapkan sebagai stimulan untuk pengembangan
agroeduwisata sehingga dapat menjadikan salah satu pendapatan
masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, menumbuhkan minat pada
sektor pertanian, meningkatkan perekonomian. Dalam pengusulannya harus
disertakan mekanisme kerjasama dengan pasar dan rencana hasil usaha
yang dilaksanakan. Diharapkan bantuan stimulan ini dapat menumbuhkan
kembangkan modal mandiri yang dikelola oleh kelompok-kelompok
penerima.

Realisasi Kegiatan Smart Farm dan Korporasi Pertanian TA 2023
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Pengembangan

Data Lahan Pertanian

Data Lahan Pertanian terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama yaitu Kegiatan Pemetaan
Geospasial Perluasan Sawah (PGPS), Kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah
dan Kegiatan Updating Luas Baku Sawabh.

§ -~  Pemetaan Geospasial Perluasan Sawah (PGPS) dengan
o Citra Satelit

* Awalnya Kegiatan PGPS mendapatkan alokasi anggaran kegiatan sebesar
Rp. 5.531.304.000 dengan jumlah output 11 unit (dokumen peta). Bulan Mei
dilakukan realokasi kegiatan PGPS di Provinsi Sumatera Barat mengingat
provinsi tersebut telah selesai melakukan kegiatan PGPS di tahun 2022. Hal
tersebut juga dimaksudkan untuk memaksimalkan output kegiatan Data
Lahan Pertanian berupa Data Geospasial Petak Lahan Sawah Kabupaten
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Jember,
Provinsi Jawa Timur sehingga alokasi anggaran menjadi Rp. 5.329.304.000
dengan jumlah output 10 unit (dokumen peta) yang dialokasikan sebagai
Alokasi Dekonsentrasi.

» Realisasi anggaran kegiatan PGPS sebesar Rp. 5.267.821.107 atau 98,85%
dari total alokasi pagu sebesar Rp. 5.329.304.000 dengan target seluas
46.002 hektar. Kekurangan realisasi ini terjadi karena Provinsi Kepulauan
Riau tidak bisa menyelesaikan 100% pekerjaan yang disebabkan pelaksana
kegiatan tidak sanggup dikarenakan mengalami kendala teknis di lapangan
seperti aksesibilitas lokasi di kepulauan, kondisi cuaca serta kondisi
peralatan. Realisasi kegiatan PGPS di 10 provinsi yaitu sebagai berikut.

Realisasi Kegiatan Pemetaan Geospasial Perluasan Sawah (PGPS) TA 2023
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e Progres pelaksanaan kegiatan Pemetaan Geospasial Perluasan Sawah dengan Citra
Satelit (PGPSCS) telah selesai sampai pembuatan peta digital lahan. Pembuatan peta
digital lahan perluasan sawah dilakukan dengan metode interpretasi secara visual dengan
melakukan digitisasi pada layar (digitization on screen) terhadap citra satelit warna asli
(true colour). Interpreter mendelineasi lahan yang teridentifikasi sebagai lahan perluasan
sawah yang dibiayai oleh APBN dalam kurun waktu TA. 2016-2019 dengan cara menarik
garis/vektor sehingga menjadi poligon lahan perluasan sawah. Interpreter dapat
menentukan lahan perluasan sawah berdasarkan kenampakan objek pada citra satelit,
pengetahuan lokal, peta dasar, bentang alam wilayah yang diinterpretasi, atau informasi
yang dikumpulkan seperti dokumen as-built drawing, dokumen survei investigasi dan
desain atau data hasil koordinasi dengan dinas kabupaten maupun petani penerima
manfaat.

« Dinas Pertanian Provinsi melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
data AOI (pelaksana kegiatan perluasan sawah). Data spasial as-built drawing belum
tersedia untuk semua lokasi. Hal ini harus diatasi dengan survei ke lapangan sehingga
didapatkan lokasi pemetaan yang tepat. Penentuan lokasi survei perlu memperhatikan
aspek mewakili tiap kondisi lapang. Contoh sebaran lokasi kegiatan PGPSCS Provinsi
Papua ditampilkan pada gambar berikut.

Sebaran Lokasi Perluasan Lahan Sawah
di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua
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e Penyusunan peta geospasial perluasan sawah ini juga penting untuk memastikan
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan aspek
lingkungan, topografi, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan air, peta dapat
membantu mengidentifikasi lahan yang sesuai untuk perluasan sawah tanpa merusak
ekosistem yang ada.
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Bimbingan Teknis Kegiatan Geospasial Perluasan
Sawah Provinsi Maluku Utara

Koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan geospasial perluasan sawah Provinsi
Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 13-15 Juni 2023 di BLU Fakultas
Pertanian Universitas Khairun, Provinsi Maluku Utara secara luring. Pertemuan ini
dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Pemetaan
Geospasial Perluasan Sawah TA 2023 Provinsi Maluku Utara. Sebagai tindak
lanjut percepatan pelaksanaan kegiatan tersebut. Pertemuan ini dilakukan untuk
mengetahui kesanggupan dan kesiapan pelaksana swakelola kegiatan PGPS
(BLU Fakultas Pertanian Universitas Khairun). Alat-alat yang digunakan yaitu

e Drone 1 Unit

e GPS 1 Unit

o Komputer Workstation

o Kuisioner 1 Berkas

Program pengolah data yang digunakan :
e Arcgis 13.2
» Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (Pleides)

Pengambilan data lapang dilakukan setelah selesai data AOI terkumpul dan
dilakukan delineasi ulang menggunakan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi
serta untuk efisiensi waktu dan cost yang digunakan. Pengambilan data lapang
dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.

Data AOI Pemetaan Geospasial Perluasan Sawah

di Provinsi Maluku Utara

Lutews Loshin
Womupaten [ Koto ;
2= el :Jl:.:

1 Hadrnahara Borat 17910
2 Halrnaheara Selatan 178,650
3 Hairmahera Tengah 17810
4 Halmahara Tiemur 3B 50
7] Hadrrahara Roro BI7.a0
B Kepulouan Sule 95,30
7 Pulou Merotai 78710
8 Tidore Kepulauan 6520
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Updating Peta Lahan Baku Sawah (LBS)

Pemutakhiran data LBS 2019 dilakukan untuk meningkatkan keakurasian data
lahan sawah yang mungkin terjadi karena beberapa faktor teknis dan non teknis
seperti alih fungsi lahan, kesalahan interpretasi citra satelit, dan lain sebagainya.
Bahwa yang dimaksud dengan Sawah adalah areal tanah pertanian yang
digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus, ditanami padi dan/atau
diselingi dengan tanaman tebu, tembakau, dan/atau tanaman semusim lainnya
(Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1997).

Pemutakhiran data LBS Nasional Tahun 2023 dilakukan melalui validasi data
dan verifikasi lapang, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan instansi terkait. Dalam
rangka persiapan dan memperkuat data update lahan sawah 2023, Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Direktorat Perlindungan dan
Penyediaan Lahan melakukan penyisiran kembali terhadap lahan-lahan sawah
yang belum masuk ke dalam LBS 2019.

Dalam melaksanakan kegiatan pemetaan dilakukan dengan metode interpretasi
citra satelit resolusi tinggi hingga resolusi sangat tinggi. Interpretasi citra satelit
dan pendelineasian petakan sawah dilaksanakan mengikuti Keputusan Deputi
Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geografis (BIG) Nomor:
4 Tahun 2020 tentang Pedoman Interpretasi Citra Satelit Terhadap Lahan
Sawah. Pekerjaan updating lahan baku sawah ini dilakukan dengan beberapa
tahapan, diantaranya:
1.Pengumpulan data dasar seperti peta lahan baku sawah tahun 2019, citra
satelit resolusi tinggi hingga sangat tinggi
2.Melakukan interpretasi citra satelit
3.Melakukan markin terhadap penampakan lahan sawah diluar lahan baku
sawah tahun 2019
4.Melakukan delineasi dan perhitungan luasan

5.Melakukan pengambilan evidence
Alur Analisis Data Lahan Baku Sawah Update 2023

e e
T
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Awalnya Kegiatan Updating Peta Lahan Sawah mendapatkan alokasi anggaran sebesar
Rp.20.020.746.000. Berdasarkan surat nomor B-3826/RC.110/A/11/2023 tanggal 10
November 2023, dalam rangka mendukung upaya khusus percepatan tanam
peningkatan produksi padi dan jagung sebagai antisipasi terjadinya penurunan produksi,
kegiatan Updating Peta Lahan Sawah mengalami refocussing anggaran menjadi
Rp.8.168.880.000 yang terdiri dari kegiatan Persiapan Pemetaan Geospasial sebesar
Rp.1.477.080.000 dan kegiatan Penyusunan Peta  Geospasial sebesar
Rp.6.691.800.000.

Realisasi anggaran kegiatan updating peta lahan sawah sebesar Rp.8.073.641.238 atau
97,92% dari total alokasi pagu Rp.8.168.880.000. Kekurangan realisasi ini terjadi karena
ada lokasi sawah yang tidak dilakukan updating. Hal tersebut dikarenakan lokasi sawah
yang akan dilakukan verifikasi menyebar dan kebanyakan lokasinya di daerah yang
remote menyebabkan tidak adanya sinyal yang mempersulit updating lahan.

Pada tahun 2023, telah dilakukan identifikasi sawah-sawah diluar Peta Lahan Baku
Sawah dengan metode interpretasi citra satelit, kemudian dilakukan marking dan
delineasi. Dari hasil yang dilaksanakan hingga akhir tahun 2023 ini didapatkan hasil
sebagai berikut.

Data Luas Baku Sawah Tahun 2019 dan 2023

AT LS BAKLE SKATH TAHUN 2019 DAN 2033

Dari hasil analisa mengunakan metode interpretasi citra satelit dan delineasi batas
sawah, didapatkan hasil pemetaan inventarisasi lahan sawah dengan luasan total seluas
7.356.390 ha dengan tingkat keakurasian data mencapai 100%. Dari data hasil
inventarisasi lahan sawah diluar LBS 2019 tersebut kemudian dilakukan sosialisasi dan
koordinasi terkait hal-hal yang perlu dilakukan oleh Kabupaten ataupun Provinsi untuk
menindaklanjuti kegiatan tersebut. Dalam mengupdate dilakukan pengambilan evidence
berupa foto dan keterangan dari hasil kuesioner yang telah disediakan. Perbandingan
LBS 2019 dan Hasil Sawah Update 2023 tersaji pada tabel berikut.
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Perbandingan LBS 2019 dan Hasil Sawah Update 2023
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Berdasarkan tabel di atas, luas lahan sawah total pada Tahun 2023 mengalami
penurunan luas sebesar -107.505 Ha (-1,44%) dari luas LBS 2019. Persentase
penurunan luas LBS yang signifikan terjadi di Kepulauan Maluku, yaitu sebesar -6.679
Ha (-20,99%), Pulau Jawa sebesar -104.344 Ha (-3,00%) dan Pulau Kalimantan -27.706
Ha (-3,83%). Penurunan luas LBS tahun 2023 secara umum terjadi karena perubahan
lahan sawah menjadi perkebunan dan pertambangan terutama di Sumatera dan
Kalimantan, serta alih fungsi lahan sawah menjadi industri dan infrastruktur di Pulau
Jawa.
Peta Indikasi Lahan Baku Sawah Tahun 2023

LAHAKN RAKE SAWAN TAILN 2385

Penetapan Lahan Baku Sawah Tahun 2023 ini masih dalam proses penandatanganan
Berita Acara Hasil Rapat koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan data Sawah Update
dalam Rangka Pemutakhiran Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2023 Nomor
1/BA-500.PG.03.03/XI11/2023 yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN sehingga
sampai saat ini Pemutakhiran Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2023 belum
ditetapkan.

Dalam proses verifikasi dan validasi data untuk menetapkan LBS 2023 terdapat
beberapa permasalahan diantaranya yaitu lokasi sawah yang menyebar dan lokasinya di
daerah yang remote manyebabkan tidak adanya sinyal sehingga mempersulit updating
lahan, jalan akses ke lokasi persawahan yang minim dan jauh serta waktu yang terbatas
dengan sebaran target verifikasi yang banyak. Selain itu minimnya pengetahuan petugas
dalam memahami data spasial sehingga diperlukan pelatihan untuk meningkatkan
pemahaman petugas dalam memahami data spasial. Peran serta aktif provinsi dan
kabupaten sangat diperlukan dalam memberikan keterangan lahan sawah, sehingga
tidak lagi banyak yang harus diverifikasi. Beberapa contoh analisis Lahan Baku Sawah
di Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sumatera Selatan yaitu
sebagai berikut.
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-~  Data Geospasial Petak Sawah

. Kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah mendapatkan alokasi anggaran
Rp.15.069.450.000 dan Kegiatan Updating Peta Lahan Sawah dengan alokasi
anggaran Rp.19.919.246.000. Pada bulan Mei 2023 dilakukan realokasi dari
alokasi Dekonsentrasi menjadi alokasi pusat sehingga alokasi anggaran
Kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah menjadi Rp.15.169.950.000 dan
Kegiatan Updating Peta Lahan Sawah menjadi Rp.20.020.746.000.
Berdasarkan surat nomor B-3826/RC.110/A/11/2023 tanggal 10 November
2023, dalam rangka mendukung upaya khusus percepatan tanam peningkatan
produksi padi dan jagung sebagai antisipasi terjadinya penurunan produksi,
kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah mengalami refocussing
anggaran menjadi Rp.10.674.010.000 yang terdiri dari Kegiatan Persiapan
Pemetaan Geospasial sebesar Rp. 1.268.050.000 dan Kegiatan Penyusunan
Peta Geospasial sebesar Rp. 9.405.960.000. Kegiatan ini berada pada alokasi
pusat dengan jumlah output 2 unit (dokumen peta).

Realisasi anggaran kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah sebesar
Rp.10.596.075.101 atau 99,27% dari total alokasi pagu sebesar
Rp.10.674.010.000 yang terdiri dari Kegiatan Persiapan Pemetaan Geospasial
sebesar Rp.1.227.087.327 dan Kegiatan Penyusunan Peta Geospasial sebesar
Rp.9.368.987.774.

Diagram Alir Kegiatan Data Geospasial Kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah
Petak Lahan Sawah . . . .

secara umum dibagi menjadi dua pekerjaan

besar yaitu delineasi petak lahan sawah dan

Peindpein | identifikasi atau pengisian atribut petak lahan

5“_4.“.,,..,,..i,.l..,g_.m,m_‘. == | sawah. Metode yang digunakan dalam

| kegiatan penyusunan Peta Petak Lahan Sawah

el ik s hloes anslimerpnek Lanky
L]

Scrvimibadl gy e ke ] Petani adalah metode Pemetaan Partisipatif

fuimrpEnb e

- N dengan melibatkan partisipasi kelompok tani

| e miRhas preta babhaes wressh . . .
: ; untuk melakukan identifikasi petak lahan
Foprhs s |, imp o mbciar ol Lphen o’ Besil o e sl | Sawah. Petugas Penyuluh Lapang bersama
: dengan surveyor melakukan sosialisasi,

Traligrdre slaba por sl das tabulae

: I pendampingan serta pemantauan dan evaluasi
IO ..ot oo wcua kepada kelompok tani terkait identifikasi petak
Sy lahan sawah serta kelengkapan atribut
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Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

=—=———=a) Delineasi petak lahan sawah

Kegiatan pendelineasian petak lahan sawah dilakukan dengan data dasar lahan
baku sawah (LBS) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 686/SK-
PG.03.03/XI11/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun
2019. Pendelineasian petak lahan sawah dilaksanakan mengikuti Keputusan
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geografis (BIG)
Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Interpretasi Citra Satelit Terhadap Lahan
Sawah. Proses delineasi petak lahan sawah dilakukan dengan metode digitasi
manual (on screen digitation) pada data LBS berdasarkan kenampakan sawah
pada Citra Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) atau basemap citra lainnya yang
mampu menampilkan kenampakan lahan sawah secara detail dan terkini. Proses
delineasi telah dilakukan di seluruh 17 kecamatan Kabupaten Sleman dengan
total 317.708 petak di lahan baku sawah seluas 18.295 hektar.

b) Validasi, koreksi dan finalisasi

Data spasial petak lahan sawah hasil delineasi perlu dilakukan validasi untuk
mengetahui kesesuaian antara hasil analisis dengan kondisi riil lapangan.
Validasi juga dilakukan untuk mengevaluasi konsistensi topologi dan format data.
Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya data yang tumpang-tindih (overlap)
dan memastikan struktur database serta sistem georeferensi seragam dan
konsisten. Berdasarkan hasil validasi tersebut, peta petak lahan sawah dikoreksi
dan difinalkan.

Pengisian atribut petak lahan sawah dilakukan dengan metode pemetaan
partisipatif dengan menggali informasi atribut setiap petak lahan sawah dari
perwakilan kelompok tani. Proses pengisian atribut dilakukan oleh operator
GIS/surveyor secara online melalui sistem aplikasi WebApp ESRI yang disusun
tim Kelompok Basis Data Lahan. Sistem aplikasi WebApp ESRI dipilih karena
pertimbangan menggunakan sistem data yang online dan terpusat serta desain
aplikasi yang mudah digunakan semua kalangan. Kegiatan identifikasi dan
pengisian atribut di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dilaksanakan
melalui beberapa tahap sebagai berikut.

Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi
dan Pengisian Atribut di Kabupaten Sleman

Mo Tahap Tanggal Pelaksanoon  Jumilah Pokton  Jumlch Surveyar  PPL

| Soskalisasi 28 waret - 18 Aprik 2023 [LaT- k4 Al |
2 PFonyompurnoon Sistem WebS15 30 Apeil - 06 kei 2033 1043 Bl Eil
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Kegiatan Pemetaan dan ldentifikasi Petak Lahan Sawah di 15 Kecamatan, Kabupaten
Sleman Provinsi DI Yogyakarta telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya akan dilakukan
verifikasi hasil pemetaan yang meliputi verifikasi data spasial dan atribut hasil identifikasi
petak lahan sawah. Hasil Pemetaan secara umum di tampilkan pada dashboard online
ESRI pada website bit.ly/GEOSPASIALPERTANIAN-SLEMAN-SUPERVISOR yang bisa
diakses semua kalangan. Dashboard hasil pemetaan menampilkan informasi sebaran
petak lahan sawah di setiap desa mengenai jumlah petak dan luasan LBS yang sudah
diidentifikasi, sebaran penggunaan lahan, matriks kapasitas input per surveyor dan
sebaran petak lahan sawah per kelompok tani. Tampilan dashboard hasil pemetaan
petak lahan sawah Kabupaten Sleman sebagai berikut.

Cuplikan Hasil Petak sawah yang Teridentifikasi di Kabupaten Sleman

HASIL PEMETAAN DM
17 KECAMATAN, 86 DESA

I’  Potak Tesidentifikasi

+48.098 (94,04%)

Total Petak 370477

Lisgs Teridertifikasi
17.103 Ha (93,47%)

Tolad Luas TE.ZSS Ha

T Jumiah Pedani Teridontifkasi

st 66.706

Cuplikan Hasil Petak sawah yang Teridentifikasi Berdasarkan Penggunaan Lahan di
Kabupaten Sleman
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Realisasi Identifikasi Petak Lahan Sawah Kabupaten Sleman per Kecamatan
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Berdasarkan tabel diatas, kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah di 15
Kecamatan telah selesai dilaksanakan dengan metode pemetaan partisipatif yang
melibatkan 1.043 kelompok tani, dengan hasil 94.04% teridentifikasi dari total petak
370,177 petak sawah dengan luasan yang teridentifikasi 93.47% dari total luas sawah di
Kabupaten Sleman 18,299 hektar. Sebanyak 66,706 petani yang teridentifkasi pemilik
dan atau penggarapnya, berdasarkan hasil Data Geospasial Petak Lahan Sawah
dengan metode partisipatif masih terdapat data petani pemilik dan atau penggarap yang
belum masuk ke dalam data SIMLUHTAN dan masih terdapat petak sawah (poligon
sawah) yang belum masuk sebagai Luas Baku Sawah TA 2019. Sehingga kegiatan ini
selain dapat memperbaharui data SIMLUHTAN juga dapat melakukan update LBS untuk

TA 2023.

Cuplikan atribut Data Geospasial
Petak Lahan Sawah

Ol Yogyakarsa
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g2y | Kabupaten Jember, Jawa Timur

=—=———= Kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah di Kabupaten Jember, Provinsi
Jawa Timur, dilaksanakan di 31 Kecamatan 247 Desa dengan 874.713 petak
lahan sawah atau seluas 84.114 hektar, serta melibatkan 1.713 kelompok tani
dengan sekitar 233.329 data petani yang akan diidentifikasi, 41 surveyor, 161
Penyuluh Lapang dan perangkat dinas lainnya yang tersebar di 10 Wilayah BPP
dengan waktu pelaksanaan bulan September hingga bulan Desember 2023.
Tahapan pelaksanaan kegiatan identifikasi dan pengisian atribut di Kabupaten
Jember disajikan pada tabel berikut.

Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi dan Pengisian Atribut Kabupaten Jember
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Pada kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah di Kabupaten Jember,
memberikan peran lebih terhadap pengguna data geospasial petak lahan sawah
ini yaitu Dinas Pertanian Kabupaten serta Penyuluh Pertaniannya. Peta hasil
layout spasial petak lahan sawah beserta nomor id petak yang digunakan
sebagai dasar identifikasi petak lahan sawah. Nomor id petak adalah kode unik
setiap petak lahan sawah berupa angka yang diurutkan per hamparan per desa
dari utara sampai selatan di setiap kecamatan. Peta kerja dapat didownload di
link bit.ly/PETAKERJAJEMBER.

Cuplikan Peta Kerja AO
Data Geospasial Petak Lahan Sawah Kabupaten Jember
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Data Geospasial petak lahan sawah petani Kabupaten Jember telah menghasilkan data
identifikasi petak lahan sawah petani sebanyak 64,23% atau 561.849 petak. Data ini
merupakan data tabular excel hasil input surveyor berdasarkan formulir hasil identifikasi
yang diserahkan petani. Surveyor masih belum mampu menyelesaikan seluruh input
hasil identifikasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga masih banyak formulir
identifikasi petani yang belum terinput. Hal ini disebabkan karena keterlambatan
pengembalian formulir identifikasi dari petani sehingga menumpuk diakhir batas waktu
input tabular. Dari 561.849 data hasil input surveyor berhasil diintegrasikan dengan data
spasial sebanyak 497.695 atau 56,9% dari total jumlah petak sebanyak 874.713 petak.
Berikut adalah grafik petak teridentifikasi per wilayah BPP.

Diagram Petak Lahan Sawah Teridentifikasi
di Kabupaten Jember

Petak Teridentifikasi per BPF

" ” I[ I.) 1

A

[ g i= = Fizm il

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa BPP Gumukmas adalah BPP dengan total
petak spasial terbanyak, hal ini dikarenakan wilayah BPP Gumukmas meliputi 4
kecamatan sedangkan BPP lainnya hanya meliputi 3 kecamatan. BPP Sumberjambe
adalah BPP dengan jumlah input excel dan jumlah petak terjoin terbanyak. BPP
Sumbersari adalah wilayah BPP dengan input excel, petak teridentifikasi dan total petak
spasial yang paling kecil, hal ini dikarenakan luasan lahan sawah BPP Sumbersari yang
paling kecil karena sebagian besar adalah wilayah perkotaan. Permasalahan yang terjadi
kegiatan ini adalah waktu identifikasi di kelompok tani yang terbatas, kapasitas petani
dalam memahami peta kerja yang beragam, tipologi sawah yang beragam, proses
penyerahan hasil identifikasi dari petani ke surveyor yang kurang efektif, dan banyaknya
petak sawah yang belum terpetakkan pada peta kerja.
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Pengembangan

Jalan Usaha Tani

Pembangunan pertanian menuju pertanian modern serta berwawasan agribisnis
memerlukan penambahan maupun penyempurnaan prasarana dan sarana pertanian
yang menunjang digunakannya peralatan dan mesin untuk pra dan pasca panen serta
pengangkutan saprodi dan hasil pertanian dari dan ke lokasi. Untuk memenuhi
persyaratan penggunaan peralatan dan mesin pertanian serta pengangkutan sarana
produksi dan hasil panen diperlukan fasilitas jalan, jembatan serta kelengkapannya yang
memadai. Keberadaan jalan pertanian sangat penting bagi petani dan merupakan suatu
peluang yang dapat ditingkatkan kualitas dan fungsinya.

Selain itu, jalan pertanian yang ada sebagian besar masih berupa galengan dan belum
memenuhi syarat bagi penggunaan peralatan dan mesin maupun pengangkutan saprodi
dan hasil panen. Agar peralatan mesin pertanian maupun alat transportasi dapat
dimanfaatkan oleh petani secara optimal, maka perlu dibangun atau dikembangkan
sarana jalan pertanian pada lahan usahanya.

Pengembangan Jalan Pertanian merupakan upaya pembangunan baru, peningkatan
kapasitas atau rehabilitasi jalan di kawasan lahan pertanian sebagai akses pengangkutan
sarana produksi, alat mesin dan hasil produksi pertanian dengan besaran bantuan 1
(satu) unit Bantuan Pemerintah di kegiatan ini maksimal adalah Rp. 100.000.000 untuk
subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Jalan Usaha Tani (JUT) dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 92.800.000.000 di 25 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023
sebanyak 928 unit (100%) dengan realisasi anggaran fisik sebesar Rp. 92.800.000.000
(100%).

Aceh (44)

Realisasi Kegiatan Jalan Usaha Tani TA 2023

Sumut (31)

P Sulbar (10)
. Kalbar (32) Maluku Utara (13)
Riau (5)

Kaltim (11)

Jambi (14) Papua

Sumbar (22)
Kalteng (13)

Sumsel (28) Kalsel (9)

Maluku (19)
— Bali (13) Sultra (33) ’
Lampung (43) Sulsel (110) - . ’
Banten (8) -’. " ' ® K

Jatim (100) '
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Pengembangan

Lahan Pertanian
Pangan Produktif

Di dalam Roadmap Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian Menuju Pertanian
Maju, Mandiri Dan Modern dinyatakan bahwa Kebutuhan lahan pertanian setiap tahun
meningkat, dimana kebutuhan lahan pada tahun 2020 mencapai 31.116.165 hektar.
Jumlah lahan yang tersedia tidak mengalami perubahan yang terdiri dari lahan sawah
7.463.948 hektar, lahan perkebunan 11.750.172 hektar, dan lahan hortikultura 1.800.079
hektar. Pada tahun tahun 2021 dan 2022, kebutuhan lahan meningkat masing-masing
menjadi 31.445.966 hektar dan 31.962.012 hektar. Kebutuhan pembukaan lahan baru
pada tahun 2022 sebesar 52.000 hektar, dan prediksi kebutuhan pembukaan lahan baru
pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing meningkat menjadi 54.000 hektar dan
55.000 hektar. Tingkat pemenuhan kebutuhan lahan pertanian hingga tahun 2021 hanya

sebesar 66,9%.
PREDIKSI KEBUTUHAN PREDIKSI| KEBUTUHAN
PEMBUKAAN LAHAN ‘t PEMBUKAAN LAHAN
BARU TAHUN 2023 R BARU TAHUN 2024

54.000 ha 55.000 ha

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka permintaan terhadap bahan pangan
juga mengalami peningkatan. Menurut hasil sementara Proyeksi Penduduk Indonesia
2000 — 2025, maka penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 273,7 jiwa,
berarti akan mengalami kenaikan 43,6 juta jiwa dari penduduk tahun 2005. Dengan
lajupertumbuhan penduduk sekitar 1,3 persen, atau 2,7 juta jiwa per tahun diperlukan
tambahan penyediaan bahan pangan yang tidak sedikit setiap tahunnya. Sehingga pada
kenyataannya peningkatan produksitidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan
penduduk sehingga ketergantungan Indonesia terhadap bahan panganimpor cenderung
meningkat. Adanya kencenderungan meluasnya alih fungsi lahan pertanian ke non
pertanian saat ini juga telah menyebabkan susutnya lahan pertanian secara progresif.
Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan
keamanan nasional sehingga diperlukan upaya penambahan luas areal baru.
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Pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering,
hortikultura dan perkebunan dalam bentuk pelaksanaan konstruksi kegiatan
pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering, hortikultura dan
perkebunan beserta pemanfaatannya. Untuk itu dalam pelaksanaan lapangan diperlukan
Petunjuk Teknis pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering,
hortikultura dan perkebunan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh
Kepala Dinas Pertanian di Propinsi dan Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas Pertanian di
Kabupaten/Kota. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan konstruksi kegiatan
pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering, hortikultura dan
perkebunan beserta pemanfaatannya dapat diperoleh hasil sesuaidengan yang
direncanakan.

Kegiatan penyediaan lahan pertanian produktif dapat dilakukan melalui beberapa
kegiatan yaitu sebagai berikut.

— \W,Z%%A?%?&V Menambah baku lahan pada areal

lahan kering,

Tanaman Pangan

ﬁ-‘h"'\-h
— _ ﬁjﬁi Penumbuhan sentra-sentra baru untuk
\C:—;;!f‘ produksi komoditas hortikultura melalui
L pengembangan lahan pertanian produktif
Hortikultura pada areal hortikultura

Pemanfaatan lahan berdasarkan kesesuaian

—_ g tanah dan iklim (agropedoklimat) melalui
kg pendekatan pengembangan perkebunan
¥ B r Wy - rakyat dengan pengembangan lahan

Perkebunan pertanian produktifpada areal perkebunan.

Kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering, hortikultura
dan perkebunan yang dibiayai dengan dana Tugas Pembantuan (TP) pada tahun
anggaran 2023 dilaksanakan dengan pola swakelola. Pelaksanaan pola ini diatur dalam
Perpres nomor 16 Tahun 2018 yang dirubah dengan Perpres nomor 12 Tahun 2021.
Anggaran kegiatan ini dialokasikan pada Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan
kepada masyarakat/pemda.
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Alokasi anggaran koordinasi, sosialisasi dan bimbingan serta monitoring dan evaluasi
serta update data kegiatan lahan pertanian pangan produktif digunakan untuk
mendukung kegiatan yaitu sebagai berikut.

Penyelesaian pekerjaan kegiatan ekstensifikasi lahan tahun
2021 dan ekstensifikasi lahan tahun 2022

Untuk kegiatan ekstensifikasi TA. 2021, berdasarkan Surat dari Kepala
Dinas Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 29 Desember 2023, total
kekurangan pekerjaan yang belum terbangun sebesar
Rp.13.946.818.119,65 dan akan dikembalikan ke kas negara (surat
terlampir). Untuk kegiatan ekstensifikasi tahun 2022, berdasarkan Surat
dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 29 Desember 2023,
pekerjaan kegiatan sudah dilakukan 100% seluas 1.175,6 hektar (surat
terlampir).

Pemanfaatan perluasan sawah tahun 2015-2019

Tahapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data perluasan sawah yang
terkategori semak berat diuraikan sebagai berikut:

o Melakukan overlay data spasial penyelesaian pekerjaan kegiatan
ekstensifikasi lahan tahun 2021 dan 2022 dengan data spasial Lahan
Baku Sawah (LBS) terkoreksi dan Lahan Baku Sawah (LBS) 2019;

o Melakukan identifikasi tutupan lahan pada data spasial perluasan
sawah penyelesaian pekerjaan kegiatan ekstensifikasi lahan tahun
2021 dan 2022 dengan citra tegak satelit resolusi tinggi (CTSRT) atau
citra satelit resolusi tinggi (CSRT) dengan tahun perekaman yang
bersesuaian dengan waktu pembukaan lahan.

o Melakukan groundcheck di area perluasan sawah yang teridentifikasi
sebagai lahan yang bervegetasi semak berat.

e Alur proses verifikasi dan validasi data perluasan sawah yang
terkategori semak berat ditampilkan sebagai berikut.

Alur proses verifikasi dan validasi data perluasan sawah
yang terkategori semak berat
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o Pada lokasi perluasan sawah 2015-2019 dengan total luas 224.256,47

hektar dilakukan klasifikasi sehingga tampak

adanya semak berat

berdasarkan citra yang telah diperoleh seluas 31.582 hektar.

Pada lokasi yang teridentifikasi sebagai semak berat seluas 31.582
hektar, dilakukan verifikasi dan validasi pada data spasial perluasan
sawah tahun 2015-2019 yang terkategori semak berat khususnya pada
6 provinsi dengan sebaran terbesar. Berdasarkan hasil identifikasi, luas
hasil cetak sawah tahun 2015-2019 di 6 provinsi yang terkategori
semak berat mencapai 12.840 hektar. Hasilnya tersaji sebagai berikut.

Hasil Identifikasi Perluasan Sawah Tahun 2015-2019

yang Terkategori Semak Berat

Sanggau

l Ogan
Komering
Hlir

Mesuji

Tulang
Bawang

Realisasi Fisik Persantase
Sermak
Prawimal Calak Soravaly .. Bocdosarkon
e Barat [Ha)

{Ha] Realteosi Fislk
I Surmatero Selotan Cyan Komering Br s 4 657 %
2 Ealrmonion Tengoh Kakimgon F.BO0 2RED 43
3 Kabimonton Barat Songoga T.0n0 L6tE 2a%
4 Lompung Kz IES 1473 14
5 kolimaonton fengoh Borito T 3,800 1,325 3
B Lampung Tulang Benang 8571 N4 7%
TOTAL 50699 12.840 5%
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Hasil identifikasi kegiatan perluasan sawah di beberapa provinsi diuraikan

sebagai berikut:

» Realisasi cetak sawah TA. 2016-2018 di Provinsi Sumatera Barat
seluas 1.078 hektar. Berdasarkan identifikasi citra satelit diperoleh
hasil: masih berupa sawah 197,76 hektar, semak 10 hektar, tegalan
22,40 hektar, perkebunan 15,68 hektar, pemukiman 0,39 hektar,
semak berat 68,14 hektar. Terdapat 783,26 hektar belum ada data
spasial.

o Realisasi perluasan sawah di Provinsi Jawa Barat seluas 1.086,80
hektar. Data spasial yang diperoleh seluas 727,01 hektar sehingga
masih terdapat kekurangan secara spasial seluas 360 hektar. Lokasi
yang masih menjadi sawah seluas 573,01 hektar, semak ringan 33,17
hektar, tegalan 14,56 hektar, perkebunan 105,52 hektar dan semak
berat 0,74 hektar.

o Realisasi fisik kegiatan Cetak Sawah TA 2015-2018 di Kabupaten
Ogan Komering llir, Provinsi Sumatera Selatan seluas 17.293 Ha dan
diperoleh data spasial dengan perhitungan luas berdasarkan sistem
proyeksi Cylindrical Equal Area (CEA) seluas 17.302,62 hektar.
Berdasarkan interpretasi citra satelit teridentifikasi seluas 4.656,52
hektar dengan kondisi semak berat, berupa sawah 4.675 hektar,
sawah dengan kondisi semak ringan saat pengamatan di lokasi seluas
12.628 hektar.

o Realisasi fisik hasil kegiatan Cetak Sawah TA 2015-2018 di Kabupaten
Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat seluas 7.050 hektar. Terdapat
data spasial yang jika dihitung luasannya dengan sistem proyeksi
Cylindrical Equal Area (CEA) luasnya mencapai 6.897 hektar.
Berdasarkan interpretasi citra satelit teridentifikasi semak berat seluas
1.612 hektar, sawah 2.816 hektar, semak ringan 1.790 hektar, tegalan
490 hektar dan perkebunan 190 hektar. Hasil pendataan di Kabupaten
Landak, total spasialnya seluas 5.056,68 hektar berupa: sawah
3.052,10 hektar, semak ringan 759,69 hektar, tegalan 85,57 hektar,
perkebunan 334, 99 hektar dan semak berat 824,34 hektar. Hasil
pendataan di Kabupaten Sintang, total spasialnya 2.317,91 hektar
berupa: sawah 625,51 hektar, semak ringan 486,02 hektar, tegalan
284,34 hektar, perkebunan 70,12 hektar dan semak berat 851,92
hektar.

Hasil klasifikasi penggunaan lahan di lokasi perluasan sawah tahun 2015 - 2019
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Kegiatan SID Pengembangan Lahan Pertanian Produktif di
Pakpak Bharat, Sumatera Utara

Lokasi Area of Interest (Aol) memiliki bentuk lahan yang cukup
bervariasi dari landai hingga dominan berombak bergelombang hingga
terjal. Lokasi pengembangan lahan pertanian produktif diperoleh dari
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat
seluas 1.838 hektar yang merupakan daerah Areal Penggunaan Lain
(APL).

Aol seluas 1.838 hektar mencakup wilayah 2 kecamatan vyaitu
Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu (Desa Ulumerah, Pardomoan dan
Cikaok) dan Kecamatan Salak (Desa Kuta Tinggi).

Lokasi ini masuk ke dalam Rencana Induk Pengembangan Food
Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
KEP. 19/M.PPN/HK/03/2023. Target Kementerian Pertanian untuk
pembukaan lahan TA 2024 adalah seluas 200 hektar. Sehingga pada
tahun 2023, disusunlah dokumen perencanaan Survei Investigasi dan
Desain seluas 1.000 Ha yang sedang dilakukan pada saat ini.

Secara umum lahan di lokasi tersebut memiliki penggunaan lahan
berupa lahan hutan dan lahan pertanian yang diusahakan secara semi
intensif. Masyarakat di lokasi dominan menanami lahannya dengan
tanaman jagung dan tanaman hortikultura lainnya seperti cabe dan
sayur-sayuran.

Hasil dari SID menyampaikan bahwa lokasi pengembangan lahan
pertanian produktif tersebar di Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu, Desa
Ulumerah, Pardomuan, dan Cikaok Kabupaten Pakpak Bharat
mencakup luas 1.006,33 hektar, dari hasil survey 1.838,07 ha.
Petani/pengelola penerima manfaat sebanyak 35 orang di Desa
Cikaok; 228 orang di Desa Ulumerah, dan 123 orang di Desa
Pardomuan.

Peta Kawasan Food Estate Kabupaten Pakpak Bharat
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» Sungai utama yang melintas di area pengembangan lahan pertanian produktif
Kabupaten Pakpak Bharat adalah Sungai Ulu Merah dan beberapa anak
sungai dengan kondisi aliran selalu mengalir sepanjang tahun dengan debit
bervariasi antara 100-1000 liter/detik. Selain itu, terdapat beberapa mata air
yang tidak kering walaupun pada musim kemarau dengan debit bervariasi
antara 5-30 liter/detik. Potensi sumber daya air tersebut dapat dimanfaatkan
sebagai sumber air irigasi tanaman pertanian, seperti jagung dan kopi.

e Potensi sumber air di lokasi pengembangan lahan pertanian produkif
Kabupaten Pakpak Bharat dengan memanfaatkan potensi air Sungai Lai
Nangguru yang mempunyai debit aliran dasar mencapai 600 It/det dan
sumber mata air di wilayah tengah bagian hulu. Potensi Sungai Lai Nangguru
dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan jagung di Zona Barat seluas 240
hektar. Pemanfaatan air sungai dilakukan dengan cara menyedot dan
mendorong air hingga beberapa puluh meter di atas elevasi sungai untuk
mengisi tampungan sebelum mengalir secara gravitasi melalui pipa distribusi.

o Penggunaan lahan/vegetasi di area pengembangan lahan pertanian produktif
Kabupaten Pakpak Bharat didominasi oleh vegetasi rapat seluas 1.079,57
hektar (58,73%), disusul oleh vegetasi jarang seluas 232,30 hektar (12,64%),
semak seluas 166,38 hektar (9,05%), dan belukar seluas 148,21 hektar
(8,06%) serta terdapat lahan sawah seluas 26,13 hektar (1,42%). Lahan yang
mempunyai kemiringan lahan terjal (lereng >40%) diarahkan untuk lahan
konservasi (34,07%), sedangkan untuk pengembangan tanaman jagung
seluas 635,85 hektar dan pengembangan tanaman kopi seluas 370,48
hektar.

e Infrastruktur irigasi dan JUT menjadi poin kunci untuk menjamin ketersediaan
air, distribusi hasil pertanian, dan efisiensi usaha pertanian. Peran strategis
infrastruktur pertanian, terutama JUT, mencakup pembangunan jalan dan
sistem distribusi yang mendukung pengembangan pertanian dengan lebih
efisien. Komponen harga satuan konstruksi per hektar perluasan lahan kering
untuk perkebunan melibatkan beberapa aspek penting. Ini mencakup
persiapan lahan, konstruksi infrastruktur, penyediaan sarana produksi
(saprodi) dan penyusunan "“as-built drawing". Dalam menghitung biaya land
clearing, berbagai faktor harus dipertimbangkan, seperti kondisi sumber daya
lahan, kerapatan tutupan lahan, dan diameter tajuk pohon yang ada di lokasi.
Semua faktor ini menjadi acuan utama dalam merumuskan strategi
pembukaan lahan yang tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan kondisi
lingkungan setempat, dengan tujuan mengoptimalkan hasil pertanian dan
menjaga keberlanjutan ekosistem.

o Pengembangan Food Estate di lahan pertanian produktif di Kabupaten
Pakpak Bharat disarankan sebagai berikut: (a) perlu diintergrasikan dengan
peternakan, (b) perlu dibuat laboratorium lapangan untuk “demplot pengkajian
teknologi pertanian Food Estate”, (c) perlu bimbangan teknis tentang
budidaya dan pasca panen yang melibatkan PPL dan petani penerima
manfaat, (d) segera dibentuk kelembagaan petani pengembangan Food
Estate lahan pertanian produktif Kabupaten di Pakpak Bharat.
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Pengembangan lahan pertanian produktif yang dilakukan di
provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Selatan dan Bangka Belitung

Alokasi kegiatan di daerah pada kelompok Penyediaan Lahan Tahun 2023
berupa kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif (PLP2) pada
areal tanaman pangan lahan kering, hortikultura dan perkebunan seluas
4.200 hektar dengan rincian areal tanaman pangan lahan kering 1.400
hektar, hortikultura 1.400 hektar dan perkebunan 1.400 hektar. Pada revisi
DIPA/POK terakhir di bulan Mei 2023, alokasi kegiatan PLP2 berubah dari
4.200 ha menjadi 775 hektar.

Kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif dilakukan di satuan
kerja penerima kegiatan dengan satuan biaya pengembangan lahan
pertanian produktif pada areal tanaman pangan lahan kering sebesar
Rp.7.500.000/hektar; pada areal hortikultura sebesar Rp. 10.000.000/
hektar; dan pada areal perkebunan senilai Rp. 13.000.000/hektar. Satuan
biaya tersebut digunakan untuk konstruksi dan sarana produksi pertanian.

Kegiatan Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Produktif memiliki
target seluas 775 ha dengan realisasi 754 ha (97,29%) yang dilaksanakan
di 5 provinsi. Kegiatan di Nusa Tenggara Barat hanya melakukan kegiatan
persiapan. Kegiatan di Sulawesi Tengah (160 ha) dan Kep. Bangka
Belitung (180 ha) terealisasi secara fisik 100%. Kegiatan di Sulawesi
Selatan memiliki target seluas 285 ha dengan realisasi 268 ha (94,04%)
dimana 17 ha tidak terlaksana di Kab. Bantaeng. Selain itu, kegiatan di
Nusa Tenggara Timur memiliki target 150 ha dengan realisasi 146 ha
(97,33%) dimana 4 ha tidak terlaksana di Kab. Flores Timur.

Sebaran Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif TA 2023
]

Sulteng
(160 ha)

Babel
(180 ha)

? Tanaman Pangan

T Hortikultura

? Perkebunan

Sulsel
(268 ha)

“’1{"-:::; )

(operasional) a lt‘ﬁ ha) N ]
Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran
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=~  Nusa Tenggara Timur

Luasan pengembangan Lahan Pertanian Produktif mendukung Areal Lahan
Kering di provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki target seluas 150 hektar
difasilitasi dengan anggaran sebesar Rp.1.432.210.000 yang digunakan untuk
konstruksi sebesar Rp.1.125.000.000 dan operasional sebesar Rp.307.210.000.

Pengembangan Lahan Pertanian Produktif mendukung Areal Lahan Kering di
Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan pada 3 kabupaten yaitu kabupaten
Flores Timur, Sikka dan Ende. Alokasi pada masing-masing kabupaten seluas
50 hektar. Komoditas yang ditanam pada lahan kering adalah padi gogo dan
jagung. Pada Kabupaten Sikka dan Ende dilakukan pekerjaan 100%. Tetapi
untuk Kabupaten Flores Timur pada kelompok tani Ri’'i Anak, Desa Hewa,
Kecamatan Wulang Gitang terdapat 4 hektar yang tidak dapat
dilaksanakan. Dari 4 hektar tersebut pada lahan milik 6 (enam) orang anggota
kelompok tani dengan kepemilikan masing-masing lahan antara 0,5-1 ha
dengan alasan yang berbeda-beda sehingga lahan tersebut tidak dapat
dikerjakan dan anggaran yang sudah dicairkan telah disetor kembali ke kas
negara.

~-.  NusaTenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat semula mendapat alokasi kegiatan lahan kering
di Kabupaten Bima, namun berdasarkan hasil verifikasi, Dinas Pertanian
Kabupaten belum siap untuk melaksanakan kegiatan lahan kering pada TA
2023 sehingga alokasi anggarannya di realokasi untuk kebutuhan refocussing
anggaran Ditjen PSP. Adapun biaya operasional sebesar Rp.13.650.000 telah
direalisasikan untuk koordinasi di lapangan.

-~  Sulawesi Tengah

Target luasan pengembangan Lahan Pertanian Produktif mendukung Areal
Hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah seluas 160 hektar difasilitasi dengan
anggaran sebesar Rp.1.883.640.000 yang digunakan untuk konstruksi fisik
sebesar Rp.1.600.000.000 dan operasional sebesar Rp.283.640.000.

Pengembangan Lahan Pertanian Produktif mendukung Areal Hortikultura di
Provinsi Sulawesi Tengah seluas 160 hektar, dialokasikan di Kabupaten
Banggai dan Kabupaten Morowali Utara dengan alokasi masing-masing
kabupaten seluas 80 hektar. Komoditas yang ditanam adalah durian. Pekerjaan
dilaksanakan 100%.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian “y
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4~  Kep. Bangka Belitung
Target luasan pengembangan Lahan Pertanian Produktif mendukung Areal
Perkebunan di Kepulauan Bangka Belitung seluas 180 hektar difasilitasi dengan
anggaran sebesar Rp.2.781.100.000 (Rp.2.340.000.000 untuk konstruksi dan
Rp.441.100.000 untuk operasional).

Provinsi Bangka Belitung dialokasikan seluas 180 hektar pada Kabupaten
Bangka Barat dan Belitung masing-masing seluas 45 hektar dan Kabupaten
Bangka Selatan 90 hektar. Komoditas yang ditanam adalah kopi robusta untuk
Bangka Selatan dan Belitung, sedangkan Kabupaten Bangka Barat dengan
komoditas kelapa dalam. Pekerjaan dilaksanakan 100%.

<+~  Sulawesi Selatan

Target luasan pengembangan Lahan Pertanian Produktif mendukung Areal
Perkebunan dialokasikan di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 285 ha dengan
anggaran sebesar Rp.4.229.400.000 (Rp.3.705.000.000 untuk konstruksi dan
Rp.524.400.000 untuk operasional).

Untuk Provinsi Sulawesi Selatan seluas 285 hektar, alokasi di kabupaten
Sidenreng Rappang seluas 50 hektar, Kabupaten Luwu 100 hektar, Toraja Utara
85 hektar dan Bantaeng 50 hektar. Komoditas yang ditanam adalah kopi
robusta, lada dan kopi arabika. Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, Luwu
dan Toraja Utara dilaksanakan 100%, sedangkan untuk Kabupaten
Bantaeng tidak dapat dilaksanakan 100% (seluas 17 hektar). Pada alokasi
kegiatan di kelompok tani Sipakalabbiri Desa Lobbo, Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Bantaeng seluas 17 hektar belum melakukan pembersihan lahan
karena lokasi masih dipenuhi dengan tegakan tanaman kopi yang menurut
informasi ketua kelompok tani ditanam sejak tahun 1983 dan sudah sekitar 4
hingga 5 tahun tidak produktif, namun saat ini tanaman kopi tersebut berbuah
kembali sehingga petani tidak berkenan untuk menebang pohon kopinya. Petani
menyampaikan bahwa bibit kopi akan ditanam berdampingan dengan pohon
kopi yang sudah ada sebelumnya. Anggaran yang sudah dicairkan untuk
kelompok tani ini dilakukan pengembalian anggaran tersebut ke negara. Masih
terdapat kekurangan lokasi yang belum ditanam Kabupaten Sidenreng Rappang
seluas 14 hektar, rencana akan ditanam sampai dengan akhir bulan Januari
2024, karena hujan belum merata untuk wilayah ini.
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Pengembangan

Optimasi Lahan Rawa

Lahan rawa baik pasang surut maupun rawa lebak sangat berpotensi untuk dijadikan lahan
pertanian tanaman pangan khususnya lahan sawah. Total lahan rawa tersebut adalah sekitar
5,12 juta hektar, yang terdiri dari 1,19 juta hektar berada di kawasan APL, sekitar 1,18 juta
hektar di kawasan HPK, dan 2,75 juta hektar berada di kawasan Hutan Produksi.
Pemanfaatan lahan rawa, baik pasang surut maupun lebak telah lama dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk kegiatan pertanian sawah. Namun, pemanfaatan lahan rawa tersebut tidak
berjalan optimal. Sebagian besar sawah di lahan rawa memiliki Indeks Pertanaman yang
rendah dan produktivitas yang juga rendah.

Optimalnya pemanfaatan lahan sawah pada rawa tersebut ditandai dengan tercapainya
peningkatan indeks pertanaman dan/atau produktivitas tanam, sehingga lahan rawa yang
biasanya hanya ditanam sekali dalam setahun, dengan hadirnya program optimasi lahan
rawa diharapkan dapat ditanam menjadi dua kali atau bahkan lebih dalam setahun.
Diharapkan pula, program ini mampu meningkatkan produktivitas lahan yang akan
berdampak pada kenaikan produksi pada saat panen.

Alokasi awal kegiatan Optimasi Lahan Rawa dilaksanakan pada 2 Provinsi (Provinsi Aceh
dan Provinsi Riau) seluas 278 ha dengan total pagu Rp.1.293.622.000. Namun, kegiatan di
provinsi Riau terjadi refocussing anggaran sehingga alokasi anggaran menjadi
Rp.958.222.000 dengan target seluas 200 ha dan realisasi seluas 200 ha (100%) di
provinsi Aceh. Realisasi keuangan kegiatan optimasi lahan rawa sebesar 97,98%. Alokasi
anggaran dan realisasi keuangan dan fisik secara rinci sebagai berikut.

Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Optimasi Lahan Rawa TA. 2023

Riau
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Pengembangan

Optimasi Lahan Kering

Berdasarkan perhitungan spasial menggunakan peta tanah tinjau dan kriteria lahan kering,
luas lahan kering di Indonesia mencapai 144,47 juta ha. Dari luas lahan kering tersebut
sekitar 68,98% merupakan lahan potensial untuk pertanian. Berdasarkan hasil analisis
potensi lahan, sekitar 29,39 juta ha (29,50%) potensial untuk tanaman pangan kering, sekitar
1,12 juta ha (1,13%) potensial untuk tanaman sayuran dataran tinggi, sekitar 66,72 juta ha
(66,95%) potensial untuk tanaman tahunan termasuk buah-buahan, dan sekitar 2,42 juta ha
(2,43%) potensial untuk penggembalaan ternak.

Berdasarkan data potensi sumber daya lahan kering diatas, kegiatan optimalisasi
pemanfaatan lahan kering untuk pertanian dipandang berpotensi untuk dikembangkan dalam
upaya peningkatan produksi pertanian melalui perbaikan infrastruktur lahan dan air. Melalui
program bantuan pemerintah untuk kegiatan optimasi lahan kering diharapkan terjadi
peningkatan indeks pertanaman dan/atau produktivitas komoditas pertanian yang berdampak
pada penambahan ketersediaan pangan nasional.

Alokasi awal kegiatan Optimasi Lahan Kering dilaksanakan pada 20 Provinsi seluas 27.700
ha dengan total pagu Rp.166.205.350.000. Dalam pelaksanaannya dilakukan refocussing
anggaran, sehingga kegiatan di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Bangka
Belitung, dan Sulawesi Barat tidak jadi dilaksanakan. Alokasi anggaran setelah refocussing
menjadi Rp.9.069.248.500 dengan target seluas 1.511 ha dan realisasi seluas 1.511 ha

(100%) di 13 provinsi yaitu sebagai berikut.
Aceh Realisasi Kegiatan Optimasi Lahan Kering TA 2023

\ZEhal Gorontalo

Sumut (100 ha)
(225 ha)

Sulut
(50 ha)

Papua Barat
Jambi (50 ha)

(75 ha)
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Papua

P (86 ha)
b
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a
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Jabar (125 ha) ﬂg)"'l:a)‘
(z;s ﬁa) Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran
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SID

Optimasi Lahan Rawa

Q%@ SID untuk Tahun Anggaran 2024

@ SID Optimasi Lahan Rawa

o Alokasi kegiatan SID Optimasi Lahan Rawa 2024 dilaksanakan pada 2
Provinsi (Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Barat) seluas 1.150
ha dengan total pagu Rp.308.500.000 dengan rincian kegiatan SID
sebesar Rp.287.500.000, dan operasional sebesar Rp.21.000.000.
Realisasi keuangan kegiatan SID optimasi lahan rawa untuk TA. 2024
sebesar 89,01%. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan dan fisik
sebagai berikut.

SID Optimasi Lahan Rawa untuk TA 2024

Totol Pealficosi
Mo Provinsi | Kobupaten Yol(ha)  Total Alokasi (Rp) iplshaseT
H‘FI 1
BIDOPLARAWA LIsg 308.500.000 274 602_BES 8.0
1  Swmatara Uboees 1684 86 800.000 174 602 BAE 847,80
i wolmaontan Bonol i[5 74] 20.000.000 o (4]

00 SID untuk Tahun Anggaran 2025

SID Optimasi Lahan Rawa

o Alokasi kegiatan SID Optimasi Lahan Rawa 2025 dilaksanakan pada 5
Provinsi (Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan
Tengah, Papua Selatan dan Kalimantan Barat) seluas 1300 ha dengan
total pagu Rp.375.000.000 dengan rincian kegiatan SID sebesar
Rp.325.000.000, dan operasional sebesar Rp.50.000.000. Realisasi
keuangan kegiatan SID optimasi lahan rawa untuk TA.2025 sebesar
90,62%. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan dan fisik sebagai
berikut.

SID Optimasi Lahan Rawa untuk TA 2025

Mo  Prowvinsif Kobupoten Vol (ha) Totel (Rp) T:;ulﬂmﬂtﬂd-
SID OPLA RAW A : 3TE.D60.600 338,807.600
|  Bangke Belitung 200 54.000.000 53.453.000 38,39
I Bumotera Utora B0D0 182.000.000 |GE.B78.760 0884
W Kalimantan Tengah 200 $0.000.000 B7.875.880 98,96
W Pepua Selatan 200 64.000.000 17000000 5281
Vv  Kolimantan Barat 100 27.000,000 34.900,000 28,7
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SID

Optimasi Lahan Kering

5]} SIDuntuk Tahun Anggaran 2024

<
& SID Optimasi Lahan Kering
o Alokasi kegiatan SID Optimasi Lahan Kering 2024 dilaksanakan pada

7 Provinsi (Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, NTT,
Jawa Barat dan Sulawesi Selatan) seluas 4.630 ha dengan total pagu
Rp.488.431.000,- dengan rincian kegiatan SID  sebesar
Rp.348.000.000, dan operasional sebesar Rp.140.431.000,-.

SID Optimasi Lahan Kering untuk TA 2024

Me Provinsl | Kobupaten Voifha)  Total Alkesi (Rp) ':F':“'“q'“’” =
B OP LA HDRRG 1.408 Imm m b B
1 Jmwa T ooa 20.00000% 07870500 TrEe
B Subossers] Bonot Fra 40 000G F2 36RO TOET
W sulewesi Utare 100 22000000 NBEOODO 8900
N Muso Tenggara Timuar ‘200 B2.0090000 W.BELO00  ®E7E
Vi Jovwa Berat 100 10000000 20000.000 100,50
V1 Sulowesi Selatan 400 56431000 66400000  =6,54
Wi Surmatera Uiehe 1,580 192,000,008 183453000 9557

00 SID untuk Tahun Anggaran 2025

SID Optimasi Lahan Kering

o Alokasi kegiatan SID Optimasi Lahan Kering 2025 dilaksanakan pada
8 Provinsi (Provinsi Bangka Belitung, Papua Barat Daya, Papua
Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, NTT, dan Jawa
Barat) seluas 3.250 ha dengan total pagu Rp.453.998.000 dengan
rincian kegiatan SID sebesar Rp.325.000.000, dan operasional
sebesar Rp.128.998.000. Realisasi keuangan kegiatan SID optimasi
lahan kering untuk TA.2025 sebesar 97,70%. Alokasi anggaran dan
realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut.

SID Optimasi Lahan Kering untuk TA 2025

Mo Provind | Kolupoben Vel (lka) Tkl (R} N mesie
Ap : ]

S0 OPLA KERING 13540 453,396,000 441576850 97,70
| Bangks Beftung 400 60,580,000 B0.ES0.000 10,00
il Papus leral Deya S0 ES.000000 &7.000.000 arae
0l Popua Seloton 200 29.000.000 290000000 100,00
A Goronko 404 56.000.000 560000000 0,00
W Sulmwes Utane 254 27.000.000 FTOO0L000 100,00
Vi Susmintera Ulsed B0 BE.000600 BETIZAE0  EIAE
wowr 600 104108000 Wi#Tea00  ETA0
VI Joee Borot 0a 12000000 12000000 K000
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Pengembangan
Lahan Pertanian Pangan Produktif
di Kawasan Food Estate

Pada rentang tahun 2020-2022, pada beberapa lokasi telah dilakukan kegiatan
pengembangan Food Estate oleh Kementerian Pertanian. Kegiatan pengembangan
tersebut dilakukan dalam model pembukaan baru/ekstensifikasi dan peningkatan kapasitas
produksi lahan/intensifikasi. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Food
Estate, maka pada tahun anggaran 2023 dilaksanakan optimasi lahan pada kawasan
pengembangan Food Estate.

Alokasi kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate) dilaksanakan 4 Provinsi
(Provinsi NTT, Papua, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah) seluas 5.210 ha dengan
total pagu Rp.24.023.950.000. Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate)
memiliki target seluas 5.210 ha di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Utara (100 ha),
Kalimantan Tengah (4.210 ha), Nusa Tenggara Timur (600 ha), dan Papua (300 ha).
Namun, kegiatan ini hanya terlaksana di 2 provinsi yaitu di provinsi Papua seluas 300 ha
(100%) dan Kalimantan Tengah seluas 16,44 ha (39,05%) dan realisasi keuangan
sebesar Rp. 9.013.855.844 (35,94%). Kegiatan di Kalimantan Tengah tidak dapat
dilanjutkan karena berdasarkan reviu SID lokasi hanya mampu menyediakan area seluas
1.644 ha sehingga sesuai dengan SID kegiatan terlaksana 100%. Kegiatan di Sumatera
Utara tidak dapat dilanjutkan karena pembuatan raiser atau saluran pipa kurang efektif
untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan di lokasi tersebut saluran pipa telah tersedia
di lahan petani. Kegiatan di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilanjutkan karena tidak
memenubhi kriteria teknis yang diharapkan.

Realisasi Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif
Sumut (Food Estate) TA. 2023

Target:100 ha
Realisasi: 0%

Papua
Target:300 ha
Realisasi:100%

Kalteng
Target: 4.210 ha
Realisasi : 39%

Keterangan :
Provinsi Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur tidak jadi
dilaksanakan dikarenakan lokasi tersebut tidak sesuai dengan Target: 600 ha

kriteria teknis yang diharapkan. Realisasi: 0% Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran
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Bab 05

Direktorat
Alat dan Mesin
Pertanian

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melakukan percepatan tanam padi di area
persawahan Desa Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.
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Kinerja

Anggaran

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen
dengan output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Adapun bantuan alat
dan mesin pertanian prapanen pada dasarnya bersifat stimulan bagi penerima manfaat, dimana
diharapkan melalui bantuan ini penerima manfaat dapat mengelola bantuan alsintan yang
diterimanya dengan baik dan optimal.

Pada tahun 2023, anggaran Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mengalami revisi DIPA sebanyak
9 kali. DIPA awal yaitu tanggal 30 November 2022, alokasi anggaran Direktorat Alat dan Mesin
Pertanian sebesar Rp. 160.132.400.000 dengan alokasi fisik sebanyak 7.595 unit sementara hasil
revisi DIPA ke — 9 tanggal 17 November 2023, alokasi anggaran berubah menjadi sebesar Rp.
706.867.143.000 dengan alokasi fisik sebanyak 23.081 unit. Dukungan anggaran pada Direktorat
Alat dan Mesin Pertanian pada tahun 2023 terbagi atas dana pusat dan dana daerah sebesar Rp.
706.867.143.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 705.449.398.187 (99,80%).

Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen TA. 2023 telah disalurkan dan diterima pada titik
bagi di 32 provinsi dan 346 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dari bantuan alsintan sebanyak
23.081 unit tersebut terdapat 12 unit alsintan Traktor Roda 4 yang disalurkan ke Tentara Nasional
Indonesia (TNI) KOSTRAD sebagai tindaklanjut kunjungan kerja pimpinan. Terdapat kegiatan
dalam rangka mendukung program Gerakan Nasional (Gernas) penanganan dampak El Nino
dengan disalurkannya bantuan pompa air sebanyak 135 unit di 10 Provinsi yaitu Banten, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi
Selatan, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Adapun kegiatan Gernas dampak EI Nino ini
dikelola oleh Brigade Perlindungan Tanaman Pangan yang berada dibawah koordinasi
BPTPH/UPT Perlindungan.

Realisasi Keuangan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin

Pertanian TA. 2023
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o Kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyediakan bantuan pemerintah alat dan mesin
pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan dan hortikultura. Kegiatan ini memiliki target
23.081 unit dan terealisasi sebanyak 23.081 unit (100%) di 32 provinsi dan 347 kabupaten/kota.

e Kegiatan penyaluran bantuan pemerintah alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor
tanaman pangan pada tahun 2023 memiliki target sebanyak 20.306 unit dan terealisasi
sebanyak 20.306 unit (100%). Kegiatan ini menyalurkan 6 (enam) jenis bantuan alat dan mesin
pertanian yaitu sebagai berikut.

o Traktor Roda 4 memiliki target sebanyak 1.076 unit dan terealisasi sebanyak 1.076 unit
(100%) di 28 provinsi dan 206 kabupaten/kota.

o Traktor Roda 2 memiliki target sebanyak 5.504 unit dan terealisasi sebanyak 5.504 unit
(100%) di 29 provinsi dan 301 kabupaten/kota.

o Pompa Air memiliki target sebanyak 2.753 unit dan terealisasi sebanyak 2.753 unit (100%)
di 27 provinsi dan 203 kabupaten/kota.

o Pompa Air mendukung kegiatan Gerakan Nasional (Gernas) Penanggulangan El Nino
memiliki target sebanyak 135 unit dan terealisasi sebanyak 135 unit (100%) di 10 provinsi.

o Handsprayer memiliki target sebanyak 10.266 unit dan terealisasi sebanyak 10.266 unit
(100%) di 29 provinsi dan 227 kabupaten/kota.

o Kendaraan Roda 3 memiliki target sebanyak 572 unit dan terealisasi sebanyak 572 unit
(100%) di 21 provinsi dan 138 kabupaten/kota.

e Kegiatan penyaluran bantuan pemerintah alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor
hortikultura pada tahun 2023 adalah menyalurkan alat dan mesin pertanian berupa Cultivator.
Kegiatan ini memiliki target sebanyak 2.775 unit dan terealisasi sebanyak 2.775 unit (100%) di
30 provinsi dan 216 kabupaten/kota.

¢ Pengawasan peredaran bantuan alat dan mesin pertanian di tingkat penerima dilakukan melalui
aplikasi BAST Online. Sampai dengan akhir Desember 2023, alat yang telah didistribusikan
kepada kelompok penerima bantuan alat dan mesin pertanian dan terdaftar di BAST Online
sebanyak 17.028 unit atau 73,8 % dari 23.081 unit.

¢ Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian dilaporkan melalui aplikasi
BAST Online dan e-mail Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. Pemantauan dan evaluasi
dilakukan untuk kegiatan penyaluran alat dan mesin pertanian tahun 2022 (T-1). Berdasarkan
hasil pemantauan tersebut, dapat diketahui bahwa hanya terdapat 3.868 unit (18,03%) yang
dilaporkan pemanfaatannya. Hal tersebut menandakan rendahnya kesadaran Dinas lingkup
Pertanian dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan alat dan mesin
pertanian. Selain itu, nilai kemanfaatan alat dan mesin pertanian yang digunakan petani sebesar
3.446 unit atau 89,09% dari 3.868 unit terlapor.
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o Kegiatan perbengkelan alat dan mesin pertanian pada tahun 2023 memiliki target
pengembangan sebanyak 65 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
18.200.000.000. Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan kegiatan ini mengalami
perubahan. Perubahan pertama adalah pengurangan jumlah perbengkelan, dari 65 unit
menjadi 11 unit dengan nilai sebesar Rp. 3.080.000.000,-. Hal ini disebabkan oleh
ketersediaan barang di penyedia tidak mencukupi. Penyedia bengkel alsintan berjalan
hanya mampu memproduksi sebanyak 11 unit sampai dengan akhir tahun 2023.
Perubahan kedua adalah adanya refocussing anggaran. Anggaran perbengkelan
alsintan tahun anggaran 2023 menjadi salah satu kegiatan yang terdampak dilakukan
pemotongan anggaran, sehingga kegiatan perbengkelan untuk TA. 2023 tidak dapat
dilaksanakan.

o Kegiatan sertifikasi LS Pro Alat dan Mesin Pertanian merupakan kegiatan agar
produsen bisa mendapatkan sertifikat tanda SNI melalui suatu proses yang dilakukan
oleh LS Pro terakreditasi KAN. Pada tahun 2023, permohonan sertifikasi alsintan yang
diajukan oleh pemohon sertifikasi sebanyak 158 Merek Tipe Model dari 16 ruang
lingkup, sedangkan 20 ruang lingkup tidak dapat diproses karena permohonan produk
impor dan LS Pro Alsintan belum memiliki anggaran untuk memproses permohonan
produk impor.

* Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan LS Pro Alat dan Mesin Pertanian
mendapatkan nilai IKM sebesar 75,25% atau masuk dalam kategori B (Baik). Unsur
yang memiliki nilai paling rendah yaitu waktu pelayanan (2,57) dan penanganan
pengaduan, saran dan keluhan (2,57).

e Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LS Pro Alat dan Mesin Pertanian berupa
biaya sertifikasi yang ditagihkan kepada pemohon sertifikasi sesuai Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 2023. Penerimaan PNBP dari sertifikasi setiap tahunnya
terjadi peningkatan. Tahun 2023, jumlah PNBP memiliki target sebesar Rp. 550.000.000
dan tercapai realisasi mencapai Rp. 1.187.380.270 (215,89%).
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Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor

Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Capaian realisasi fisik kegiatan penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen untuk subsektor
tanaman pangan maupun subsektor hortikultura sebesar 100 persen atau sesuai dengan target
fisik yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 23.081 unit.

Realisasi Fisik Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian
Tahun Anggaran 2023

8o S

TRANTOR RODA 4 TRAKTOR RODA 7. POMPA IR | BERNAS)

Target {unit) 1.076 5. 504 2.753 135
Realisasi (unit) 1.076 5. 504 2.753 135
Jumiah Kontrak i 45 22 2
Jumlah Penyedia B . 5 z
Jumiah Merk/Tipe g 4 7 2

KENDARAAHRODA 3 CULTIVATOR

Target {unit) 10.226 572 2778
Realisasi (umil) 110226 572 2775
Jumlah Kentrak 15 0 18
Jumizh Penyedia 4 2 3
Jumlah Merk/Tipe L § 3

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian I" '
81 Kementerian Pertanian Republik Indonesia




Penyediaan dan Penyaluran

Traktor Roda 4

Traktor merupakan tenaga penggerak utama dalam kegiatan usaha tani. Boleh dikatakan
bahwa traktor merupakan mesin utama untuk menggerakan sejumlah alat dan mesin
pertanian, seperti alat pengolah tanah (bajak, garu, rotari), alat penanam, khususnya
penanam biji-bijian (seeder), alat pengangkut hasil pertanian, pompa air irigasi, dan
sebagainya. Traktor roda empat merupakan salah satu jenis traktor andalan untuk
mekanisasi pertanian terutama pada lahan yang cukup luas.

Traktor roda 4 sangat cocok digunakan dilahan sawah dengan skala luas dan datar.
Cocok juga digunakan untuk tanah yang kering atau tadah hujan sehingga untuk
percepatan tanaman padi, jagung dan kedelai (pajale). Demikian juga sangat baik
digunakan untuk daerah-daerah yang minim tenaga kerja.

Target Traktor Roda 4 tahun 2023 sebanyak 1.076 unit dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 379.989.400.000. Kegiatan tersebut dialokasikan di 28 Provinsi dan 206
Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik sebanyak 1.076 unit (100%) dan realisasi
anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp. 379.955.483.112 (99,99%).

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Traktor Roda 4 TA 2023
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Tr a kt O r Traktor roda 4 sangat cocok
digunakan dilahan sawah dengan
Rod a 4 skala luas dan datar.

Tujuan penggunaan traktor dalam
pengolahan tanah adalah untuk

menciptakan keadaan fisik tanah yang
sesuai untuk pertumbuhan tanaman dengan

peralatan yang bekerja secara mekanis dan
berskala besar.

Banten

Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Kelompok Tani Perintis, Kec. Sobang,
Aceh Darussalam Kab. Pandeglang, Provinsi Banten

Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam
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Penyediaan dan Penyaluran

Traktor Roda 2

Traktor merupakan tenaga penggerak utama dalam kegiatan usaha tani. Boleh dikatakan
bahwa traktor merupakan mesin utama untuk menggerakan sejumlah alat dan mesin
pertanian, seperti alat pengolah tanah (bajak, garu, rotari), alat penanam, khususnya
penanam biji-bijian (seeder), alat pengangkut hasil pertanian, pompa air irigasi, dan
sebagainya.

Traktor roda dua merupakan tenaga penggerak untuk sejumlah alat dan mesin pertanian
seperti bajak, garu, dan glebek. Traktor jenis ini banyak diminati oleh petani terutama
untuk lahan-lahan yang relatif kecil ukurannya karena biaya operasinya yang murabh.
Traktor roda dua (twowheel drive tractor) atau traktor tangan (hand tractor) adalah mesin
pertanian yang dapat dipergunakan untuk mengolah tanah dan pekerjaan pertanian
lainnya yang mempunyai efisiensi yang tinggi, karena pembalikan dan pemotongan tanah
dapat dikerjakan dalam waktu bersamaan.

Target Traktor Roda 2 tahun 2023 sebanyak 5.504 unit dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 168.895.744.000. Kegiatan tersebut dialokasikan di 29 Provinsi dan 206
Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik sebanyak 5.504 unit (100%) dan realisasi
anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp. 168.676.132.613 (99,87%).

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Traktor Roda 2 TA 2023
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Tra ktor Traktor jenis ini banyak diminati oleh
petani terutama untuk lahan-lahan
ROd a 2 yang relatif kecil ukurannya karena

biaya operasinya yang murah.

Seperti halnya traktor roda empat, traktor
roda dua juga merupakan peralatan utama
untuk mendukung kegiatan usaha tani.
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Kelompok Tani Makmur Jaya, Desa Kec. Panombean Panei, Kab. Simalungun,
Salaherang, Kec. Maleber, Kab. Kuningan, Prov. Sumatera Utara
Prov. Jawa Barat

Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Tengah
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Penyediaan dan Penyaluran

Pompa Air

Pompa air adalah alat yang digunakan di berbagai industri untuk meningkatkan tekanan
air sehingga dapat memindahkannya dari lokasi ke lokasi lain. Pompa air modern sedang
digunakan di seluruh dunia untuk menyediakan air yang aman untuk keperluan
perumahan, komersial, dan industri.

Pompa air termasuk salah satu alat yang menjadi sahabat bagi para petani. Pompa air
membantu petani untuk memindahkan air dengan lebih mudah dan cepat.
Keberadaannya juga membantu meringankan beban kerja harian untuk proses pengairan
air ke seluruh tanaman.

Target Pompa Air tahun 2023 sebanyak 2.753 unit dengan pagu anggaran sebesar
Rp.57.964.415.000. Kegiatan tersebut dialokasikan di 27 Provinsi dan 203
Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik sebanyak 2.753 unit (100%) dan realisasi
anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp. 57.809.792.000 (99,73%).

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pompa Air TA 2023
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Pompa
Air

Dl Yogyakarta
Y :

Kab. Gunungkidul, Prov. DI Yogyakarta

Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur

87

Pompa air termasuk salah satu alat
yang menjadi sahabat bagi para
petani.

Pompa air membantu petani untuk
memindahkan air dengan lebih mudah dan
cepat. Keberadaannya juga membantu
meringankan beban kerja harian untuk
proses pengairan air ke seluruh tanaman.

Sumatera Utara

Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
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Penyediaan dan Penyaluran
Pompa Air
(Gernas El Nino)

Kementerian Pertanian (Kementan) menginisiasi Gerakan Nasional (Gernas) ElI Nino
untuk mengantisipasi kekeringan. Gerakan ini memberikan berbagai bantuan kepada
para petani berupa benih, pengairan dan pendampingan.

Pompa air termasuk salah satu alat yang menjadi sahabat bagi para petani. Pompa air
membantu petani untuk memindahkan air dengan lebih mudah dan cepat.
Keberadaannya juga membantu meringankan beban kerja harian untuk proses pengairan
air ke seluruh tanaman.

Target Pompa Air untuk mendukung kegiatan Gerakan Nasional El Nino tahun 2023
sebanyak 135 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.240.000.000. Kegiatan tersebut
dialokasikan di 10 Provinsi dengan realisasi fisik sebanyak 135 unit (100%) dan realisasi
anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp. 2.742.345.100 (84,64%).

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pompa Air (Gernas El Nino) TA 2023
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P Kementerian Pertanian (Kementan)

O m pa menginisiasi Gerakan Nasional

Ai r (Gernas) El Nino untuk mengantisipasi
kekeringan.

(Gel’nas EI. NinO) Gerakan ini memberikan berbagai bantuan

kepada para petani berupa benih, pengairan
dan pendampingan.

Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sumatera Selatan
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Penyediaan dan Penyaluran

Handsprayer

Handsprayer merupakan salah satu jenis alat dan mesin pertanian yang digunakan untuk
kegiatan pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Karenanya perannya yang utama
dalam kegiatan usaha tani, handsprayer termasuk alat dan mesin yang banyak diminati
oleh petani. Penggunaan handsprayer harus dilakukan dengan benar untuk menghindari
kerugian tanaman dan mempertahankan kualitas lingkungan. Petani harus memahami
cara menggunakan alat handsprayer dan memperhatikan dosis cairan yang tepat, jarak
semprot, dan waktu penyemprotan untuk memastikan hasil yang maksimal dan
menghindari kerugian. Meskipun handsprayer telah menjadi alat yang diperjualbelikan
secara langsung ke petani, pemerintah masih banyak mengalokasikan anggaran
pengadaan handsprayer untuk petani yang belum dapat membeli secara mandiri.

Target Handsprayer tahun 2023 sebanyak 10.266 unit dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 10.091.478.000. Kegiatan tersebut dialokasikan di 29 Provinsi dan 227
Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik sebanyak 10.266 unit (100%) dan realisasi
anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp. 10.089.412.850 (99,98%).

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Handsprayer TA 2023

Aceh (510)

Sumut
(255)

Sulut (5)
9 Kalbar (425) A Malut (150)
Gorontalo (122)

Riau (3)
Kaltim (150)

Jambi (55)

Sumbar
(138)

Kalteng (140)

Sumsel

(300) Sultra (95)

Bali (125)

Lampung - Sulsel (1411)
(735) ' o ® >
Banten DIY (25) P
(244) Jatim (1253) ‘ : ’
NTB (295) NTT &50) P

Jabar (1563) Jateng (944)

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
9 O Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran

©




H a n d S r a e r Handsprayer merupakan salah satu
p y jenis alat dan mesin pertanian yang
digunakan untuk kegiatan

pemberantasan hama dan penyakit
tanaman.

Handsprayer termasuk alat dan mesin yang
banyak diminati oleh petani.

Sumatera Barat - Jawa Timur

Kab. Solok Selatan, Prov. Sumatera Barat Kota Batu Malang, Prov. Jawa Timur

Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat
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Penyediaan dan Penyaluran

Kendaraan Roda 3

Bantuan kendaraan roda tiga ini bertujuan untuk mempercepat proses budidaya seperti
pengangkutan pupuk maupun bibit ke Iokasi tanam, termasuk mempermudah
pengangkutan hasil panen untuk dijual. Sarana percepatan ini setidaknya dapat menekan
biaya produksi sehingga meningkatkan nilai hasil usaha pertanian dan perkebunan. Jadi
diharapkan nilai tukar petani bisa meningkat. Bantuan kendaraan roda tiga diberikan
kepada kelompok yang menjalankan usaha pertanian khususnya petani yang terkendala
minimnya akses jalan penghubung dari sawah atau kebun ke akses jalan besar.

Target Kendaraan Roda 3 tahun 2023 sebanyak 572 unit dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 20.861.698.000. Kegiatan tersebut dialokasikan di 21 Provinsi dan 138
Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik sebanyak 572 unit (100%) dan realisasi anggaran
sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp. 20.857.769.500 (99,98%).

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Kendaraan Roda 3 TA 2023
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Kendaraan
Roda 3

Kota Serang, Prov. Banten

Kendaraan roda tiga ini bertujuan
untuk mempercepat proses budidaya
seperti pengangkutan pupuk maupun
bibit ke lokasi tanam

Sarana percepatan ini setidaknya dapat
menekan biaya produksi sehingga
meningkatkan nilai hasil usaha pertanian.
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Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian I" '
Kementerian Pertanian Republik Indonesia




Penyediaan dan Penyaluran

Cultivator

Berbeda dengan traktor roda 2 yang dapat digunakan di lahan sawah yang berair,
Cultivator merupakan salah satu peralatan pertanian modern yang digunakan untuk
mengolah lahan sekunder dan tanah yang tidak tergenang air, atau biasa digunakan oleh
petani holtikultura (lahan kering) seperti budidaya tembakau, bawang merah, cabai,
jagung, sayur-sayuran dan lain-lain. Cultivator merupakan traktor kecil atau traktor mini
dengan gerak motor bensin rata-rata 5,5 HP — 6,5 HP tergantung tipe tanah tempat
penanaman. Cultivator terdiri dari beberapa bagian penyiang mekanis yang di desain di
sisi kanan dan kiri serta di bagian belakang.

Target Cultivator tahun 2023 sebanyak 2.775 unit dengan pagu anggaran sebesar
Rp.43.914.375.000. Kegiatan tersebut dialokasikan di 30 Provinsi dan 216
Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik sebanyak 2.775 unit (100%) dan realisasi
anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp. 43.782.078.000 (99,70%).

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Cultivator TA 2023
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C u lt iv at o r Cultivator merupakan salah satu
peralatan pertanian modern yang
digunakan untuk mengolah lahan

sekunder

Cultivator biasa digunakan oleh petani
holtikultura (lahan kering) seperti budidaya
tembakau, bawang merah, cabai, jagung,

@ sayur-sayuran dan lain-lain.

Sulawesi Selatan

Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah

Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat
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Pengawasan dan Peredaran

Alat dan Mesin Pertanian

Kegiatan Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian terdiri dari Pengawasan
Peredaran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian di Tingkat Penerima, dan Monitoring dan Evaluasi
Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian.

2~  Pengawasan Peredaran Bantuan
x ‘i Alat dan Mesin Pertanian di Tingkat Penerima

Pada TA. 2023 telah disalurkan bantuan alat dan mesin pertanian prapanen
sebanyak 23.081 unit ke titik bagi yaitu dinas lingkup pertanian di seluruh
wilayah Indonesia. Setelah tiba di titik bagi maka Dinas lingkup Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mendistribusikannya ke penerima
manfaat yaitu Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA dan Brigade. Bukti
pertanggungjawaban bahwa alat telah diterima oleh penerima bantuan adalah
Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara Dinas lingkup Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota dengan kelompok penerima bantuan sesuai dengan
SK Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian oleh Pejabat Pembuat
Komitmen Direktorat Alat dan Mesin Pertanian TA. 2023 yang dilakukan input
dan upload dalam aplikasi BAST Online Tahun 2023.

Dari hasil input dan upload dokumen dapat diketahui bahwa alat yang telah
didistribusikan kepada kelompok penerima bantuan alat dan mesin pertanian
sebanyak 17.028 unit atau 73,8 % dari 23.081 unit.

Rekapitulasi Penyelesaian BASTB Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian
melalui Aplikasi BAST Online Tahun 2023

26,2% terdistribusi
hamun belum terinput
BAST Online

73,8% terdistribusi
dan terinput BAST Online

Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran
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Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan
Alat dan Mesin Pertanian

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian telah melakukan monitoring dan evaluasi
(pengawasan) pemanfaatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian. Kegiatan
dilakukan dengan 2 cara yaitu langsung dan tidak langsung. Secara langsung
dilakukan dengan monitoring lapang ke lokasi penerima manfaat, sedangkan
secara tidak langsung dilakukan dengan penyampaian surat permintaan laporan
kepada Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan
alsintan untuk menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan alsintan melalui
Aplikasi BAST Online dan email Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi laporan pemanfaatan bahwa alat yang
digunakan oleh petani sebesar 3.446 unit atau 89,09% dari 3.868 unit terlapor.
Untuk hand sprayer disebabkan oleh pada saat pelaporan alat masih tersimpan di
gudang dan belum didistribusikan ke penerima bantuan sehingga belum bisa
dimanfaatkan oleh petani sementara belum optimalnya pompa air disebabkan oleh
debit air masih mencukupi. Selain itu, penyebab alat belum digunakan antara lain
adalah 1) alat diterima pada saat musim tanam telah berakhir, 2) masih adanya
alat yang sama dan kondisinya masih baik, 3) petani belum mengenal/belum bisa
menggunakan alat yang diberikan, 4) bantuan alsintan tidak sesuai dengan lahan
dan kebutuhan, 6) petani belum mampu untuk memodifikasi alat agar bisa
digunakan, dan 7) belum adanya kesepakatan pengelolaan bantuan alsintan pada
kelompok penerima.

Rekapitulasi Laporan Pemanfaatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2023
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Kelembagaan

Alat dan Mesin Pertanian

4~  Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian

Tg Perbengkelan alsintan  dimaksudkan untuk memberikan pelayanan
pemeliharaan/perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang yang
dilakukan oleh lembaga Poktan/Gapoktan/UPJA. Ruang lingkup kegiatan
perbengkelan alsintan meliputi pengadaan bengkel alsintan berjalan (kendaraan
pertanian roda 4) yang didalamnya terdapat peralatan dan perkakas
perbengkelan (generator, kompresor, mesin las, bor tangan, gerinda tangan,
boks penyimpanan alat, dongkrak, perlengkapan seperti kunci pas, dan lain-
lain). Pada tahun 2023, target pengembangan perbengkelan alsintan sebanyak
65 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.200.000.000.

Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan kegiatan ini mengalami
perubahan. Perubahan pertama adalah pengurangan jumlah perbengkelan, dari
65 unit menjadi 11 unit dengan nilai sebesar Rp. 3.080.000.000. Hal ini
disebabkan oleh ketersediaan barang di penyedia tidak mencukupi. Penyedia
bengkel alsintan berjalan hanya mampu memproduksi sebanyak 11 unit sampai
dengan akhir tahun 2023. Perubahan kedua adalah adanya refocussing
anggaran sehingga kegiatan perbengkelan untuk TA. 2023 tidak dapat
dilaksanakan.

Taksi Alat dan Mesin Pertanian

Tg Program Taksi Alsintan merupakan pola pengelolaan dan pemanfaatan alsintan
yang perolehan dan kepemilikan alsintan baik secara individu maupun lembaga
dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dari perbankan
melalui Kredit Usaha Alsintan (KUA). Anggaran pemerintah baik pusat (APBN)
maupun APBD daerah Provinsi dan Kabupaten belum sepenuhnya dapat
memenuhi alsintan yang diperlukan oleh petani di wilayah Indonesia sehingga
dalam upaya pemenuhan kebutuhan alsintan tersebut, pemerintah
mengharapkan agar petani/Poktan/Gapoktan/UPJA yang belum mendapat
bantuan Alsintan dari APBN dapat secara mandiri memenuhi atau melengkapi
kebutuhan alsintannya melalui bantuan perbankan program Kredit Usaha
Alsintan (KUA). Program Pengembangan dan Pengelolaan Taksi Alsintan yang
dikelola meliputi jasa sewa alsintan (jasa olah tanah, jasa tanam dan jasa
panen), jasa perawatan dan bengkel, serta penyediaan suku cadang.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian |
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LS PRO
Alat dan Mesin Pertanian
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Sertifikasi LS Pro Alat dan Mesin Pertanian

Kegiatan sertifikasi dilakukan oleh pihak ketiga yang
independen yang telah diakui kompetensinya oleh
Komite Akreditasi Nasional (KAN), yaitu LS Pro Alsintan.
Produsen bisa mendapatkan sertifikat tanda SNI melalui
suatu proses yang dilakukan oleh LS Pro yang telah
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkupnya.
Permohonan tersebut akan di proses oleh LS Pro dan
akan diberikan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI
(SPPT SNI) apabila sudah memenuhi persyaratan SNI.

Pada tahun 2023, permohonan sertifikasi alsintan yang
diajukan oleh pemohon sertifikasi sebanyak 158 Merek
Tipe Model dari 16 ruang lingkup, sedangkan 20 ruang
lingkup tidak dapat diproses karena permohonan produk
impor dan LS Pro Alsintan belum memiliki anggaran
untuk memproses permohonan produk impor.

L L

vV KAN

Hamite Akreditas] Maskoaal

158
Permohonan

SPPT SNI yang telah diterbitkan tahun 2019 - 2023
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Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

terhadap Layanan LS Pro Alat dan Mesin Pertanian

Umpan balik diperoleh melalui penyebaran kuisioner Januari s.d
Desember 2023 menggunakan Permentan No
19/Pementan/OT/080/4/2018 untuk mengetahui Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM). Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa
nilai IKM sebesar 75,25% atau masuk dalam kategori B
(baik). Unsur yang memiliki nilai paling rendah yaitu:

WAKTU PELAYANAN (2,57)

\g

IKM kategori
B (Baik)

-PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN KELUHAN

(2,57)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
LS Pro Alat dan Mesin Pertanian

Penerimaan PNBP adalah biaya sertifikasi yang ditagihkan kepada pemohon
sertifikasi sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2023. Penerimaan PNBP
dari sertifikasi setiap tahunnya terjadi peningkatan. Tahun 2023, jumlah PNBP
mencapai Rp. 1.187.380.270 dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 550.000.000.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LS Pro Alat dan Mesin Pertanian

2018 - 2023
Target (Rp) [ Realisasi (Rp)

923 jt

708 jt
550 jt
500 jt
316 jt 302jt
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Kinerja
Anggaran

Pagu anggaran kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida pada tahun anggaran 2023
sebesar Rp. 1.058.841.087.000 dengan realisasi sampai akhir Desember 2023 sebesar
Rp. 1.041.146.196.615 (98,33%). Rincian pagu per output kegiatan Direktorat Pupuk dan
Pestisida TA 2023 yaitu sebagai berikut.

Realisasi Keuangan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bantuan
Pupuk dan Pestisida TA 2023
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Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pupuk dan Pestisida menyelenggarakan fungsi
yaitu sebagai berikut.
1.Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah,
pupuk bersubsidi dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida
2.Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk
bersubsidi dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida
3.Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan pupuk dan
pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida serta pengawasan pupuk dan
pestisida
4.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan pupuk dan
pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida serta pengawasan pupuk dan
pestisida
5.Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian |
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o Kegiatan penyediaan sarana produksi berupa pupuk menuju pertanian organik memiliki target
sebanyak 1.534 unit dan terealisasi sebanyak 1.528 unit (99,61%). Kegiatan ini memiliki 2 (dua)
jenis kegiatan yaitu:

o Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) memiliki target sebanyak 1.111 unit dan terealisasi
sebanyak 1.109 unit (99,82%).

o Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) memiliki target sebanyak 423 unit dan terealisasi
sebanyak 419 unit (99,05%).

o Kegiatan penyediaan sarana produksi untuk peningkatan produksi tanaman pangan
memiliki target distribusi pupuk terhadap lahan seluas 2.712.408 ha dengan realisasi distribusi
pupuk terhadap lahan seluas 2.475.981 (91,28%). Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) jenis sarana
produksi yaitu:

o Kegiatan penyaluran bantuan Pupuk Organik Cair/Pupuk Hayati Cair telah memberikan
realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 1.786.413 ha di 26 provinsi dan 208
kabupaten/kota.

o Kegiatan penyaluran bantuan Pupuk Silika telah memberikan realisasi distribusi pupuk
terhadap lahan seluas 201.919 ha di 10 provinsi dan 18 kabupaten/kota.

o Kegiatan penyaluran bantuan Dekomposer telah memberikan realisasi distribusi pupuk
terhadap lahan seluas 67.376 ha di 6 provinsi dan 10 kabupaten/kota.

o Kegiatan penyaluran bantuan Pupuk Magnesium (Mg) telah memberikan realisasi distribusi
pupuk terhadap lahan seluas 67.022 ha di 6 provinsi dan 16 kabupaten/kota.

o Kegiatan penyaluran bantuan Senyawa Humat telah memberikan realisasi distribusi pupuk
terhadap lahan seluas 115.801 ha di 12 provinsi dan 21 kabupaten/kota.

o Kegiatan penyaluran bantuan Herbisida telah memberikan realisasi distribusi pupuk
terhadap lahan seluas 211.260 ha di 9 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

o Kegiatan penyaluran bantuan Pestisida Alami telah memberikan realisasi distribusi pupuk
terhadap lahan seluas 26.190 ha di 8 provinsi dan 18 kabupaten/kota.

o Kegiatan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi memiliki target sebanyak
11.246.965 orang dengan realisasi sebanyak 12.396.247 orang (110,22%). Kegiatan ini
dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan (TP) di 33 satuan kerja provinsi lingkup pertanian yaitu
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara,
Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan
Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku,
Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Papua,
Maluku Utara, Banten, Bangka BElitung, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kep. Riau,
dan Kalimantan Utara.
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o Kegiatan Pupuk Bersubsidi memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 26.234.294.058.000 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 25.689.631.739.038 (97,92%). Kegiatan Pupuk Bersubsidi
memiliki target awal sejumlah 7.856.951 ton. Namun dalam perkembangannya, harga produksi
pupuk mengalami kenaikan sehingga terdapat target penyesuaian berdasarkan alokasi
anggaran yaitu sejumlah 6.050.056 ton. Kegiatan ini pada tahun 2023 dapat terealisasikan
sejumlah 6.120.169 ton (101,15%) dengan rincian jenis pupuk sebagai berikut.

o Kegiatan penyaluran Pupuk Urea memiliki target awal sejumlah 4.642.703 ton dan target
penyesuaian anggaran sejumlah 3.701.928 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi sejumlah
3.655.133 ton (98,73%).

o Kegiatan penyaluran Pupuk NPK memiliki target awal sejumlah 3.100.215 ton dan target
penyesuaian anggaran sejumlah 2.304.388 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi sejumlah
2.429.128 ton (105,41%).

o Kegiatan penyaluran Pupuk NPK Formula Khusus memiliki target awal sejumlah 114.033 ton
dan target penyesuaian anggaran sejumlah 43.740 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi
sejumlah 35.907 ton (82,09%).

¢ Pembayaran atas penyaluran pupuk bersubsidi yang berbasis data eAlokasi menjadi perhatian
para auditor seperti Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK. Dengan demikian, apabila tidak
dilakukan upaya perbaikan tata kelolanya maka tujuan penyaluran pupuk bersubsidi tepat
sasaran sulit dilakukan. Dalam upaya perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, maka terus
dilakukan pengembangan untuk beberapa sistem baik dalam perencanaan seperti eRDKK dan
eAlokasi maupun penyaluran seperti T-Pubers, iPubers, REKAN, eVerval.

e Proses pelayanan pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah selama
tahun 2023 telah menerbikan 484 nomor pendaftaran dalam Surat Keputusan (SK)
Persetujuan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

¢ Proses pelayanan pendaftaran pupuk anorganik sepanjang tahun 2023 telah diterbitkan telah
diterbitkan 857 nomor pendaftaran dalam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian.

¢ Selain SK nomor pendaftaran, telah diterbikan juga surat izin pesanan formula khusus pupuk
anorganik sebanyak 703 surat izin dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

¢ Pengawasan pupuk dan pestisida dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan monitoring
serta evaluasi penyaluran pupuk dan pestisida dengan hasil pengambilan serta analisa sampel
pupuk sebanyak 78 sampel (111,42%) serta pengawasan pestisida dengan pengambilan dan
analisa sampel pestisida sebanyak 76 sampel (108,51%).

o Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tahun 2023 dilaksanakan melalui
penyusunan kurikulum diklat PPNS Tahun 2023 dan melakukan pelatihan PPNS di Diklat
Reskrimsus, Mega Mendung, Jawa Barat dengan peserta sebanyak 30 orang PPNS yang
berasal dari petugas pusat dan daerah.
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Unit Pengolah Pupuk Organik

UPPO

Upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam menyediakan pupuk organik secara
mandiri adalah dengan memfasilitasi kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalaui
Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO). Melalui fasilitasi bantuan UPPO
tersebut, diharapkan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik secara
in situ.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebagai berikut.

1. Terbangunnya Unit Pengolah Pupuk Organik

2. Tersediianya pupuk organik insitu produksi UPPO

3.Berkembangnya penggunaan pupuk organik dan berkurangnya penggunaan pupuk
kimia

4.Meningkatkan kesuburan lahan karena penambahan pemakaian pupuk organik ke
lahan dan berkurangnya pemakaian pupuk kimia

5.Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan pendapatan petani serta
pemberdayaan kelompok.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPQO) dialokasikan
sebesar Rp. 222.200.000.000 untuk 1.111 unit di 27 provinsi dan dengan anggaran per
unit nya sebesar Rp. 200.000.000. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023
sebanyak 1.109 unit (99,82%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 221.800.000.000

(99,82%).

Realisasi Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA 2023

Aceh (82)

Sumut (45)
Gorontalo (2)

Sulbar (21)
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Kaltim (20)
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Riau (3)

Jambi (15)
Papua (20)

Sumbar (22)

Kalteng (19)

Kalsel (1)

Sumsel (44) Maluku (34)
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- Kegiatan ini dilakukan untuk
U n It PenQOIa h mendorong penggunakan pupuk
Pu pu k O rg an i k organik di tingkat petani.

Diharapkan melalui kegiatan

( U P PO) pengembangan Unit Pengolah Pupuk

Organik (UPPO), kelompok tani/gabungan
kelompok tani akan mampu memproduksi

pupuk organik secara insitu untuk keperluan
lahan pertaniannya.

Jawa Barat

Kelompok Tani El Ittihad Reformika, Kelompok Tani Makmur Kelud, Desa
Desa Tanjungsari, Kec. Sukaresik, Pandantoyo, Kec. Ngancar,
Kab. Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur

Sumatera Utara

i,..i EPS Map Camers

2, Ianas

Kelompok Tani Jaya Makmur, Kab. Aceh Kelompok Ternak Pejuang, Kab.
Utara, Prov. Nanggroe Aceh Darussalam Pematang Siantar, Prov. Sumatera Utara
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Alat Pengolah Pupuk Organik

APPO

Kegiatan penyediaan alat pengolah pupuk organik (APPO) memiliki tujuan yaitu
memperoduksi pupuk organik secara insitu dengan memberikan kelengkapan peralatan
untuk memproses pupuk organik insitu berupa alat pengolah pupuk organik (APPO).
Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi, produktivitas,
mutu hasil serta memberikan nilai tambah dan pendapatan petani.

Kegiatan penyediaan alat pengolah pupuk organik (APPO) memiliki perbedaan dengan
kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yaitu sebagai berikut.

Perbedaan kegiatan UPPO dan APPO

Unit Pengolah Pupuk Organik Alat Pengolah Pupuk Organik

(UPPO) (APPO)

Dana yang telah ditransfer ke kelompok Penyediaan Alat Pengolah Pupuk
penerima akan dibelanjakan sesuai RUK | Organik (APPO) berupa alat untuk

yang telah disusun dengan 5 (lima) memproses pupuk organik insitu untuk
komponen yaitu: kelompok-kelompok tani yang
e Pembangunan Rumah Kompos berkonsentrasi melakukan pengolahan
beserta bak fermentasi limbah hasil pertanian untuk dijadikan
e Pembangunan Kandang Komunal pupuk organik insitu.
o Ternak Sapi/Kerbau

Alat Pengolah Pupuk Organik (APPQO)
Kendaraan Roda 3

Syarat lokasi penerima bantuan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPQO) diarahkan pada
daerah yang memiliki potensi sumber bahan baku pembuatan kompos terutama produk
tanaman organik, kotoran ternak/hewan dan sampah organik pada sub sektor tanaman
pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan rakyat terutama pada kawasan
pengembangan Desa Organik. Kegiatan UPPO dan APPO memiliki perbedaan sehingga
kelompok tani penerima Alat Pengolah Pupuk Organik (APPQO) harus berbeda dari
kelompok tani penerima kegiatan UPPO.
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Bantuan pemerintah berupa kegiatan penyediaan alat pengolah pupuk organik (APPO)
sesuai dengan arahan Presiden pada rapat terbatas yang dilaksanakan pada tanggal 27
April 2023 tentnag kebijakan pupuk organik yaitu mengurangi ketergantungan pemakaian
pupuk kimia dengan memaksimalkan penggunaan pupuk organik. Melalui kegiatan
penyediaan alat pengolah pupuk organik (APPO) diharapkan ketersediaan pupuk organik
untuk budidaya organik dapat terjamin. Kelompok tani penerima bantuan diharapkan
dapat terus melaksanakan produksi pupuk organik insitu. Pupuk organik dalam bentuk
yang telah dikomposkan ataupun segar berperan penting dalam perbaikan sifat kimia,
fisika dan biologi tanah serta sebagai sumber nutrisi tanaman.

Kegiatan penyediaan alat pengolah pupuk organik (APPO) termasuk pada kategori
bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan dengan
mekanisme transfer barang ke kelompok tani penerima bantuan. Spesifikasi bantuan alat
pengolah pupuk organik (APPQ) yaitu sebagai berikut.

o Kapasitas minimal memenuhi klasifikasi sedang (500 - 1.000 kg/jam)

o Bahan pisau berupa baja

» Motor penggerak memiliki daya minimun 8,5 HP yang sesuai dengan kapasitas APPO

e Motor penggerak mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI)

e APPO dilengkapi dengan hasil uji yang masih berlaku dari institusi berwenang.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPQO) dialokasikan
sebesar Rp. 222.200.000.000 untuk 423 unit di 17 provinsi. Realisasi kegiatan sampai
dengan akhir 2023 sebanyak 419 unit (99,05%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
13.107.454.000 (99,96%).

Realisasi Pembangunan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) TA 2023

Sumut (12)

PS
Kalbar (30) Maluku Utara (10)

Sulteng (3)

w \k,
" e

44
Sumsel (27) Maluku (4)

Sultra (6) ’
Lampung (41) - Sulsel (15) . . ,
Pedde emps .

DIY (10) E— ‘

NTT (50) @

Kaltim (13)

Papua (18)

Kalteng (14)

Jabar (73) Jateng (19)
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Alat Pengolah Kegiatan ini dilakukan untuk

mendorong penggunakan pupuk

[ ]
Pu pu k O rg ani k organik di tingkat petani.
Diharapkan melalui kegiatan
(APPO) pengembangan Alat Pengolah Pupuk
Organik (APPO), kelompok tani/gabungan
kelompok tani akan mampu memproduksi

pupuk organik secara insitu untuk keperluan
lahan pertaniannya.

Kalimantan Barat IR

-h -
,'F_.lm_ql-ﬁn Banyn Prmbh
& w, = 'fl' =m-Mriami

Kelompok Tani Milenial, Kab. Melawi, Prov. Kelompok Tani Watojong, Kab. Flores
Kalimantan Barat Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur

UPKK Maju Bersama, Kab. Halmahera Barat, Kelompok Tani Argomulyo, Kab.
Prov. Maluku Utara Purworejo, Prov. Jawa Tengah
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Pupuk Organik

Pupuk Organik Cair/Pupuk Hayati Cair/Pupuk Organik
Padat/Pupuk Hayati Padat/Pembenah Tanah

Pengembangan pertanian di Indonesia dihadapkan pada permasalahan kualitas tanah
yang pada umumnya tergolong rendah dimana permasalahan tanah yang miskin hara
dan bahan organik, kemasaman tanah tinggi, dan sifat fisik tanah yang tidak mendukung
pertumbuhan tanaman. Pupuk organik dan hayati baik padat maupun cair berfungsi untuk
meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik,
kimia, dan biologi tanah.

Aplikasi pupuk organik berpengaruh terhadap perubahan sifat kimia tanah dan produksi
tanaman. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pupuk organik dapat
memperbaiki kesuburan tanah. Jenis komoditas pangan yang akan diberikan bantuan
saprodi ini bukan hanya padi saja tetapi termasuk tanaman sorgum, ubi kayu, dan

jagung.

Pada tahun 2021 dan 2022 telah dilaksanakan pengadaan saprodi mendukung
peningkatan produksi tanaman pangan dengan bantuan pupuk organik berupa Pupuk
Organik Cair (POC), Pupuk Hayati Cair (PHC), Pupuk Hayati Padat (PHP), Pupuk
Organik Padat (POP) dan Pembenah Tanah Organik Cair (PTOC). Melalui bantuan
pupuk organik tersebut didapatkan peningkatan produktivitas semula 4,67 ton/ha dari
rata-rata produktivitas lokasi bantuan menjadi 5,97 ton/ha atau terdapat peningkatan
sebesar 1,3 ton/ha yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Evaluasi Bantuan Pupuk Organik Tahun 2021 - 2022

Jnnis Dartuan Predisietivies {nha)
Tofien  Anggoron (Rpl  Froy Habs Quos Lokon X : . - -
roci{n)  PHe()  PHP (gl  PoP kgl PTOC () Sebehirm Sesadab Pesingkatan
2 IBEIZAESOOOL 22 I BIR3Gd  4DEIEE  AZTTOGE  BSRIOD
M7 FEETMGSIEO00 25 135 7483 4HIEE ZTRASE 14IB5E0  RAR4S AT 5.7 13
Telal 491,333 36E 000 18687295 EIS.243 GAI75.477 S42.80 1419830 E9.845

Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula kebutuhan pangan yang
harus disediakan. Oleh karena itu, pencapaian produksi pertanian yang terus dibarengi
dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi pemerintah c.q. Kementerian
Pertanian dalam peningkatan produksi pertanian khususnya tanaman pangan. Oleh
karena itu, peningkatan produktivitas perlu untuk ditopang oleh penyediaan sarana
produksi pupuk organik untuk menjaga keberlanjutan pertanian Indonesia.
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Sebagian besar tanah sawah di Indonesia telah jenuh pupuk kimia (kadar P dan K
sedang sampai tinggi) dan rendahnya pengembalian bahan organik tanah menyebabkan
populasi mikroba fungsional tersebut menurun. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya
untuk membantu peningkatan kesuburan tanah, keragaman dan populasi
mikroorganisme fungsional tanah tersebut dengan memberikan pupuk organik padat atau
cair.

Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau
bagian hewan, dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa,
berbentuk padat atau cair dan dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba
yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta
memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.

Masing-masing jenis pupuk organik padat dan cair memiliki kelebihan dan kekurangan
masing-masing. Kelebihan pupuk organik cair adalah mudah dibuat, tidak bulky, mudah
penyimpanan dan transportasinya serta aplikasinya. Kelemahannya adalah kadar hara
makro dan mikro kecil, maka diperlukan kecermatan pada waktu dan takaran aplikasi.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Pupuk Organik Cair/Pupuk Hayati Cair/Pupuk
Organik Padat/Pupuk Hayati Padat/Pembenah Tanah dialokasikan anggaran sebesar Rp.
536.497.069.000 di 26 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023
memberikan dampak seluas 1.786.413 ha dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
525.154.435.869 (97,89%).

Realisasi Kegiatan Pupuk Organik Cair/Pupuk Hayati Cair/Pupuk Organik Padat/Pupuk
Hayati Padat/Pembenah Tanah TA 2023

Aceh
(66.620 ha)
5 Kaltara
umut (2.095 ha)
(94.969 ha)

Sulbar

9 Kalbar (24.932 ha)
(58.616 ha)

Sulteng

Riau
(9.843 ha) (88.168 ha)

Kaltim
(6.615,5 ha)
Jambi

(25.789 ha) Papua

Bangka (6.333 ha)

Belitung
(13.517 ha)

Sumbar
(35.750 ha)

Bengkulu Kalsel
32.723 h:
{ L (38.150 ha)
Sumsel

(91.051 ha)

Sultra
Sulsel (43.999 ha)

(130.354 ha)

OPY

Jat
(216. 494 ha) NT|

satens (80. e ha) G A ha)

- (43 699 ha)
Lampung
(132.919,5 ha)

Banten
(68.511 ha)

(189. ,,2;‘ ha) (203.726 ha) Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran
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Pupuk Silika (SiO,)
Mendukung Produksi Tanaman Pangan

Pupuk Silika merupakan pupuk mikro yang berperan aktif membantu pertumbuhan pada
masa vegetatif. Pupuk silika sangat bermanfaat bagi tanaman padi. Salah satu manfaat
silika adalah memperkuat dinding sel tanaman sehingga ulat dan hama penghisap akan
mengalami kerusakan mulut ketika mencoba memakan tanaman yang sudah diberikan
silika. Aplikasi di masa vegetatif dan generatif untuk mencegah serangan hama sehingga
menghemat biaya pestisida. Selain memperkuat batang tanaman padi sehingga tahan
rebah, pupuk silika juga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen padi.
Pupuk silika merupakan pupuk yang mudah larut dan mengandung minimal 25% SiO2.

Metode pelaksanaan bantuan ini yaitu Direktorat Pupuk dan Pestisida melalui pengiriman
barang berupa pupuk mikro silika kepada kelompok tani/gapoktan/penerima bantuan
berdasarkan CPCL yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Pupuk Silika (SiO2) dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 56.619.927.000 di 10 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023
memberikan dampak seluas 201.919 ha dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
56.619.925.500 (100%).

Realisasi Kegiatan Pupuk Silika TA 2023

Sumut Gorontalo
(3.636 ha) (15.782 ha)

Sulbar
(15.178 ha)

Sulteng
(26.203 ha)

(] Sulsel (12.700 ha)
(32.142 ha) .
> 4 l&

Banten
(10.500 ha) ’
Jatim
NTB

(7.658 ha)
e (59.620 ha)
(18_503 ha) Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran
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Dekomposer

Mendukung Produksi Tanaman Pangan

Dekomposer berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak
langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan dan
kesehatan tanah. Pupuk hayati perombak bahan organik terdiri atas bentuk padat dan
cair. Menurut fungsinya dekomposer adalah pendekomposisi bahan organik. Kesuburan
fisik, kimia, dan biologi tanah yang optimal dibutuhkan untuk mengembalikan
produktivitas lahan kembali seperti semula dengan memberikan dekomposer dan pupuk
hayati dimana keduanya berperan sebagai pembangkit kehidupan tanah, penyubur tanah
dan penyedia nutrisi tanaman.

Dekomposer dibutuhkan untuk semua jenis tanaman di lokasi daerah intensifikasi. Fungsi
dekomposer adalah pendekomposisi bahan organik (dekomposer), sehingga fungsi ini
juga terdapat pada pupuk hayati disamping untuk meningkatkan efisiensi pemupukan,
kesuburan dan kesehatan tanah.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Dekomposer mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp. 19.486.080.000 di 5 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023
memberikan dampak seluas 67.376 ha dengan realisasi anggaran hingga akhir tahun
anggaran sebesar Rp. 19.485.922.600 (99,99%).

Realisasi Kegiatan Dekomposer TA 2023

Aceh
(8.500 ha

Sulut
(25.963 ha)

Bengkulu koo ha
(9.815 ha) ( )
C
® 4
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Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran
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Pupuk Magnesium (Mg)

Mendukung Produksi Tanaman Pangan

Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar.
Unsur hara makro ini terdiri dari unsur hara makro bebas yang ketersediaan sumbernya
tak terbatas di alam dan unsur hara makro terbatas yang ketersediannya sumbernya
terbatas dan sering dibutuhkan penambahan melalui pupuk. Unsur hara yang termasuk
dalam golongan unsur hara makro adalah Nitrogen (N), Phosfor (P), Kalium (K), Calsium
(Ca), Magnesium (Mg), dan Sulfur (S).

Unsur hara makro Magnesium (Mg) adalah unsur inti dari klorofil yang amat berperan
penting dalam fotosintesis. Gejala kekurangan Mg ditandai dengan warna hijau yang
tidak merata, terlihat lebih jelas pada daun yang tua karena Mg sebagai unsur yang
disalurkan ke bagian yang lebih memerlukannya. Selain zat hijau daun (klorofil),
Magnesium (Mg) juga memiliki peran dalam pembentukan karbohidrat, lemak dan
senyawa minyak untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Peran lainnya yang dimiliki
Magnesium (Mg) adalah sebagai unsur transportasi Phosfat di tanaman. Tanaman yang
kekurangan unsur hara makro akan menunjukkan gejala defisiensi dan pertumbuhan
tanaman tidak normal sehingga menyebabkan penurunan hasil produksi.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Pupuk Magnesium (Mg) dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 29.135.602.000 di 6 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023
memberikan dampak seluas 67.022 ha dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
29.127.739.000 (99,97%).

Realisasi Kegiatan Pupuk Magnesium TA 2023

Aceh
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(3.400 ha) Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran
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Asam Humat

Mendukung Produksi Tanaman Pangan

Asam humat adalah salah satu dari tiga bahan penyusun zat humat yang merupakan
komponen pembentuk humus. Humus itu sendiri adalah tanah yang memiliki tingkat
kesuburan tinggi yang terbentuk dari pelapukan bahan organik, seperti daun dan batang
pohon. Asam humat diperoleh melalui proses ekstraksi humus (humifikasi). Oleh karena
strukturnya terdiri dari campuran senyawa organik, maka asam humat memiliki
kemampuan untuk menstimulasi dan mengaktifkan proses biologi dan fisiologi pada
organisme hidup di dalam tanah. Hal ini menyebabkan asam humat bersifat lebih sebagai
soil conditioner (pembenah tanah).

Asam humat dapat memperbaiki sifat kimia, fisik, dan biologi tanah sehingga,
pengaplikasian asam humat dapat memperbaiki kondisi tanah yang sudah terdegradasi
dan meminimalisir kemungkinan kehilangan nutrisi dari pupuk organik akibat pencucian
atau penguapan. Selain itu, asam humat juga bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi
pemupukan karena dapat mengikat dan mengatur pelepasan hara sesuai kebutuhan
tanaman. Asam humat dibutuhkan untuk semua jenis tanaman, terutama di lahan yang
tanahnya masam yang berguna untuk meningkatkan pH tanah dengan ketentuan dosis 5
liter/ha.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Asam Humat dialokasikan anggaran sebesar Rp.
30.300.000.000 di 12 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023 memberikan
dampak seluas 115.801 ha dengan realisasi anggaran sampai akhit tahun anggaran
sebesar Rp. 30.284.004.000 (99,95%).

Realisasi Kegiatan Asam Humat TA 2023
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Herbisida

Mendukung Pengamanan Produksi
Tanaman Pangan dan Perkebunan

Dalam rangka menunjang program Kementerian Pertanian untuk pengamanan produksi
pertanian maka diperlukan sarana produksi yang dapat mendukung program tersebut
salah satunya yaitu herbisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma yang
mengganggu tanaman budidaya. Berdasarkan mekanisme kerjanya, herbisida dapat
dibedakan menjadi herbisida kontak dan herbisida sistemik. Herbisida kontak bekerja
dengan cara mengganggu proses fotosintesis sehingga gulma yang terkena herbisida
kontak akan langsung mati. Sementara itu, herbisida sistemik bekerja dengan cara
mengganggu enzim yang berperan dalam pembentukan asam amino dan menyebar ke
seluruh jaringan sehingga gulma akan mati sampai ke akar-akarnya. Herbisida
diaplikasikan pada gulma pra tumbuh dan purna tumbuh. Bantuan saprodi herbisida
bertujuan untuk membantu petani pada saat persiapan lahan pertanian.

Bantuan ini bersifat stimulan kepada gapoktan/poktan dengan lokasi yang telah
diverifikasi. Dosis yang diberikan disesuaikan dengan harga herbisida dan ketersediaan
anggaran. Apabila rekomendasi dosis dari merek herbisida yang digunakan sebagai
bantuan belum terpenuhi, maka penerima bantuan dihimbau untuk memenuhi secara
swadaya. Kisaran dosis untuk herbisida yaitu 3-4 liter/ha.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Herbisida telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.
40.272.000.000 di 9 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023 memberikan
dampak seluas 211.260 ha dengan realisasi anggaran sampai akhit tahun anggaran
sebesar Rp. 40.035.527.000 (99,41%).

Aceh
(27.650 ha) Realisasi Kegiatan Herbisida TA 2023
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Pestisida Alami

Mendukung Pengamanan Produksi
Tanaman Pangan

Peranan pestisida dalam upaya penyelamatan produksi pertanian dari gangguan gulma,
hama dan penyakit tanaman masih sangat besar. PHT atau Pengendalian Hama Terpadu
adalah sebuah wupaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme
pengganggu tumbuhan (OPT) dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik
pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk mencegah timbulnya
kerugian secara ekonomi dan kerusakan lingkungan hidup.

Informasi Kerugian Kehilangan Produksi Akibat OPT

Berdasarkan data dari Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan
(BBPQOT) Jatisari, prakiraan serangan OPT utama pada tanaman padi di Indonesia pada
musim kemarau (MT Apr 2022 - Sep 2022) yaitu sebagai berikut.

RASIO KEJADIAN
SERANGAN OPT THD

RAMALAN SERANGAN KEJADIAN SERANGAN

OPT MT 2022 (HA) OPT 2022 (HA) RAMALAN (%)
1 PBP 63.661 35.543,22 55.80
2 WBC 22.189 12.825,49 57.80
3  Tikus 61.964 28.787,62 46.50
4  Tungro 3.999 14.356,91 359.00
5 Blas 21.870 12.431,87 56.80
6 BLB 28.408 18.641,37 65.60
Total 202.091 122.586,50 60.70
116 e amenterian persanian Repuni Indonedia @



Berdasarkan hasil evaluasi yang disajikan pada tabel tersebut, diketahui bahwa kejadian
luas serangan OPT Utama Padi pada MT 2022 (April-September) secara nasional adalah
seluas 122.586,5 ha atau sebesar 60,7% dari luas prakiraannya yaitu 202.091 ha.
Kejadian serangan hama PBP adalah 35.543,22 ha, kejadian serangan hama WBC
seluas 12.825,49 ha, kejadian serangan hama tikus 28.787,62 ha, kejadian serangan
tungro 14.356,91, kejadian serangan blas 12.431,87 ha dan kejadian serangan BLB
adalah 18.641,37 ha. Kejadian serangan OPT padi yang melebihi angka ramalan (di atas
100%) adalah serangan tungro. Dengan adanya data ramalan tersebut, kejadian
serangan OPT pada tanaman padi pada tahun 2023 dapat ditekan salah satunya
pengendalian OPT dengan ramah lingkungan (pengendalian hayati) diantaranya
pengendalian pestisida alami.

Pestisida sebagai salah satu teknik pengendalian yang diaplikasikan apabila telah
mencapai batas ambang ekonomi. Penggunaan pestisida alami dinilai aman terhadap
pengguna dan lingkungan karena terbuat dari bahan-bahan alami. Selain itu juga,
pestisida alami minim residu pada komoditas yang diaplikasikan. Pestisida alami juga
dapat mencegah serangga memakan tanaman, menghambat reproduksi serangga,
mengacaukan sistem hormon di dalam tubuh serangga, dan mengendalikan
pertumbuhan jamur dan bakteri.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Pestisida Alami telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 54.418.000.000 di 8 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023
memberikan dampak seluas 26.190 ha dengan realisasi anggaran sampai akhit tahun
anggaran sebesar Rp. 54.405.168.000 (99,98%).

Realisasi Kegiatan Pestisida Alami TA 2023
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Kebijakan Tatakelola

Pupuk Bersubsidi

Dana subsidi pupuk tahun 2023 sesuai dengan DIPA BUN Subsidi Pupuk TA 2023 Tanggal 03
Januari 2023 sebesar Rp. 25.276.635.119.000, kemudian direvisi dengan DIPA Tanggal 13 Desember
2023 menjadi sebesar Rp. 41.645.132.425.000 kemudian direvisi dengan DIPA Revisi ke 02 tanggal
22 Desember 2023 menjadi sebesar Rp. 42.602.791.364.000.

Kegiatan Pupuk Bersubsidi memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 26.234.294.058.000 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 25.689.631.739.038 (97,92%). Kegiatan Pupuk Bersubsidi memiliki
target awal sejumlah 7.856.951 ton. Namun dalam perkembangannya, harga produksi pupuk
mengalami kenaikan sehingga terdapat target penyesuaian berdasarkan alokasi anggaran yaitu
sejumlah 6.050.056 ton. Kegiatan ini pada tahun 2023 dapat terealisasikan sejumlah 6.120.169 ton
(101,15%) dengan rincian jenis pupuk sebagai berikut.

e Kegiatan penyaluran Pupuk Urea memiliki target awal sejumlah 4.642.703 ton dan target
penyesuaian anggaran sejumlah 3.701.928 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi sejumlah 3.655.133
ton (98,73%).

e Kegiatan penyaluran Pupuk NPK memiliki target awal sejumlah 3.100.215 ton dan target
penyesuaian anggaran sejumlah 2.304.388 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi sejumlah 2.429.128
ton (105,41%).

o Kegiatan penyaluran Pupuk NPK Formula Khusus memiliki target awal sejumlah 114.033 ton dan
target penyesuaian anggaran sejumlah 43.740 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi sejumlah 35.907
ton (82,09%).

Realisasi Keuangan Pupuk Bersubsidi TA 2023

Uraian DIPA (Rp) Realisasi (Rp) %
Urea 11.670.389.795.000 11.543.520.032.814 98,91
NPK 14.351.997.693.000 13.946.265.377.725 97,17
NPK Formula Khusus 211.906.570.000 200.086.328.499 94,42
Jumlah Subsidi Pupuk TA 2023 26.234.294.058.000 25.689.631.739.038 97,92
Kurang Bayar Subsidi Pupuk TA 2022 16.368.497.306.000 16.367.818.320.584 99,99
Jumlah 42.602.791.364.000 42.057.450.059.622 98,72

Penyaluran Pupuk Bersubsidi per Jenis Pupuk Tahun 2023

Alokasi Penyesuaian

Uraian Alokasi Awal (Ton) Anggaran (Ton) Realisasi (Ton)
Urea 4.642.703 3.701.928 3.655.133 98,73
NPK 3.100.215 2.304.388 2.429.128 105,41
NPK Formula Khusus 114.033 43.740 35.907 82,09
Jumlah 7.856.951 6.050.056 6.120.169 101,15
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Pengembangan Sistem

Pupuk Bersubsidi

Pembayaran atas penyaluran pupuk bersubsidi yang berbasis data eAlokasi menjadi
perhatian para auditor seperti Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK. Dengan demikian,
apabila tidak dilakukan upaya perbaikan tata kelolanya maka tujuan penyaluran pupuk
bersubsidi tepat sasaran sulit dilakukan. Dalam upaya perbaikan tata kelola pupuk
bersubsidi, maka terus dilakukan pengembangan untuk beberapa sistem baik dalam
perencanaan seperti eRDKK dan eAlokasi maupun penyaluran seperti T-Pubers, iPubers,

\ @ Rekan'

e-RDKK e-Alokasi T-Pubers I- Pubers Rekan e-Verval

2~  Sistem eRDKK dan eAlokasi

: :9 Berdasarkan rekomendasi dari Ombudsman dan Tim Satgasus Pencegahan
Korupsi Mabes Polri Rl bahwa penghimpunan usulan kebutuhan pupuk
bersubsidi melalui sistem eRDKK masih perlu dilakukan sehingga untuk
tahun 2024 mekanisme pengusulan pupuk bersubsidi tetap botffom up yang
diawali dengan penginputan data usulan kebutuhan pupuk bersubsidi oleh
Tim Admin Kecamatan melalui sistem eRDKK yang kemudian diverifikasi
dan divalidasi secara berjenjang sampai pengesahan Kepala Dinas. Adapun
kriteria petani dan jenis pupuk yang diusulkan masih mengacu pada
Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Petani harus terdaftar dalam Simluhtan
yang terintegrasi dengan Dukcapil. Sosialisasi terkait penginputan eRDKK
dilakukan secara online pada Tanggal 3 November 2023 dan offline pada
Tanggal 8 s/d 10 November 2023 di Hotel Swissbelcouth Bogor, Jawa Barat.
Batas waktu penginputan eRDKK dilakukan pada Tanggal 3 November s/d 5
Desember 2023 dan diperpanjang sampai dengan Tanggal 15 Desember
2023. Tatacara penginputan eRDKK tahun 2024 hampir sama dengan
penginputan eRDKK tahun 2023.
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Setelah Kepmentan Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tentang Penetapan
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2024 terbit, untuk mekanisme alokasi dilakuan secara top down yang
dihitung secara proporsional dan disesuaikan dengan alokasi Nasional dimana
data alokasi tersebut berada dalam sistem eAlokasi. Setiap provinsi akan
menindaklanjuti dengan menerbitkan SK Gubernur dan kabupaten/kota akan
menindaklanjuti dengan menerbitkan SK Bupati/Walikota.

Mekanisme Penetapan Alokasi melalui sistem e-Alokasi
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& Mpmantarisn mmnpan

EE;:I ..... :q: ---------------------- , Famitazan aloka por 5K buberwr IE Bupat Wikt
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<~  Integrasi Kartu Tani dengan T-Pubers

b :f Integrasi data antara kartu tani dengan T-Pubers merupakan salah satu
rekomendasi BPK RI. Pada awal tahun 2023 integrasi data kartu tani dengan T-
Pubers sudah dilakukan. Integrasi yang dilakukan adalah integrasi terhadap
transaksi, kartu tani digunakan hanya untuk petani/NIK yang sudah pernah
melakukan transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu
Tani/Kartu Tani Digital pada tahun 2022 (data bersumber dari Bank), dimana
NIK dimaksud akan di blokir dan tidak dapat melakukan penebusan pupuk
bersubsidi menggunakan KTP. Bagi petani yang belum pernah melakukan
penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani dapat melakukan
transaksi penebusan menggunakan KTP. Sedangkan untuk integrasi stok akan
dilakukan pada tahun 2024.
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2~  Sistem T-Pubers, iPubers, REKAN dan eVerval

" 3 Untuk tahun 2023, sistem penyaluran seperti T-Pubers, REKAN dan eVerval
tidak mengalami pengembangan, hanya ada penambahan sistem untuk metode
penebusan dengan menggunakan iPubers yang diberlakukan piloting untuk 3
(tiga) provinsi, yaitu : Provinsi Riau, Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan
mulai pada bulan Juni 2023 dan piloting diperluas menjadi 6 (enam) provinsi
dengan tambahan Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi
Tenggara mulai pada bulan September 2023. Untuk tahun 2024, rencananya
penebusan dengan KTP hanya menggunakan 1 (satu) sistem yaitu iPubers.

Tata Cara Login Pemindaian KTP Petani pada
Aplikasi i-Pubers Aplikasi i-Pubers
|| @ |
[ —= ]
———
Proses Penginputan Transaksi dan Cara Mengecek Stok Pupuk
Pengunggahan Dokumentasi Bukti Transaksi Bersubsidi di Aplikasi iPubers

[y p— P — - =T

] |. —————

Tata Cara Mengecek Alokasi Petani
yang Ada di Dalam Kios

l'___q.'q
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Verifikasi dan Validasi Penerima

Pupuk Bersubsidi

Kegiatan Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Diverifikasi dan Divalidasi merupakan
fasilitasi dalam rangka pengelolaan pupuk bersubsdi di daerah mulai dari tingkat provinsi
sampai tingkat kecamatan yaitu Penetapan penerima pupuk bersubsidi diperlukan setiap
tahun, karena alokasi pupuk bersubsidi tergantung ketersedian anggaran yang ditetapkan
oleh kementerian keuangan. Setelah pagu ditetapkan Kementerian Pertanian
menetapkan alokasi per provinsi melalui Kepmentan, selanjutnya Gubernur mennetpakan
alokasi per Kabupaten/Kota, selanjutnya lagi Bupati/Walikota menetapkan SK Alokasi per
per kecamatan dan per petani. Berdasarkan data e-Alokasi Pupuk Bersubsidi tahun 2023
jumlah petani yang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sejumlah 15.067.191 orang,
yang tersebar di 5.931 kecamatan di 480 Kabupaten/Kota di 33 Provinsi dengan realisasi
sebagai berikut.

12,396.247 33 PROVINSI
L0 A 06 RS ATt \ iﬁ*g .

\3
PUPUK BERSUBSIDI -~

-

Kriteria penerima pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 10
Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Sektor Pertanian. Menurut peraturan tersebut, pupuk bersubsidi diperuntukan
bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor:

« Tanaman Pangan dengan komoditas padi, jagung, kedelai.
o Hortikultura dengan komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, dan/atau
+ Perkebunan dengan komoditas kopi, tebu rakyat, kakao.

Adapun luas lahan yang diusahakan oleh petani paling luas 2 (dua) hektare setiap musim
tanam dan diutamakan petani kecil yang melakukan usaha tani dengan lahan paling luas
0,5 hektare.
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Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim verifikasi dan
validasi kecamatan dan pusat. Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk
bersubsidi secara singkat sebagaimana gambar di bawah ini.

Verifikasi, Validasi, Penyaluran dan Pembayaran Pupuk Bersubsidi

Hasil Verifikasi DJA: niey meinbui T-Hmr:ﬂm clomatis

Laporan sistorm eVerval
il Data Penyaluran PPK Kpa 8 - Ak pacs. Buam ¢

*6
Tim Verval - 5 @ E. tmnggal 2-10 setiap bulan (cok form
Pusat "B - * - PIRC panabusan dan sampling lapangan)
5 4 3 7 3. PT. PIHC melakukan penagihan submidh
—_————— l berdasarken data peryaluran yang
Eebagai Lapamrq :pu:mnmmmm
|+ Kadis Prop | Dashboard Bank 4. KPA memarintahian PPK untuk

2 | E PETANI Kariu Tani dokuman mmﬂﬁm

| - Kadis Kab w ;

2772 23e ¢ TR Andk | | s i e
Tim Verval Ty
Kecamatan

) Sorifionsi dokumen BA
Untuk memastikan Isi form/fe. KTP PETANI

patani yang 8. KPAmengusulkan pembayaran ko DJA
menebus pupuk " Kamnteran Keuangan

bersubsidi
e /me0 DATA

Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi perlu dilakukan agar penyaluran
pupuk bersubsidi ke tingkat petani dapat terpantau. Adapun wilayah sampling verifikasi
lapangan sebagai berikut.

Wilayah Sampling Verifikasi Lapangan Tahun 2023

Aceh
Kaltara

Gorontalo

. Sulut Maluku Utara
Sulteng

Kaltim

'\ L o)
"an ® o

° Ty,

Bengkulu

Sulsel s ’

""-:' '

Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran

Jabar Jateng
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Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran
Pupuk dan Pembenah Tanah

4~  Permohonan Pendaftaran Pupuk dan Pembenah Tanah

b :g Proses pelayanan pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah
tanah selama tahun 2023 telah menerbikan 484 nomor pendaftaran dalam
Surat Keputusan (SK) Persetujuan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian secara online dengan rincian sebagai berikut.

SK Pengalihan Nomor Pupuk SK Perubahan
442 Organik, Hayati dan 18 Nomor
Pembenah Tanah Kemasan
6 SK Pengalihan Nomor 4 SK Perubahan
Pendaftaran Warna

SK Perubahan Nama

14 Dagang

Proses pelayanan pendaftaran pupuk anorganik sepanjang tahun 2023 telah
diterbitkan telah diterbitkan 857 nomor pendaftaran dalam Surat Keputusan (SK)
Persetujuan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara online
dengan rincian sebagai berikut.

SK Pendaftaran Nomor SK Perubahan
647 Pupuk Organik 41 Nomor Kemasan
SK Pengalihan Nomor SK Perubahan
47 Pendaftaran 40 Produsen
SK Perubahan Nama SK Perubahan
43 Dagang 12 Warna

Selain SK nomor pendaftaran, telah diterbikan juga surat

izin pesanan formula khusus pupuk anorganik sebanyak 703
703 surat izin dari Direktur Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian.
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=~  Supervisi dan Monitoring Evaluasi Pelayanan
g Pendaftaran Pupuk dan Pembenah Tanah

Kegiatan ini dilaksanakan ke lembaga uji yang bertujuan memantau proses
pengujian mutu maupun efektivitas yang sedang berlangsung serta kesiapan
lembagaa uji tersebut untuk menerima pengujian. Sebagian besar lembaga uji
yang dikunjungi telah melaksanakan pengujian sesuai dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2017 untuk pupuk anorganik dan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 untuk pupuk organik, pupuk hayati dan
pembenah tanah. Lembaga uji yang dikunjungi adalah lembaga uji yang tertera
di Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318/Kpts/OT.050/5/2018, Nomor
261/KPTS/SR.310/M/4/2019 dan Nomor 262/KPTS/SR.310/M/4/2019. Lembaga
uji tersebut diantaranya adalah BPTP NTB, BPTP DIY, Sucofindo Kalimantan
Tengah, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Padjajaran.

=~  Pertemuan Tim Teknis Pelayanan Pendaftaran Pupuk
g dan Pembenah Tanah

Kegiatan pertemuan tim teknis pelayanan pendaftaran pupuk dan pembenah
tanah rutin dilakukan dengan agenda utama penyusunan draft revisi kepmentan
Nomor 209/Kpts/SR.320/3/2018 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk
Anorganik. Dalam rangka mendukung penyusunan draft tersebut juga dilakukan
pertemuan Forum Group Discussion (FGD) sebanyak 2 kali membahas tentang
dinamika pupuk nano dan tentang penyusunan persyaratan teknis minimal untuk
pendafatran pupuk nano. Pertemuan FGD dilakukan dengan mengundang
prakatisi pupuk nano dari IPB, UGM dan BRIN dengan tujuan mendapatkan
masukan terhadap draft revisi kepmentan tentang persyaratan teknis minimal
pupuk dan pembenah tanah untuk pupuk nano. Kegiatan tersebut dilaksanakan
di Hotel Aston Priority Simatupang Jakarta dan Hotel Santika Premiere
Yogyakarta. Setelah FGD dan tim teknis melakukan pertemuan rutin kembali
untuk memfinalkan draft kepmentan yang baru kemudian dilaksanakan
sosialisasi kepada Asosiasi Produsen Pupuk dan Pembenah Tanah yaitu
Cropcare dan Croplife di Hotel Alana Sentul Bogor.
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Fasilitasi Pendaftaran
Pestisida

Pendaftaran pestisida merupakan salah satu bagian dari pengelolaan pestisida yang
bertujuan untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida melalui proses
evaluasi atau kajian ilmiah yang didasarkan pada efektivitas dan keamanan lingkungan.
Karena sifat pestisida yang berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan dan keanekaragaman hayati, menyebabkan resistensi, resurjensi, timbulnya
hama baru serta gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, pestisida
harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Untuk itu, pendaftaran pestisida merupakan
kegiatan penting dalam pengelolaan pestisida.

Dalam rangka meningkatkan pelayanaan perizinan yang efektif, efisien dan transparan,
guna mendukung kelancaran dan kecepatan di bidang perizinan kepada pelaku usaha,
maka sejak bulan November tahun 2014 proses pendaftaran pestisida dilakukan secara
online melalui http:/perizinan.pertanian.go.id.

th..

P ﬂuﬂﬁ =

perizinan.pertanian.go.id

Kegiatan pendaftaran pestisida untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida
dilakukan melalui beberapa tahap yang meliputi penyerahan dokumen persyaratan
administrasi, teknis dan lainnya, pemeriksaan, penilaian dan evaluasi dokumen oleh Tim
Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida dan evaluasi pendaftaran oleh Komisi Pestisida
melalui rapat pleno sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam penerbitan nomor
pendaftaran dan izin pestisida.

® @ ® ®
Penyerahan Penilaian dan Evaluasi Pendaftaran  Keputusan Menteri
Dokumen Evaluasi Dokumen oleh Komisi Pestisida Pertanian tentang
Persyaratan oleh Tim Teknis Pendaftaran dan lzin
Administrasi Evaluasi Pendaftaran Pestisida

Pestisida
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Tim Teknis
Pestisida

Dalam menetapkan kebijakan pestisida, Menteri Pertanian dibantu oleh Komisi Pestisida
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 309/Kpts/OT.050/4/2018
tentang Komisi Pestisida. Peraturan tersebut menetapkan pula Tim Teknis Evaluasi
Pendaftaran Pestisida yang anggotanya terdiri dari perguruan tinggi IPB, ITB, Ul, UGM,
LIPI dan Litbang Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pertanian.

<~  Rapat Tim Teknis

" :g Pada tahap awal evaluasi dokumen pendaftaran pestisida dilakukan oleh Tim
Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida melalui rapat Tim Teknis Evaluasi
Pendaftaran Pestisida. Tugas Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida yaitu
menyiapkan bahan evaluasi data teknis/informasi dalam rangka pendaftaran
serta melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan pendaftaran pestisida
dan pestisida yang telah terdaftar/telah mendapat izin Menteri Pertanian. Selain
itu, Ketua Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan
wajib melaporkan kepada Ketua Komisi Pestisida. Ketua Komisi Pestisida dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada
Menteri Pertanian.

Rapat Evaluasi Tim Teknis dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sepanjang
tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Evaluasi Tim Teknis Pestisida TA 2023

Keterangan Periode | Periode ll Periodel lll Periode IV
& (31Januari2023) (16 Mei2023) (12 Agustus 2023) (14 November 2023)

Pestisida yang
1. |dievaluasi padarapat 12 26 36

pleno sebelumnya
2. |Tetap baru 119 113 125 143
3. |Tetap ulang 340 219 197 274
4. Bahan Teknis 90 84 81
5. Ekspor 17 13 7
6. Pendaftaran perluasan 10 11 16 13

penggunaan
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Komisi
Pestisida

Hasil dari evaluasi rapat Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida direkomendasikan
untuk dievaluasi kembali pada Rapat Pleno Komisi Pestisida. Pelaksanaan Rapat Pleno
Komisi Pestisida telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sepanjang tahun 2023,
yaitu:

4~  Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode |

" :i Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode | Tanggal 15 Februari 2023 di Ruang
Rapat Ditjen PSP Gd. D Lantai 8.

Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode | TA 2023

Hosl Keputuson Rapat Feno Komisi Pestisida

Diterirmo Ditunda Ditod o

L Telop Do L} L. 2
2. Telop uhang 351 4]

durmiah kin Tetap A6 [ i
4 Bohboors feeris Bom Ak
4. Hobon Texnits uiong 5

durnloh lzin Totap Baban Tekris 7 L] =
5. Hedpss Do ¥
B Ekspaw ulang L

durnioh lzin Tetap Bxspor {1 - -
1. Pandofimran parducien panggurac i

B, djn Fercoboon Bahan skt Beng

(=]

Rapat Pleno Komisi Pestisida memutuskan izin pemasukan Novacrid yang
berbahan aktif agens hayati M. Acridum oleh FAO yang bekerjasama dengan
Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan untuk mengendalikan hama belalang
kembara Locusta migratoria harus dilengkapi dengan kejelasan molekuler dari
M. Acridum, reaksi alergi, keamanan hewan air, polinator (serangga penyerbuk),
dosis Novacrid. Menggunakan rancangan 3 dosis perlakukan Novacrid, fipronil
(pestisida sintetik) dan kontrol, pengaruh terhadap belalang bertanduk panjang
serta serangga lain.
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4~  Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode Il

" :# Rapat Pleno Komisi Pestisida periode Il Tanggal 7 Juni 2023, di ruang rapat
Ditjen PSP Gedung D lantai 8.
Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode Il TA 2023

Haeil Kaputusen Fmpo Plenc Kemlel Peetizida

i Ditewima Bitcirela Bilmlak
I Tetap bau 104 13 |
2. Tetop ukarg 208 4]
Juimdah lzn Telop 418 13 1
4. Bahan Ieimis bame 41 4] |
4 BEahan Takniz uiong ] 2 -
Jumdah lzin Tetap Bahan Teknls Bl F ) I
3 kimpar bani 1

§ Eispar uiorg Il

Junndah lzin Tetop Ekspor L - -

. Pendaftarn perunson pengounaan g 2

. 1jin Persobaan Baban Akl Ban 1 1

Arahan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Ketua Komisi
Pestisida yaitu sebagai berikut.

« Perlu diperhatikan importasi bahan aktif pestisida yang berasal dari agens
hayati. Bahan aktif yang masuk untuk penelitian agar didiskusikan dengan
KLHK dan Badan Karantina Pertanian.

e Perlu optimalisasi tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
Pusat maupun Propinsi dan Kab/Kota sehingga tidak terjadi kekeliruan
dalam pemberian ijin tetap.

o Ekspor produk pertanian masih terkendala dengan ditemukannya residu
pestisida melebihi ambang batas maksimal residu (BMR) pada komoditas
yang diekspor. Direktorat Jenderal Teknis (Tanaman Pangan, Hortikultura,
Perkebunan dan Peternakan) harus meningkatkan pengamanan produk
pertanian dari residu pestisida.

o Pelaku usaha diharapkan dapat mengambil bagian dan ikut mengevaluasi
produknya agar residu pestisida tidak melebihi ambang batas toleransi.
Selain itu juga mengawasi agar penggunaan pestisida oleh petani tidak over
dosis/sesuai aturan.

« Penggunaan pestisida perlu kehati hatian dan sesuai dengan prinsip PHT.
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4~  Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode Ill

" :g Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode lll pada Tanggal 30 Agustus 2023, di
Ruang Rapat Ditien PSP Gd. D Lantai 8.
Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode Il TA 2023

Hasll Keputusan Rapat Mene Kamlsi Pestizida

Me LAlATangan
Bt en Bituindio Bitalak
I Tetap ban FI7 ]
2. Tetop uking 186 1
Jurmdah Izin Tetap pLF4 | [ -
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4 Banan Teknis ukang g 3 2
Jumdah izin Tetop Bahan Teknis 12 a 2
5 I't":'-F!-\.'II' Esrara
3 Ekspor wiarg
Jumniah Izin Tetap Ekspor 7 - =

7. Pandafone pefiucson panpgueoan 16 |

&, Ajire PerColsoan Baraan Akl Bar

Pembahasan Rapat Pleno ini yaitu sebagai berikut.

¢ Informasi dari Direktorat Perlindungan Perkebunan, bahwa pestisida merk
ANVIL 50 SC dari Syngenta Indonesia dengan bahan aktif heksakonazol
(hexaconazole): 50 g/l telah dikembangkan bukan hanya untuk komoditas
cabai, tetapi juga untuk karet untuk penyakit gugur daun karet.

* Penolakan ekspor komoditas perkebunan karena tercemar pestisida antara
lain komoditas kopi yang ditolak Jepang dan kakao yang ditolak USA. Maka
telah dibentuk Tim gabungan antara Badan Karantina Pertanian dan Ditjen
Perkebunan. Terkait dengan residu pestisida, bahwa masing masing negara
mempunyai kriteria tingkat residu yang berbeda, misal antara negara Jepang
dan USA. GAP negara Jepang lebih ketat dibanding USA dalam hal residu.

o Metil Bromida yang beredar lebih banyak daripada yang diijinkan oleh
Kementerian Pertanian.

o Terkait bahan aktif Etilen Oksida perlu dilakukan pengawasan oleh Badan
Karantina Pertanian terkait fumigasi menggunakan EtO. Badan Karantina
Pertanian dapat memblokir bila diketahui produk pertanian difumigasi
dengan EtO, karena EtO dilarang digunakan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian |
13 O Kementerian Pertanian Republik Indonesia



4~  Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode IV

: J Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode IV Tanggal 1 Desember 2023 di Ruang
Rapat Ditjen PSP Gd. D Lantai 8.
Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode IV TA 2023

Haeil Kepulusan Ropot Plens Komlsl Pestizida
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<~  Rapat Tim Teknis Evaluasi I1zin Percobaan

\ i Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode IV Tanggal 1 Desember 2023 di Ruang
Rapat Ditjen PSP Gd. D Lantai 8.
Hasil Keputusan Rapat Pleno Komiisi Pestisida Periode IV TA 2023

Haeil Koputusan Ropot Pleno Komlel Pestizida
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Tim Teknis
Evaluasi I1zin Percobaan

=~  Rapat Tim Teknis Evaluasi Izin Percobaan

?g e Rapat izin percobaan pestisida periode Januari dilaksanakan pada Tanggal
21-25 Januari 2023 di Hotel Avenzel, Bekasi. Pendaftaran izin percobaan
pestisida yang sudah dievaluasi sebelumnya 31 merek dan pendaftaran izin
percobaan pestisida baru 111 merek.

e Rapat izin percobaan periode Februari dan Maret 2023 yang dilaksanakan
pada tanggal 14-15 Maret 2023 di Hotel The 101 Bogor. Pendaftaran izin
percobaan pestisida yang sudah dievaluasi sebelumnya 85 merek dan
pendaftaran izin percobaan pestisida baru 82 merek.

e Rapat izin percobaan periode April dilaksanakan pada Tanggal 9-10 Mei
2023 di The Alana Hotel & Conference Center, Sentul. Total produk yang
dievaluasi sebanyak 138 merek yang terdiri dari produk yang dievaluasi
terdiri dari pendaftaran izin percobaan pestisida yang sudah dievaluasi
sebelumnya sebanyak 48 merek dan pendaftaran izin percobaan pestisida
baru sebanyak 90 merek.

o Rapat izin percobaan periode Juni dilaksanakan pada Tanggal 26-28 Mei
2023 di The Margo Hotel, Depok. Total produk yang dievaluasi sebanyak
118 permohonan terdiri dari 47 merek permohonan yang telah dievaluasi
pada periode berikutnya dan 71 merek produk permohonan izin percobaan
baru.

e Rapat izin percobaan periode Juli 2023 dilaksanakan pada Tanggal 1-2
Agustus 2023 di Hotel Swiss-Belinn, Bogor.

o Rapat izin percobaan periode Agustus 2023 dilaksanakan pada Tanggal 12-
13 September 2023 di Hotel Avenzel, Bogor.

» Rapat izin percobaan periode September 2023 dilaksanakan pada Tanggal
12-13 oktober 2023 di Royal Padjajaran, Bogor. Bahan rapat terdiri dari 25
merek yang sudah dievaluasi pada periode sebelumnya dan 73 merek izin
percobaan baru, sehingga total ada 98 merek.

» Rapat izin percobaan periode Oktober 2023 dilaksanakan pada Tanggal 20-
21 November 2023 di Hotel Avenzel, Bekasi. Bahan rapat terdiri dari 31
(merek yang sudah dievaluasi pada periode sebelumnya dan 111 merek izin
percobaan baru.

e Rapat izin percobaan periode November 2023 dilaksanakan pada Tanggal
13-14 Desember 2023 di Hotel Grand Savero, Bogor.
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Pengawasan

Pupuk dan Pestisida

Pengawasan pupuk dan pestisida dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan
monitoring serta evaluasi penyaluran pupuk dan pestisida, pengambilan sampel pupuk
dan pestisida, pengujian sampel di laboratorium uji mutu pupuk dan pestisida,
pengawasan pupuk dan pestisida beredar di tingkat produsen/distributor/kios dan

koordinasi dengan instansi terkait.

78 o 76 <

pengambilan serta pengawasan pestisida Realisasi keuangan Kegiatan Fasilitasi
analisa sampel dengan pengambilan dan

analisa sampel pestisida
puPUK sebanyak sebanyak 76 sampel

sampel  (108,51%)

Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebesar Rp.
1.055.386.896 (80,50%) dari anggaran tersedia
sebesar Rp. 1.311.040.000.
b11 ,42%)

alam rangka meminimalkan terjadinya penyimpangan pengadaan, penyaluran dan
penggunaan pupuk baik subsidi maupun non subsidi, telah dibuat regulasi yang mengatur
hal tersebut. Untuk pengawasan pupuk antara lain telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, sedangkan
untuk operasionalnya diatur/dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor
237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan
Penggunaan Pupuk An-Organik; Permentan Nomor 36/Permentan/SR.140/10/2017
tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun
2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
sedangkan pupuk bersubsidi diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk
Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; MoU antara Departemen Perdagangan,
Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian dan Kementerian BUMN dengan
Kepolisian Negara dan Kejaksaan Agung tentang Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan
dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, dan Permendag Nomor 04 Tahun 2023 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sedangkan
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA. 2021
diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022.
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Sumbar

Sumsel

Pelaksanaan Pengawasan Pupuk

Pelaksanaan pengawasan pupuk pada tahun 2023 adalah pembinaan ke kios pupuk
dan pestisida, pengambilan sampel pupuk beredar, pembinaan dan pengawasan ke
produsen pupuk pesanan khusus, pemeriksaan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi
baik yang diajukan oleh produsen maupun dokumen yang terdapat di kios pengecer
serta melakukan sampling penerima pupuk subsidi di tingkat kelompok tani/petani.
Untuk sampel fisik pupuk vyang diambil dilakukan pengujian mutu di
laboratorium/lembaga uji yang terakreditasi maupun yang ditunjuk oleh Kementerian
Pertanian.

Pengawasan Pupuk dilakukan dengan tahapan pengecekan sebagai berikut:
* Pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian lokasi pabrik
e Pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian produk
e Pemeriksaan kapasitas produksi
e Pemeriksaan stock fisik barang di gudang
e Pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian jumlah produksi
e Laporan penyetoran pajak (faktur pajak) untuk formula khusus
e Pengambilan sampel pupuk untuk dilakukan uji mutu

Monitoring dan pengawasan pupuk dilakukan di propinsi di Indonesia yaitu Kalimantan
Tengah (Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Kapuas), Sulawesi Selatan (Gowa), Jawa
Barat (Sumedang, Cirebon), Sumatera Utara (Deli Serdang, Serdang Bedagai), Jawa
Timur (Mojokerto, Ponorogo, kota Surabaya, Sidoarjo), Sumatera Barat (kota Padang,
Agam, Padang Pariaman), Nusa Tenggara Barat (Lombok Tengah, Lombok Timur),
Banten (Pandeglang), Papua (Sorong), Nusa Tenggara Timur (kota Kupang, kabupaten
Kupang), Sumatera Utara (Tapanuli Utara), Sumatera Selatan (Ogan Komering lIr) dan
Jawa Tengah (Kab. Brebes)

Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Pupuk TA 2023

Sulsel

C . -
e ’:BP‘?IJ’

9

Banten

Jabar Jateng
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Sumbar
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Pelaksanaan Pengawasan Pestisida

Pelaksanaan pengawasan pestisida pada tahun 2023 adalah pembinaan ke kios pupuk
dan pestisida, pengambilan sampel pestisida beredar, pembinaan dan pengawasan ke
produsen pestisida, pemeriksaan dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB)/Bill of
Lading (BL) pada pemasukan barang impor melalui post border dan pemeriksaan
laporan pemegang nomor pendaftaran terkait pelaksanaan pelatihan pestisida terbatas,
serta pemeriksaan laporan produksi pestisida. Untuk sampel fisik pestisida yang diambil
dilakukan pengujian mutu di laboratorium/lembaga uji yang terakreditasi maupun yang
ditunjuk oleh Kementerian Pertanian.

Pengawasan Pestisida dilakukan dengan tahapan pengecekan sebagai berikut:
¢ Pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian lokasi pabrik
e Pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian produk
¢ Pemeriksaan kapasitas produksi
¢ Pemeriksaan stok fisik barang di gudang
¢ Pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian jumlah produksi
e Pemeriksaan Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pestisida Terbatas
e Pemeriksaan Laporan Produksi Pestisida
¢ Pemeriksaan Data INSW terkait dengan Pengawasan Impor Pestisida Post Border
¢ Pengambilan sampel pestisida terdaftar untuk dilakukan uji mutu

Monitoring dan pengawasan pestisida dilakukan di propinsi di Indonesia yaitu
Kalimantan Tengah (Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Kapuas), Sulawesi Selatan
(Gowa), Jawa Barat (Sumedang, Cirebon), Sumatera Utara (Deli Serdang, Serdang
Bedagai), Sumatera Barat (kota Padang, Agam, Padang Pariaman), Nusa Tenggara
Barat (Lombok Tengah, Lombok Timur), Banten (Pandeglang), Papua (Sorong), Nusa
Tenggara Timur (Kota Kupang, Kabupaten Kupang).

Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Pestisida TA 2023

L3

Sulsel
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Banten
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Hasil
Pengawasan Pupuk

4~  Pengawasan secara Langsung terhadap Label Pupuk

A j Berdasarkan hasil pengawasan secara langsung yang dilakukan pada beberapa
wilayah tersebut, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Hasil Temuan Pengawasan secara Langsung terhadap Label Pupuk

He Perrmvesalahan atau Temuan di lapangan Jurmlah Temuan
Tidok milic! nomor pendattaen obou iin edar ar
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w
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<~  Pengawasan secara Tidak Langsung terhadap Label Pupuk

% 3 Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor, kios
atau yang diterima dari petani atau masyarakat pengguna pupuk, serta dari Dinas
Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan laporan yang disampaikan
melalui layanan aduan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat, didapatkan
beberapa hasil pengawasan/pengecekan pupuk sebagai berikut:

Hasil Temuan Pengawasan secara Tidak Langsung terhadap Label Pupuk

[T Parrmacalafen ooy Tereian dl lapangan Jaiirala s Tarmueas
I Tigak miliki noros pendatt aron otou iz edar i

2 Taloh habls masa izn ador 2

3 Salah mencanturmkon idn ]

-+~  Pengawasan terhadap Mutu Pupuk

. 3 Dalam kegiatan pengawasan di tingkat peredaran, telah dilaksanakan pengambilan
sampel pupuk sebanyak 78 sampel, dan dilakukan pengujian mutu di laboratorium
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Laboratorium BSIP.
Berdasarkan hasil uji mutu pupuk terhadap 78 sampel pupuk tersebut, didapatkan hasil
sebagai berikut :
¢ Hasil uji mutu pupuk yang sesuai : 56 sampel
¢ Hasil uji mutu pupuk yang tidak sesuai : 22 sampel
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4~  Pengawasan Pupuk Formula Khusus

\ g Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang
Pendaftaran Pupuk An-Organik pada Pasal 41 : Pemegang nomor pendaftaran yang
memproduksi pupuk formula khusus wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal
melalui Kepala Pusat disertai faktur pajak 6 (enam) bulan setelah mendapatkan
persetujuan Direktur Jenderal untuk dilakukan pengawasan. Sehubungan dengan hal
tersebut, telah dilaksanakan pengawasan pupuk formula khusus di beberapa
perusahaan sebagai berikut :

1.PT. Kertopaten Kencana

2.CV. Mulyo Tani Makmur

3.PT. Multi Niaga Nusantara

4.PT. Agrofarm Nusa Raya

5.PT. Cipto Langgeng Joyo

6.PT. Laku Agung Bahagia Indonesia
7.PT. Multi Mas Chemindo

8.PT. Anugerah Pupuk Lestari

9.PT. Permata Agro Persada

<~  Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk

h J Tindak Lanjut dari hasil pengawasan pupuk baik secara langsung maupun tidak
langsung, maka dilakukan pemberian surat teguran dari Direktur Pupuk dan Pestisida
kepada perusahaan pemegang nomor pendaftaran pupuk yang tidak sesuai dengan
aturan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut.

Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk

He Hal Surat Aurml ah
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Hasil
Pengawasan Pestisida

-~  Pengawasan terhadap Label Pestisida

v Berdasarkan hasil pengawasan secara langsung yang dilakukan di beberapa wilayah
tersebut, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Hasil Pengawasan terhadap Label Pestisida

He Kotidaksesuaan labal Jurmil aky
I Telab habs mosa bulon dantahun daluarsa 39 rmerck
2 Tidok rencontumkan bulan dan tahun daluana 13 rrarck
A Tidot mensankimbkan bach numiber £ ek
4 Tidok mencontumkan torggsl produksi 4 rrenck
8 Tedcals Meabels rricisa (o e e
i Tidok mencontumkan nomos pendoftonan Jmensk
¥ Pestisicn dikioong peesdomnnyo 1 rrenek

Pengawasan terhadap Mutu Pestisida

. J Berdasarkan hasil pengawasan terhadap mutu pestisida yang dilakukan terhadap 100
merek, maka didapatkan hasil sebagai berikut.
¢ Hasil uji mutu pestisida yang sesuai : 96 sampel
e Hasil uji mutu pestisida yang tidak sesuai  : 4 sampel

Pengawasan terhadap Pelatihan Pestisida Terbatas

. J Pengawasan pestisida terbatas pada tahun 2023 pengawasan terhadap pelaksanaan
pelatihan penggunaan pestisida terbatas (dan penyampaian laporannya) yang menjadi
kewajiban dari setiap pemegang nomor pendaftaran pestisida yang produknya
termasuk dalam pestisida terbatas sesuai dengan lampiran pada Permentan 43 tahun
2019 tentang Pendaftaran Pestisida.

Berdasarkan olah data dari sistem aplikasi pelaporan online terdapat 24 pemegang
nomor pendaftaran pestisida dengan produknya yang berbahan aktif terbatas parakuat
diklorida yang tidak menyampaikan laporan atau tidak melakukan pelatihan
penggunaan pestisida terbatas. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, maka
sejauh ini semua perusahaan pemilik produk yang termasuk dalam kategori pestisida
terbatas telah melakukan pelatihan pada wilayah-wilayah pemasarannya. Untuk laporan
pelaksanaan pelatihan belum seluruhnya didapatkan, karena biasanya akan
disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
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=5 Pengawasan terhadap Impor Pestisida Post Border

. g Pengawasan impor pestisida post border pada tahun 2023 dilaksanakan di perusahaan
sebagai berikut:
1.PT. Centa Brasindo Chemical Industry
2.PT. Da Ming Indonesia
3.PT. Rainbow Agrosciences
4.PT. Sari Kresna Kimia
5.PT. Royal Agro Indonesia
6.PT. Foragro Mitra Sejati
7.PT. Tiga Muara Emas Makmur
8.PT. Sime Darby Plantation Agri Bio
9.PT. UPL Indonesia
10.PT. Jawa Agrindo Internasional
11.PT. Multi Sarana Indotani
12.PT. Golden Step Indonesia
13.PT. Kemira Chemicals Indonesia
14.PT. Pertiwi Intertrade
15.PT. Maxxi Agri Indonesia

Pengawasan Laporan Produksi Pestisida

. j Pengawasan laporan produksi pestisida dilakukan melalui aplikasi
simpel1.pertanian.go.id. Berdasarkan laporan yang dilsampaikan melalui aplikasi
tersebut, selama tahun 2023 sejumlah 2.178 merek pestisida telah menyampaikan
laporan produksi dengan total penyaluran 3.409.239.999 liter.

2~  Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pestisida

% g Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pestisida
He Hol Surak Jurnl ah
I Syl peringotan terkok hasil pengowasan lobel 14
2 Syt peringatan terkoit hasil ujl rmutu 4
A Suro perirgotan terkol hasil pengowasan pestisida erookas 24
4 Sunat perirgoton terkok hasil pengawasan imoor pestisida post border 14
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Komisi Pengawasan

Pupuk dan Pestisida (KPPP)

Kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Tahun 2023 dilakukan
dengan menyediakan anggaran Dekon dan TP di 15 (lima belas) provinsi dan
kabupaten/kota, melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada KPPP
provinsi’kabupaten/kota, melakukan rapat koordinasi dengan KPPP daerah baik secara
online ataupun offline. Anggaran KPPP pada Tahun 2023 dialokasikan di 15 provinsi
yaitu Provinsi Aceh. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Banten,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pagu
anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 6.516.268.000 dengan realisasi sampai akhir tahun
anggaran sebesar Rp. 5.379.683.113 (82,56%).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPNS

Kegiatan PPNS Tahun 2023 dilaksanakan melalui penyusunan kurikulum diklat PPNS
Tahun 2023 dan melakukan pelatihan PPNS di Diklat Reskrimsus, Mega Mendung, Jawa
Barat. Pada tahun 2023 telah dilatih sebanyak 30 orang PPNS yang berasal dari Petugas
pengawas Pusat dan daerah.
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Sosialisasi

Sistem Informasi Pestisida
(SIMPES 2.0)

Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Pestisida (SIMPES 2.0) telah dilaksanakan pada
tanggal 10 November 2023 di The Margo Hotel Depok. Tujuan dibangunnya aplikasi
SIMPES 2.0 yang merupakan penyempurnaan dari SIMPES sebelumnya agar dapat
memberikan informasi mengenai pestisida yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian
berupa data lengkap dan update kepada stakeholder dari produsen sampai petani
pengguna pestisida. Dengan aplikasi SIMPES 2.0 yang mudah diakses dapat membantu
petani dan pelaku usaha mendapatkan data pestisida yang update sehingga dapat
memberikan manfaat kepada petani, pengambil kebijakan dan para pelaku usaha.

Data yang ditampilkan dalam Aplikasi SIMPES 2.0 adalah pestisida yang masih berlaku
ijin edarnya dan diperbarui secara berkala. Informasi yang ditampilkan dalam aplikasi
SIMPES 2.0 mencakup data mengenai kadar bahan aktif, dosis yang dianjurkan, cara
aplikasi yang efektif, serta informasi mengenai komoditas dan sasaran OPT yang
diizinkan untuk setiap produk pestisida yang beredar.

Sistem Informasi Pestisida (SIMPES) dapat digunakan sebagai antisipasi peredaran
pestisida palsu yang beredar di lapangan. Selain itu, penggunaan database ini
diharapkan dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan
pestisida yang tidak benar atau berlebihan, dengan akses lebih mudah tentang informasi
pestisida, dapat membantu petani membuat keputusan yang lebih baik dalam
penggunaan pestisida.

PESTISIDA A

TERDAFTAR Vi

https://pestisida.id/simpes2psp/
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Direktorat
Pembiayaan
Pertanian

Direktorat Pembiayaan Pertanian berpartisipasi dalam acara Talkshow Bedah UMKM: Peluang Pasar dan Akses

Pembiayaan untuk UMKM Hijau yang diselenggarakan oleh Usaha Kecil Mikro Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia (UKMC FEB Ul) pada Kamis (2/11).
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Kinerja

Anggaran

Kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian mempunyai fungsi untuk mengatasi beberapa
isu strategis terkait dukungan aspek pembiayaan terhadap pembangunan pertanian yaitu
sulitnya asksesibilitas petani terhadap sumber pembiayaan, baik yang disebabkan oleh
minimnya informasi tentang skim pembiayaan yang dapat diakses petani maupun yang
disebabkan oleh penggolongan usaha pertanian sebagai usaha yang tidak feasible dan
beresiko tinggi oleh lembaga pembiayaan.

Kegiatan utama Direktorat Pembiayaan Pertanian yaitu:
» Fasilitasi pembiayaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Fasilitasi Pembiayaan

non program;

e Pemberdayaan dan penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan
Koperasi Pertanian (Koptan);
o Pelaksanaan asuransi pertanian yang terdiri atas Asuransi Usaha Tanaman Padi
(AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dan Uji Coba Bantuan Premi
Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Indeks Hasil panen Padi Berbasis Area (IHPPBA);

dan

+ Pemberdayaan Permodalan. Kegiatan-kegiatan dimaksud dilaksanakan dalam rangka
mendukung program Kementerian Pertanian mencapai swasembada pangan menuju
lumbung pangan nasional 2045.

Direktorat Pembiayaan pada kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian tahun 2023
mendapatkan pagu sebesar Rp. 100.025.773.000 dengan realisasi anggaran per 31
Desember 2023 adalah sebesar Rp. 99.523.720.886 (99,50%).

Realisasi Keuangan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian TA. 2023
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o Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui
Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada TA 2023 memiliki target penyaluran sebesar 100 triliun
Rupiah dengan capaian sebesar Rp. 80.574.777.342.343 (80,57%). Kegiatan ini memiliki target
pelaku usaha sebanyak 2.900 pelaku usaha dan terealisasi sebesar 3.000 pelaku usaha
(103,45%). Jumlah debitur pada tahun 2023 mencapai 1.641.580 orang dari berbagai sektor
pertanian yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kombinasi
Pertanian/Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) serta Jasa Pertanian, Perkebunan,
dan Peternakan.

o Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan Non
Program pada TA 2023 memiliki target pelaku usaha sebanyak 350 pelaku usaha dan
terealisasi sebesar 350 pelaku usaha (100%). Sumber fasilitasi pembiayaannya didapatkan
melalui program Lumbung Pangan BAZNAS, Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) dan PT. BPR
NTB (Penyertaan Modal).

o Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui
permodalan dari Private Sector memiliki target pelaku usaha sebanyak 200 pelaku usaha dan
terealisasi sebanyak 200 pelaku usaha (100%). Pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) BUMN yang
menjadi sumber permodalan bagi 200 pelaku usaha yang memiliki usaha di bidang pertanian
yaitu PT. Pertamina (Persero).

¢ Peningkatan jumlah LKM-A dan Koperasi Pertanian pada tahun 2023 kembali tumbuh dengan
tingkat penumbuhan kelembagaan pembiayaan pertanian sejumlah 110 unit LKM-A dan 33
unit Koperasi Pertanian.

o Kegiatan Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) merupakan perlindungan kepada pelaku
usaha tanaman padi (petani) dengan luas lahan maksimal 2 hektar untuk mendapatkan modal
usaha kembali pada saat terjadi gagal panen. Kegiatan AUTP pada TA 2023 memiliki target
mitigasi seluas 305.555,56 ha dan terealisasi seluas 305.558,12 ha (100%).

o Kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) merupakan perlindungan kepada
pelaku usaha ternak sapi/kerbau dengan kepemilikan ternak maksimal 15 (lima belas) ekor per
peternak skala kecil untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi kematian
ternak. Kegiatan AUTS/K pada TA 2023 memiliki target mitigasi sebanyak 20.000 ekor dan
terealisasi sebanyak 20.000 ekor (100%).

o Kegiatan program Uji Coba Asuransi Usahatani Padi (AUTP) berbasis Indeks Hasil Panen
Padi Berbasis Area (AUTP-IHPPBA) bertujuan untuk terlindunginya petani dari kerugian jika
panen aktual lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas. Sasaran pelaksanaan uji
coba yaitu di Kabupaten Karawang (Jawa Barat) dan Kabupaten Kendal (Jawa Tengah).
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Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang
Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu skema pembiayaan modal kerja yang
diberikan kepada debitur (calon penerima) yang memiliki usaha produktif dan layak,
termasuk sektor pertanian namun belum memiliki agunan tambahan yang mencukupi.

Skema kredit ini disalurkan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang
ditugaskan.

Target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) TA 2023 adalah 100 triliun Rupiah
dengan capaian sebesar Rp. 80.574.777.342.343 atau 80,57% dari target. Jumlah
debitur pada tahun 2023 mencapai 1.641.580 orang dari berbagai sektor pertanian yaitu
Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kombinasi
Pertanian/Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) serta Jasa Pertanian,
Perkebunan, dan Peternakan.

Target jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui
kredit program untuk tahun 2023 adalah sebanyak 2.900 pelaku usaha dan terealisasi
sebesar 3.000 pelaku usaha (103,45%), Capaian kinerja jumlah pelaku usaha pertanian
yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program (KUR) disebabkan adanya
komitmen Kementerian Pertanian untuk memanfaatkan dana KUR semaksimal mungkin
untuk pembangunan sektor pertanian. Rekapitulasi jumlah pelaku usaha pertanian yang
mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program (KUR) sebagai berikut.

Realisasi Pelaku Usaha yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui KUR
B Pelaku Usaha

BNI

Bank Mandiri

BSI

BPD Papua

BRI

0 500 1000 1500 2000
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Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang
Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui

Fasilitasi Pembiayaan

Target jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan non
program (fasilitasi pembiayaan) untuk tahun 2023 adalah sebanyak 350 pelaku usaha
dan terealisasi sebesar 350 pelaku usaha (100,00%), kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim
Kerja Fasilitasi Pembiayaan. Capaian indikator jumlah pelaku usaha pertanian yang
mendapatkan akses pembiayaan melalui fasilitasi pembiayaan salah satunya
dilaksanakan melalui kegiatan pembiayaan sinergi sebagai berikut.

Program Lumbung Pangan bersama Badan Amil Zakat Masional (BAZNAS)
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Frogram Pembiayaan dengan Penyertaan Modal bersama PT. Bank Pengkreditan Rekyat (BPR)
Nusa Tenggara Barat (NTB)
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Program Pembizyaan Ultra Mikro (UMi)
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Adapun rekapitulasi jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses
pembiayaan melalui fasilitasi pembiayaan terdapat pada tabel berikut.
Realisasi Pelaku Usaha yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui
Fasilitasi Pembiayaan
Jumiah Kredit
Kabupaten/ Kota
mionl (wp)
Kab. Pandeglang 16 18. 580 000
Banten
Kab. Serang 42 5534700040
BAZMNAE Jewa Baral Kek. Karawang 23 203,972,500
Ko Sukabiimi 44 326431010
Papud Keils. Asmot 37 185000000
Kok Banjamegora 1 P00 D00
Fembiayaan Kak. Kendel 25 178,600,000
2 i b dewet Teregycsy
Mikra (Umi) Kak Magelong 24 1,000,000
ke, Ternangoeng W0 479966634
PT.BPRNTE Musa Tenggaro
3 (Penyertoon Modcl)  Barat Kelb. Surnbawa 29 856,000,000
TOTAL 350 3.066.900.144
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Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang
Mendapatkan Akses Permodalan dari

Private Sector

Permodalan dari Private Sector merupakan salah satu bentuk tanggungjawab
pemerintah dalam memfasilitasi permodalan dan memberikan informasi bagi petani,
peternak, kelompok tani/ternak, dan gabungan kelompok tani/ternak guna
mempertemukan dengan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 2023 target kinerja jumlah pelaku usaha
pertanian yang mengajukan akses permodalan dari private sector adalah sebanyak 200
pelaku usaha dan terealisasi sebanyak 200 pelaku usaha (100,00%). Hal ini
menunjukkan upaya Direktorat Pembiayaan Pertanian dalam menjembatani pelaku usaha
sektor pertanian kepada sumber pembiayaan alternatif sudah berhasil. Pada tahun 2023
terdapat 1 (satu) BUMN yang menjadi sumber permodalan bagi 200 pelaku usaha yang
memiliki usaha di bidang pertanian yaitu PT. Pertamina (Persero). Adapun rincian
capaian dari pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari private
sector dijelaskan sebagai berikut.

Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Permodalan
dari Private Sector

[ Pelaku Usaha

Sulawesi Selatan
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
Bali

Sulawesi Tengah

Lampung

Sulawesi Utara
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Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

(LKM-A) dan Koperasi Pertanian

Peningkatan jumlah LKM-A dan Koperasi Pertanian pada tahun 2023 kembali tumbuh
dikarenakan aktivitas kelembagaan pembiayaan yang semula diserahkan kepada
pemerintah daerah kembali didukung oleh dana dekonsentrasi (18 Provinsi) sehingga
aktivitas di daerah menjadi lebih intensif dalam melaksanakan pembinaan dan
pendampingan. Aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan tahun
2023 meliputi:

Penyusunan Pedoman Pemberdayaan LKM-A dan Koptan

Pedoman pemberdagaan LIEM-4 dan Koptan dtgplan usiuk menjadi scuan bagi daemah dalam pefaksanain Kegiatan

pamberdayzan LKM-A das Eoplan

Penyusunan Leaflet LKM-A dan Koptan

Leaflet LKM-% dan Koptan disusun agar dapat menjadi salah sabu saluren meda informasitentang LEM-A dan Koptan

Bantuan Badan Hukum Koperasi Pertanian untuk LKM-A
Baruan ini diberiksn makzimal Bp3 000000 ,- kepada LEM-A yag lolos syars den Revesuan wlek dibesfkan bamuan pesdinian

hadan hukum boperasi périascen. S8ar ini sudah disaborkom ontuk 7 (dua) LEMSA yainu Ksbupsien Pasurdsh dss Kabupanes

Kumingan

Dari hasil koordinasi dan evaluasi dengan 18 Dinas Pertanian Provinsi diketahui bahwa
per 22 Desember 2023, penumbuhan kelembagaan pembiayaan pertanian sejumlah 110
unit LKM-A dan 33 unit Koperasi Pertanian. Perkembangan jumlah LKM-A dan Koperasi
Pertanian sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 tergambar pada tabel berikut.

Perkembangan Jumlah LKM-A dan Koperasi Pertanian Tahun 2017 - 2023

y emangaiaudngen Ml BEE7 7040  AIBE TS34 1TC3 RFED 7800
Agribisnis (LiM-a)
2 Koparosi Pertanian &O7 743 T2 5]tz ik 914 947
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Terlindunginya Lahan Pertanian melalui
Asuransi Usaha
Tanaman Padi (AUTP)
Asuransi usaha tanaman padi (AUTP) merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan kepada pelaku usaha tanaman padi (petani) dengan luas
lahan maksimal 2 hektar untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi
gagal panen. Kegiatan AUTP pada TA 2023 memiliki target mitigasi seluas 305.555,56
ha. Secara umum, aktivitas AUTP berkontribusi dalam mendukung program swasembada
pangan dengan melakukan mitigasi gagal panen dari usaha tani padi yang terealisasi
seluas 305.558,12 ha (100%). Untuk menunjukkan pencapaian kinerja perlindungan
usaha pertanian maka dapat dilihat realisasi AUTP (ha) yaitu sebagai berikut.
Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi Tahun 2015 sampai dengan 2023
B Realisasi AUTP (ha)
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
. sl
wa Tahen  Pagu(sp) gmibe) S ) | () ™
1 NS Tl D00 D000 1L DT 0 0e 3023830200 I33A50.55 13,35
2 0% FLOO0HM.000 500,000 7894564000 49886226 5549
3 207 144,000,020 000 L0000 14370831750 5597960 64 a8
4 zom 144,000 £00.000 L0000 18.0OZTARG0  BOOIEAG4 D002
] 2019 s 000 O 000 L0000 134 855500440 = ) e ] g7
B 2020 144 0000 000 L0000 1540 T BE. 720 |00 036,38 (Rl
7 2021 SRE00CK 000 A00 030 EX&00.001440 AUCILHE N (Eil#]
B 2022 65,0778 200 W4y BOBGS224000  AGIZGOG0 8230
S B M
TOTAL S48 B 77 731300 6. SRR 00 RO, 742400, T2 5 547054 B5.41
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Terlindunginya Usaha Ternak melalui
Asuransi Usaha Ternak
Sapi/Kerbau (AUTS/K)
Asuransi usaha ternak sapi’kerbau (AUTS/K) merupakan aktivitas yang dimaksudkan
untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha ternak sapi/kerbau dengan
kepemilikan ternak maksimal 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil untuk
mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi kematian ternak. Kegiatan AUTS/K
pada TA 2023 memiliki target mitigasi sebanyak 20.000 ekor. Secara umum, aktivitas
AUTS/K berkontribusi dalam mendukung program swasembada daging melalui mitigasi
kerugian peternak sapi/kerbau akibat mati dan atau kehilangan yang terealisasi sebanyak
20.000 ekor sapi/kerbau (100%). Untuk menunjukkan pencapaian kinerja perlindungan
usaha ternak sapi/kerbau maka dapat dilihat realisasi AUTS/K yaitu sebagai berikut.
Realisasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2015 sampai dengan 2023
B Realisasi AUTS/K (ekor)
20000000
15000000
10000000
5000000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
i
Ma  Tahun Pagu (Rp) [;:'; Realizemi (Rp) P:::[“::} *
1 2016 300 000404 Qa0 4200 000000 Ha00 10
Fi 2017 1800, D000 0 120000 1 892 360.000 21631 16,53
3 2018 159 300 OO 00 1230000 14187 380.000 BE.073 PR L
4 2018 T 000, O A0 160 72 430 4040.000 1401130 43 46
B 2030 15 200, Q0L K] 12000 FRL 200 300,000 Rakano 150
] 2021 16 QOO0 00 190 1600000, 000 [LronRe e [Lele
7 2022 14 764,800,000 H2250 10rg9 . e, 000 L 1308
& 208 3200000000 20000 2200 /00,000 o O0f 1
TOTAL M. 764,800,000 FA2I20 103,700, 880,000 GaB,1M 8732
152 T i ot e oo, ()



Uji Coba Bantuan Premi Asuransi Usaha
Tani Padi (AUTP)

Indeks Hasil Panen Padi Berbasis Area
(IHPPBA)

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Pembiayaan Pertanian melaksanakan lanjutan
program Uji Coba Asuransi Usahatani Padi (AUTP) berbasis Yield Index. Maksud
penyelenggaraan uji coba AUTP-IHPPBA adalah untuk memberikan ganti
rugi’/kompensasi kepada petani jika rata-rata luas panen yang dikonfirmasi dengan survei
ubinan lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas, sehingga petani
mendapatkan kembali biaya produksi.

Tujuan penyelenggaraan uji coba AUTP-IHPPBA adalah untuk memberikan kepastian
petani dalam melakukan usaha tani apabila panen aktual lebih rendah dibandingkan
dengan indeks ambang batas. Sasaran penyelenggaraan uji coba AUTP-IHPPBA adalah
terlindunginya petani dari kerugian jika panen aktual lebih rendah dibandingkan dengan
indeks ambang batas. Sasaran pelaksanaan uji coba AUTP-IHPPBA adalah
terlindunginya petani di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten
Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pelaksanaan uji coba AUTP-IHPPBA di
Kabupaten Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kendal, Provinsi
Jawa Tengah digambarkan sebagai berikut.

Realisasi Uji Coba AUTP-IHPPBA TA 2023

Kab. Karawang Kab. Kendal
554,5 ha 130,16 ha

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian |
15 3 Kementerian Pertanian Republik Indonesia



Bab 08 -

Lampiran

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia



ECGIATAM

178480 - Rohabiio: Jasingar ikgas

Lampiran 1. Realisasi Fisik dan Anggaran Direktorat Irigasi Pertanian TA 2023
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Lampiran 2. Realisasi Pengembangan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier TA 2023

Realisa=si
(=) (rp) (=)

I Aceh 68 5100000000 68 10000  SW00000.000 100,00
2 Sumatara Utarg 30 2250.000.000 30 10000 2250000000 10000
3 Swnaterd Barat i 106D, Do (MO0 14 10000 1060000000 100,00
4 Riou s A - -
5 Jambl k4 10500, e, ey 14 100,00 |OSOC00000 100,00
6  Sumatera Selatan 35 2625000000 35 10000 2625000000 100,00
e = s = o o e
B Lampung B3 4725000000 63 10000 4725000000 100,00
9  Kep BangkoBelitung = o w = = =
0 Kep Riau - " - = - E
W Bkl Jokarta e A PR A A ~ S
12 JowoBarat |68 |24 50,000,000 BE 10000 12450000000 100,00
13 Jowao Tengah W5  7E/O00000 2105 10000 2 7875000000 100,00
14 Dl ¥Yogyakarta 0 750.000.000 o 100,00 750000000 100,00
15 Jowa Timwe a7 BO25.000 000 o7 100,00 BOZE000000 10000
16 Banten 32 2.400,000.000 22 10000 2400000000 100,00
17  Ball i) 1 S50, e, (R0 26 10000 1950000000 100,00
18 Nusa Tenggard Baral 50 4.425.000.000 59 10000 4425000000 100,00
18 Musa Tenggara Timur 35 2700000000 235 10000 2700000000 100,00
20 Kalimeantan Barat 34  2.550.000.000 34 10000 2550000000 10000
21 Kalimeantan Tengah 13 975 (00.000 13 100,00 975000000 100,00
22 Kalmontan Salatan - - = - = -
23 Kalirmontan Tirmur 13 & T CaCell. Ch0M) 13 10000 S7R000.000 100,00
24 Ealimantan Uiarg = = = - = =
25 Sulowes| Seiatan W5  7E7RO000000 2105 10000 2 7675000000 100,00
26 Suowesl Tenggara [ B00.000.000 8 100,00 600000000 100,00
27 Gorontala b 375000 000 5 10000 7000000 100,00
28 Sulawesi Barat 43 2475000000 0 33 10000 2475000000 10000
28  Maoluku 37 2 T CeCe (e 37 10000 2F7S000000 100,00
30 Maluku Uare 3 125.000.000 3 10000 225000000 10000
31 Papua 12 9Oo.000000 12 10000 000000000 100,00
Total 1028 77.100.000.000 1028 100,00 77.100.000.000 2.394

Lampiran 3. Realisasi Survei Investigasi Desain (SID) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

F rowinsl

TA 2023

REALISA S|

Sulawesi Tenggara 1.959 ha 349.920.000 1.959 ha 100,00 349.920.000 100,00
Gorontalo 1.510 ha 270.000.000 1510 ha 100,00 269.000.000 99,63
Sulawesi Tengah 2,500 ha 450.000.000 2.500 ha 100,00 450.000.000 100,00

TOTAL G.58E Na 106%3.920.000 S.085 ha  W0,E0 LOSE820.000 asal
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Lampiran 4. Rekapitulasi Identifikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air TA 2023

Mo PRA Prowinsl Korbupat en Keoomatan
| P3ALESTAR DAERAH ETIREWA YOXYATARTA  BANTLL BEWH TRMBUN HARHD LAMLET
1 P3RRJATMRIG DRERAHSTIREWA WGP ALARTA  KLEDHEROGD MANGEULAN ATIEARDND L&HI
3 P3ANOUDIOAWE EARRHARIAN DAERAH ETINMEVIA TOOTACARTA  EANTLL FANOAE TRHARIS LRHILT
4 P34 SATA AR CHERGHSTIVE WA YOGY RCART A SLIMAN S ERGEN RGO LEKJUT
B P3ATRTONIES DAERAHIETIMEWA YOGYATARTA  BANTLL PLERED BENGIAGNOED LANJUT
6 PIALOJBRUM DAERAHEETIMEWA ¥OSYACART A SLEMAN GSR 5 M, A L&HiL
7 PEATRTOMANUNGES] CMERSHETIMEWA YOGYACLATA  BANTIE BEWOH TAMAHEN UTAMA
H P34 KARARS TANI CAERAHETIME WA YOS P ACART A BAATLL RN LA N ERARARET AR UTAHA
¥ FI&HORLNING TAH DALRAHSTIMIVA YOGTACARTA  DAMTUL SIWGH T HIRH R PEMULA
10 PIEDWITRIOMANINGHAL  DMERSHETIREWA VOGYACARTA BANTLL PN BHGAN BRARAILYD PEMULE
I F3ASEDID RESULR DAERAHETIMEWA YOO ACARTA  BAMTLL HaoG EEWTH PE ML
0 PRAESNGLN TRTG " CAERAH STIMEWA VOGYACARTA  DANTIA KASHIAN BN IR LENIUT
I3 FIALESTARI DAERAHETIMEWA YOG ACARTA  BANTIL EEWCH TREUN HARD LARIUT
I P3ATRTARATA DAERAHETIREWA YOGYALAATA  BANTLR BANGLUMTAREN  PFOTORCMO L& MU
15 P3ATRTARATAZ DMERAHETINEWA YOGYACARTA BANTLL BAMGUNTARAN  POTORCBHD PEMULA
16 PAA TRIOWROTOMO M DALRAH S1RE WA YOGV ACLET A DANTIA DAHGLNTAR SN WRCKANTEN LR R
T P3AKARYAIBPLLLR DAERAHETIRMEWA YOTYALAATA  BANTIL BANOUNTARAN  TAMANAN PERHILA
18 P3AKARAHD TALLN CAERAH STINEWA TOUYACARTA  EBAATUL FACTR WLKROAR LA RILT
M FIABAHYURAHATL AN DERAT TASKMBLATA  RALAFCIAR TANLINGFURE LA R
D F3A TRTASUCAHLGP TANBERRAT TAERMALATA  RALAFOLAR BURARALA AR
1 P3ASIPATARLRAN JUWABARAT TAERMALAYA  CIGALDWNTONG  RADIERANE LA RIGT
I PHAMITRABANGES JANABERAT TAGKMALATA  CIGALDNTONG  SRNARALA LANUT
T PAAKAEANGRIET AN FREEAT TRSEMALAYA  SALAWL S| aWLY P LA
M PAAWALATES JEWABREAT TASEMLLATA  SALAWIL SALAWL LERIIFT
35 P34 SULAER LNTAS JAMAERRAT ELEANT TAMBAEDAHAN  WWARRLEYA PERALILA
H PIAFAMLIAHER JENA BERAT TAEEMILATA  PANCATENGEH  TOMIONG PERIUILA
T P3ASUMBER REIER AR BARAT TABKMMLATA  PANCATENGAH  (IBCEAE PEMIILA
] 3 KARYARLILTI JR A T TERSMEARLET A = ST R T [E Y Yl N A LR PE kAU
T PEASAHGLATA JMNABERAT TASEMALATA  PENCATENGEH  PANGAWANG! PERRILA
30 FP3AKLETERAM JREIA TENGEHR MAGELING GRAEAD VIETIRAN PEMULE
I PR TOROTULOGD JANA TEMGRRH R LA GRABRG Gl A G PERAULA
I PIANOUDNLLHLR TAMA TENGAH MADELAND GRARAD WALILITD PERMULA
33 [34SE1A BANGUN LAMTUNG TAMGGAMUE  SEMANGEA GUDMORPCRANGUN | kML
34 PIATL BASL Fill5A TENGEARS BARLT ELAHEANA RHEE RHEE LKA LAHJUT
35 PEA PEHY ARG MAHIE %A TERGRARA NARAT S A ML RHEL LRI
0 P TERLRAN PG TENGHEARA RARAT ELLIBAWA LTAN EABETIE LARLIET
7 P3A BATILAEGRG LS TERGOARA BARAT BLMARAY A LTaH A NG BR A LEMJLT
0 FIAALANG I PLGA TONGDARA [ARAT LT LTAN R NG T LA R
A P38 AIEAHALL FlIGA TENGFGAHA LARAT GLAIIAN A UTAN BABELH] L& FLFT
A0 F3AMARGOAS HUSA TENGGARA BARAT ELMARWA UTAN ETCWE BARAND LRRIGT
Al P& BN ROsCRR BUSA TEMGEARA BARLT LR LTAN PIERT LEMJUT
0 P3ALENANG REA HUEA TERGOARA BARKT ELBANA, EVFANG DAMPIT LAMJUT
43 PHA AIHGEMUNG Piil5 A TERGGARA DARAT LA P BT AR LEHILT
44 HALONG MIAT PiGA TENGEARA BARAT LAEANA BOALATAS EWF NG LEHLT
45 TUIH FEMARTG IS4 TF hGEARA HARAT GLA A R BT AR T
A6 P3ADAAA BT MG TERBRARA BARAT BLRIBAWA EMAF BRI BOLL LARLIUT
&1 P3AKALCMZAHD RAYA SULAWEE) ZELATAH WOTAFALOPD  TELLUWAMUAN  BALLBATTAMG L HIUT
A rEaKUNHU U, ANTES SE L T AN KT PALCRD TELL L AR &M WAREANTEN L& ML
48 P3AGELARAS SULAWESISELATAN KOTAFALDPD  TELLUWAMUAN | JATA LN
ED  P3AGIRAMPASE S AVESISELATAN KOTA FALOPD TELLLWAMUAN  cAve LERILT
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Lampiran 5. Realisasi Pengembangan Irigasi Perpompaan TA 2023

TRPOET (L) raaL [mp)
Hlm.fﬁ'llﬂ.l'ﬂﬂrﬁ- = 1] (] RAK TOTAL EONTRUOES FIRSIAPAR WMOMEY

® o

=] o

(=] il

=] [}

] o

AL T 84 HARAT 4 F LO00A00 | BAB00000  1AO0MON  AdZBsG000 4
e i B0 0D 5300 oo A0 WEZNOm | GE7ELOO0  GOE
:n.-n:l-ul. 1 " &8 000 00 1.0 £ A000 060 HEXRON | -:uhtu:m: Tam
FR—— 1 i ARDOONON  nanoen  Anmneg | pEEROm | EERIAGH LD
PPy —— [ 1 L0, D) T ] AT, NERNOm | BE RSB LN i
S B 060,000 P 200000 W0
B EAURAET AN STLATAN =] 0,000,000 30000, 000 o 29.8545.000 48
B EAUMANTAN TIMUR 1 1 BREDOAG0G  BO.300.,000 T e L ATmnanm @|ma
Lk Ebmegon i i L o TR i L ARGIGOGG IO
W KALBANT AN T AR o T laas0.000 T ] RO0GO00 33,47
A EULAWER UTARS o 2,000,000 Hossoed 0 LOOOO00 0,08
12 PAPULEBARAT 1T ] 1000060 JAINO0D0 | BOWMEM  EME0s0000 2 grooo000 802
Rcjo Armpct I z JA0 500000 JFOO00 | ROMOM | ZEonon 3 MEI000T 7430

Tosal 1 2 @0 4 7  s49.300000 360800,000 JEO0DOM0 LOBASDOOCO 7 LOJA7SEN00 9538

Realisasi Pengembangan Embung Pertanian Geomembran TA 2023

Mo Provinsi PAGL e
KEUANGAN % FISIK %
e BT o R N i Lt ARSI, i el S b BRI
1| ACEH 2.435.000.000 2416656685 | 93.25%| 27| 10000%
AdBab f L0S0O00D00) 0 930.126318] B8,58%) 10 100,00%
- | <, OO AN - | 1L L O e L e e D L
4|04y 525.000.000 475.100.000 | 90,50% 5 | 100,00%
S|GORONTALD B45.000. 000 B00.953.578 | 124,18% 9| 100,006
ORIV BARRT o oepline - SCRUOAIINN: o VRSEih M ORS00 00 o B], TOGHOON
JawaTEnGAH | 6ei5000000|  65e2168182 sosom| 63| 100,00%
Bl JAWA TIMUR 4.650.000.000 4440973.915 | S4.88%| 48] 100,00%
 9|KALUMANTANBARAT | 1215000000 12494968557 | 10247% 13| 10000%
10[KALMANTANSELATAN | 315000000 3adaas7e7| o9,79%| 3| 100,00%
11|LAMPUNG  3.160.000.000 3.166.227.285 | 100,20% 32 | 100,000
12INTE oopo A7R0000000 )  3SA30IBJ00)  93,73% 36 100,00%
_1|SULAWESIBARAT | 29mooooon|  2esejazase| osetawl 3| 10000%
14| SULAWESI SELATAN ¥ B, 000,000 BBAD 24775 | 112,51% 103 | 100,006
15 SULAWES| TENGGARA 420,000, 000 422.527.947 | 100.60%| 4 | 100, 00
1P ek e O R L O .- 0 ) e A L
17| SUMATERA LITARA 2 540,000,000 2.720,721.000 92,54% 28 ] 100,000
158 e amantrian peranian Ropustk indoneei !



Lampiran 6. Realisasi Kegiatan Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino TA 2023

BEALISAS
KEGIATAN Keuangan
Uikt

BAMTEM [¥] LSEOH0000 W 100, 00 LIB0000.0080 100,00
JAWE BARAT 2 2800000000 78 100,00 2EEE Q00,000 wh,18
JBWA TEMGAH 3 1.950.000000 18 100,00 150000000 100,00
Jawa TIMUR G 1800000000 W 100,040 1800000000 100,00
KALIMANTAN STLATAN 3 450000000 3 100,00 450.000,000 100,00
LA PLING 14 280000000 14 00,00 250000000 100,00
HUSA TENGGARA BARAT H gooofooon 8 100,00 200000000 100,00
SULAWES] SELATAM P 3200000000 29 105,00 R200000.000 10000
SUMATERA SELATAN 3 400000000 3 100,00 400000000 100,00
SUMATERA LT ARA d A00000000 3 105,00 300000000 100,00

TOTAL 132 14.200.000.000 132 1004, 00 14.085.000.000 99,05

Lampiran 7. Realisasi Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim TA 2023

No Provinsi UNIT PAGU REALISASH
KEUANGAN FSK | %
NASIONAL 311 33.189.70.000 327@.742000 100009 311 100,00%
1[AceH 3 4.050.000.000 4,050.000.000 | 100,008 36| 100,005
Aeau 3 300.000.000 300,000,000 | 100,0084 3| 100,005
3 BANTEN 12) 1.200.000.000 200.000.000| 100,009 12| 100,00%|
Aoy 3 300.000.000 00.000.000 | 100,009 3| 100,00%|
5 GORONTALO 2 200.000.000 200.000.000 | 100,00%¢ 2| 100,009
dJAVEI 10  1.om.000000 1.000.000.000| 100,000 10| 100,005
7| JAWA BARAT 44 5,255,992.000 5.255.992.000 | 100,009 44] 100,009
o 1 AWA TENGAH 18 1910.000.000 1910.000.000| 100,004 18 100,009
o JAWA TIVLR 30) 3,150.000.000 3.150.000.000 | 100,009 30| 100,00
10| KALIMANTAN BARAT vl 200.000.000 200,000.000 | 100,0084 2| 100,00%|
11| KALUNANTAN TENGAH 4 600.000.000 £00.000.000 | 100,009 4 100,009
1 Lave NG 4 415,000.000 415,000.000 | 100,009 4l 100,00%|
13 NUSA TENGEARA BARAT 7 720,000,000 720,000,000 | 100,008¢ 7| 100,008
14 NUSA TENGEARA TIMUR o 900.000.000 200.000.000| 100,009 9| 100,00%|
19 PAPUA 3 318.750.000 318.750.000| 100,008 3| 100,005
16 SULAWES| BARAT 21 2.100.000.000 2.100.000.000 | 100,009 21| 100,00%
17] SULAWES| SELATAN 20  8170.000.000 2 170,000,000 100,0084 20 100,009
19 SULAWES| TENGAH 13 1.300.000.000 1.300.000.000| 100,009 13 100,00%
19 SULAWES| UTARA 2 200.000.000 200.000.000| 100,009 2| 100,005
20 SUMATERA BARAT 1 120.000.000 120.000.000 | 100,00%¢ 1| 100,009
21| SUMATERA UTARA 7 750,000.000 780,000,000 | 100,008¢ 7| 100,008
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Lampiran 8. Penggunaan Dana Tugas Pembantuan kegiatan UPLAND TA 2023
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Lampiran 9. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B

TA 2023
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Lampiran 10. Alokasi Kegiatan Pengembangan Lahan Pertanian Produktif
Tahun 2023

Pl o ke 5w oo

Luasan Rowlal
prngmama nen dinm

Mo  Proviml Honatrukal

H-:huFl;lhn

aparaalonal
hogleim

narluosonaraal

TOTAL e 175 B. 770 s 00D 1.5 {0, DO 0L 340000, 080

A Areal lahan Kerng 180 LBO 1Y25.000,000 130 80,000 1 A45860, 060

i L % 65666 e S

“Diparadondl Propin B0 230000 10230000

1 Fharas Tlrmusr Lo ¥ (nRcn} 375000 0 ER =000 433990.3ca

2 Sicku 60 080 J75.000 000 E8.E70000 “43AET0A00°

A Enda 50 Osn ATE0HOK] SO0 N0 434020000

NTE - 13,650,000 12,650,060
Cperasional Propn:

| Bima AAA000E FEELaC0

B Areal Herticulnsn []1] 1,60 1,600, 000, 000 283 640,000 LE83 840,000

"1 Sulowesi Tengah B0 LED 1.600. 000000 2B3.B40.000 LES3 640,000

“OperaEOnal FopEn BT an TRl L]

TEanggal B8O 0,80 EXI0 D00 00 FEAIDIDD STRRIDOCO

2 Morowsall Utoro ai O ad BOCuDed 00 FEEIN00 EFp a0 ae0

€ Areal Perkebunan 458 4,68 G.O4E 0000066 HEEE00000 1O EGG G0

i ST i i 5 mmelunppsi st s B oeg

Operosianal Propen: EEEI00O0 IEEETILOCO

1 Sidrap fill .80 B CL004 i Erasaaa0 T AAn

3 Luread {u]x] 160 1 0] CHIO DESI0 000 LADEBINAn0

3 Torndja U B5 085 | $05, 0040 000 B5.070000 120970000
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Lampiran 11. Surat Penyelesaian Ekstensifikasi Lahan Sawah TA. 2021

Mamar

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
Jalar Willam AS Momor & Pakenglen Rayga 73911
Teip (536} 3237856 Faka [0535) 3224200, amall ; diphpBhahend. po.id

Palargea Faya, 2% Dedsmnar J0E5

Edpuda
L% FspEOLXIRIZE Yih. Direkiur Perfindungan dan
1 [ sabu) beskas Panyedinan Laham, Digjen PSP,
Parrpelaidnan Ekstensifies Lahan Homnntarien Partaniaan Rl
Sanan TA 2001 i

Jaata

Bardasarkan  Sursl Eepda Degs Ponanigs Kabupalon Fapuss  Momer
S0, R IVDHEEN 2020 tmnggal 27 Cemembsr 2028 persal Laporsn ARNE den
Pelaksanakoem 107 Panju Panjung Kegiatan Ekstansifnaal TA 2021 080 Sumd Lepsis
Ciras Peranian Kabsparien Pulang Pisau Mamer | S20EITADida-PSPIXIV2023 parfal
Lapoman Akhir Kegirian Bkstensfikasi Tahun M3, dengan ind kaml sarpaikan balaa
1. Kegitan Ekstensiflati Ta, 2021 o Kabupaten Kapiss dan fabapaten Pulang Pisau

Frovwirsl Eaimantan Tangah felah berakhir tanggal 20 Desember 2023
2. Reasas| Peiaksana Ksgatan Evsiensfikas TA 2021 sabagai btk

T ] F‘L_I Fila P

| e o e | v |l i 5. Rk | e e P
| Pestwnree el el | ABSER | TEEAAY | W and
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A Terkalt tem pekenoen Permasangan Ppa FYG @ 930 mm jaeg disampekan P
Hasjiton Ekgleneinasl Ta, POF1, SuUdsn IBrEsisas 100% akun leiapl sdlen yang
disampaikan ke BFA sampal anggal 25 Deserrier 2023 belum Engksn.

4 Banlasdnsi mul'lﬂﬁh yang ildeukan Dersanis-tama anlara KPA FRE dan
Palskaans Hegiaten Ersensdfiles T4, 2031 peds Tanggal 10 Decemdsr 2023, Biai
lckurangan yang belum terbangun senlal Rpd 1 94E6.818.110 55
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Il ks,
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Lampiran 12. Surat Penyelesaian Ekstensifikasi Lahan Sawah TA. 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERMAKAN
Jaitan Willam AS Nomer 5 Patangka Raya 731711
Tolp (05305) 3227800 Fabs (0536) 3224200, emad - diphpkaiong. o o

Falanghn Raya I Desember 2023

Kepada
Momor YWY PSP-00XIIE023 ¥ih Direktur Perlindungan dan
Lampsrar: 1 {mabu' berkas Penyedisan Lahan, Ditjen PSP,
Hal Pecryninrznmn Eestensifiam Fomenierian Pordanican K|
Lafan Saeah TA 002
0=
Jakarin

Mensrunkan  Sural Kehals [hnas Perenan Eabipsien Eapuas
Homer ~ E20MOV0NIAThaten 2023 tonggal 27 Desember 2023 porbal
Lopotan Ak dan  Pelaksanaf®ocem 102 Pomju Panjung  Kegiaian
Ekgimnaihkass TA 2022 bersams i ki sampasan balah ddalcsanakan
Praviameal Hand Over (PHD) Hegalan Ekslersificasl Lahan Sawah T4
2022 nashias 1175 6 Ha den Bentd Acars Seran Teama bartanpin
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Lampiran 13. Justifikasi Lahan Pertanian Pangan Produktif di Kawasan Food Estate
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Lampiran 14. Justifikasi Lahan Pertanian Pangan Produktif (Nusa Tenggara Timur)

KELOMPOK TANI RII ANAK
DESA HEWA KECAMATAN WLLANGGITANG

SURAT PERN AN TIDAK I* MENYELES PEKERJAAN

Momor E‘?’PM!- ~a S X Jfae1}

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga PulubulanDesember tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga berdasarkan hasil pemeriksaan fisie pelerjaan oleh Tim Teknis
Kegiatan Pengembangan Lahan Pertanian Produksif pada Areal Lahan Kering
poda Poktan Rii AneDesa HewsKecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores
Timur terdapst adanya kekurangan pekerjaan fisik berupa
1. Pekerjaan Pembabatan semak hanya dikerjskan seloas 12 Ha dan Totzl 16 Ha
yang direncanakan sebagimana tertuang dalim RAB dan RUKK

3. Pekerjann Penehangan Pohon hanya dikerjaken scluas 12 Ha dari fotal 16 Ha
yang direncanakan sebagaimans tertuang dalam RAB dan EURK

3, Pekerjaan Pengumpulan RantingPerencakan dan pembersthan akhir ( lahan
siap tamam) hanya dikerjakan seluas 12 Ha dari total 16 Ha sebagiamna
feriuang dalam RAB dan RUKK
Hahwa terhadap sisa luasanlehan kegitan Peral (4 Ha) vang tidak dapat

kami petani Kelompok Ri Ana dikerjakan dengan alnsan sebagai berikut:

|. Petani atas mama Magdalens Keron Liwu (0,5H2).dengan luasan [shan tidak
dikerjakan dengan alasan petani tersebul memiliki kebun pads beberapa
empat dan tidsk memiliki ienaga kerje yang memadal schingga yang
bersanghutan tidak lnkukan pengerjaan pembukaan lahan pada area yang telah
ditestukan sehapai arca kegiatan Poral

2. Petzni atss nama Fransiska Lehan {0,5) tidak melakukan pekerjaan
pembukasn lshan di aren Pernl karena yang berssmpgkuinn berkonsentrasi pada
pengerjuan sawah

3. Petani aas nama Yosep B.Boruk (| Ha) tidak melokukon pengerjaan
pembukasn lahan pada em Perl korenn lahan yang di 151 sebagai lahan Peml

merupekan lahan perkcbunan dimann terdapat tnamin perkebunan sepeni
Mente Kelapa dan Kakao

& Dipindal dergan CamSoanner
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4. Heribertus Lukas Boro (0,5 Ha)tidak melakukan pengerjaen pembukaan
lahan pada era Peral karena yang hersangkutan telsh berangkat (Merantau) ke
Luar Negeri dan tidak memberikan Inhannya uniuk digarap oleh petani lain

5. Dominikus D Uran (1Ha),tidak melakukan pembukaan lahan pada cra Peral
karena lahan terschut belum ada pembagian dalam keluarga

6. Paulus D Wolor  (0,5Hs)menyatakan tidak sanggup kerkja karena usia lanjuat
{Lansia} dan tidsak sda angpota keluarga yang membaniu untuk mengerjakan.

Maka sehubungan dengan keterangan pada poin 1 sampai # yang berakibat tidak

selesaikannya luasan pengerjaan dari 16 Ha yang direncanakan dan dikerjakan

oleh Kelompok hanya mencapai 12 Ha maka sisa anggarn yang tidak
dimanfastkan dari sia luasan yang tidak dikerjakan sebanyak Rp.30.000.000

{Tiga Puluh Juta Rupizh) dari totel pagu Rp.120.000.000 (seratus Dua Puluh Dua

Juta Rupiah) Kelompok Rii Anak wajib untuk melakukan penyetoran kembali ke

kas negara sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pengelolann keuangan

negars.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesunggubnya dan sebenar

benarmya dengan penuh tanggungjawab

ROk 3
Hewn 30 Desember 2023

& nipindal dergan CamScannar
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KELOMPOK TANI RII ANAIK
DESA HEWA KECAMATAN WULANGGITANG

SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN KEUANGAN KE KAS NEGARA
Nomor: OB /Pbdain — (L4 /e /2002

Pada hari ini... 57284 tanggal %0 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tigs

berdasarkan hasil pemeriksoan fisik lapangan atos peloksanoan pekejaan Pengembangan

lkahan Pertanian Produktif pada Areal lohan Kering oleh Tim teknis pada area lahan
kelompok Tani Rit Ana di Desa HewnKecamatan Wulanggitang terdsput  adanya
kekuarangan pekerjuan berupa:

1. Pckerjaan pembabutun semak deri tolal lusesan yang direnacanakon  seluas 16 Ha hanya
dikerjakin schuas 12 Ha (scluas 4 Ha tiduk dikerjakan)

2. Pekerjoon Penchangan pohon dari total luaasan vang direnacanaken  seluas 16 Ha hanya
dikerjnkan seluas 12 Ha (seluas 4 Ha tidak dikerjakan)

3. Pekerjaan pengumpulan raming. perencakan dan pembersihan akhir (Inhan siap tanam)dari
total luaassn vang direnacanakan  seluss 16 Hahonyo dikerjokon seluas 12 Ha (seleas 4
Ha tidak dikerjakan)

Bahwa kekursngan volume pekerjaan {Pembabatan semak.penembangan pohon, pengumpulan

rentng pemcakindan pembersihan akhirfahan siap tanam) tersebut disesuaikan dengan

RUEK kelompok Tani dengan totalk nilai uang sebanyak Rp.30.000.000 {Tiga Puluh Juts

Hupishjolch  kelompok  TamiRii  anak  menyatakan kesanggupan  untuk

mengembalikan/menyetor kembali ke kas negars, Don apebils kami tidak mengembalikan

uang ke kas negara sebagimana kami nyatakan dulam sursl pemyataan ini maka komi siap
menghadapi kensekoensi hukum sesuai peraturan yong berlaku

Demikian sumt pemystsan ini kami bam dengan sesungguhnya dan dengan penub rasa

langgungjawib

& nipindal dergan CamScannar
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Lampiran 15. Justifikasi Lahan Pertanian Pangan Produktif (Sulawesi Selatan)

KELOMPOK TANI “SIPAKALABBIRI"
DESA LABED KEC, TOMFOBULU
HABUPATEN BANTAENG

SURAT PERNYATAAN KETIAKEARGGIPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN LANAN PERTANIAN PRODUKTIF
PANA AREAL PEREFRIINAN

TAHN 2053
Vang hemandalzagan gyl imi -
Mams TLATAINR
[ .  Ketus Eelempok Teni SIFABALAR{ R
Mlamai 1 Deas Labd, Kee, Tospubuie Kob. Bariomg
fumiah Anpgoa 15 Omng
Lams Alokisi Fepiin 1T Ho

Borimdak pieg s Kelompok Toni Sipskalating

Deagss ml  menyabkkan, REETIDAKRAHOGTIFAKN melskranafan‘menyelessdlen  sclurh
meberjman Keglatan Penpembasgan Lakan Penanian Prodeinil pode Arosd Pedkabanpa o wilayah
kelompok tani kami sesusi dengas Pedonman Teknin, Petenjus Pelakzinass dm Petonjul Teknis
yuog disetaphas

Demikian pemyntzan kel ducmngpogen i dibual s mosk dpergurakam sebagaimam mesisya

| [epekiig Hﬁl PArdi Safeesin

2 MMMnHMﬁEMLﬂHHHWMEI Tolatns
diblakassar
3 Krmis D Permnin Kebepaten Basmmng o Banlesig

B Cipirdal desgon CamSoanne:

B Dipindal dengan CamScanner
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DINAS PERTANIAN
JI A, Monnoppiong No. Tie, (0413) 21471 ~Fax [P413} 21373
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Pl e
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pepEnbangan lahan perjandin okt peda sresl peikelanan 0 Kabupsren Banfaeng  Tahun
Appgaran DI, miks bersarma ini ksl sespaion ko kel omspoi ol @
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Mame Kot tompot © HA Takir

Hilgmas Dz Latha, e Tempedeadi Keb, Bamiseng
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Jumlsh anggota 1 1% frang

TIDAE SAMGGUM menyelesalan ligatn peagembanpid Bhan perienin podoids pads aneal

vkl yang belah calr TO% seual Suras Preayatzan Ketidsksangoapen yang telsh dganch cangoei
Fravkempi).

B Dipindal dengan CamScanner
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Lampiran 16. SID Optimasi Lahan Rawa untuk TA 2024

TotolRealizos

Mo Provinsif Kabupoten Vol (ha)  Totol Alokasi [Rp) .
P

510 OPLA RAW A LisD 08.500.000 2r4601.885 I'I,ﬂ
Ium Lrtara 1O50 2B0.500.000 274.602.885 §7.80
Langkat 200 E3.000.00d E2.484.8R0 82,03
Mlas selatan 200 23000000 52500000 98,07
Leibsibaan Bty 200 E3.000.00) BLTT6.660 9769
Bomuiarg 0k 28.000.000 27768 E50 s
Migs Umara 160 40600000 20251600 8939
Azahan 200 E3.000. 00 48 E1R1A5 53,88
Kalimantan Bant oo 28.000.000 a (¢ ]
Ko pandg 1og 28000004 o Q

Lampiran 17. SID Optimasi Lahan Rawa untuk TA 2025

Provinsi | Kobupoton

ol [ha)

Total (Rp)

Total Realizas

Rp

SID OPLA RAWA 330,807,600
Rangka Dalitung 200 54.000.000 63.453.000 08,99
Bangka Barat 100 27, 000 D0 26736500 9292
Beditung Thmur 100 7000000 26,726,600 kel
Sumatera Utara 600 162.000.008 1BE.ATATED 94,04
biondailing Maotal 10 R TR 26580900 4845
Tapanuli Tengah 100 27.000.000 26.760.660 0,15
Tapanu i Sakatan I H 27000 00K 24768650 2,74
Lobuhan Bati 0o 37.000.000 27000000 100,00
Labaihan Baty Utaro o0 7.000.000 24 THE.650 .70
serdang Bardogol 100 7.000.000 37000000 100,00
Kalimantan Teangakh 200 G0.000.000 57,575,850 85,08
PROWINS] B.000 00d TEI0000  BHO0
Bearita Salatan 200 52000, 004 4L GRE 850 95,42
FPapua Selatan 200 64,000,000 37,000,000 67,81
PROVINSI 10.000.000 10.000.000 100,00
Merauke 100 7.000.000 27000000 10000
Mg 100 27.000.000 o -
Ealimantan Banat leie] 27.000.000 34.900,000 aam
PROVINS] B.000.000 A000.000 100,00
Slricingy 100 2 000k 000 26,800,000 8963
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Lampiran 18. SID Optimasi Lahan Kering untuk TA 2024

Mo Provinsd | Kobupoten Vol (ha]  Total Alokass (Rp) :;:m Reclaci
SID OFLA KERING L4850 488.431.000 4B1TOREO00 B4R
1 Jowa Tenur Ead B3.000.000 BYATE SO0 &7 64
Proving 12000000 IZOOA000 100,00
Sumensp 100 15000000 12351750 950
Tuban 100 15000000 12700000 9769
ptodiun 104 1200000 a5l %0 00
darnibar j [04] 12000000 13000 OO0 100,00
TulungEUNg 00 13,000 000 IZEOOC00 9646
Blitar 100 12000000 1267R000 57,50
il Sulowesi Borot 300 45.000.000 32 368.000 To,a7
Prosans FOOD DD S 283,000 Bo.or
MU 100 13000000 - -
Palewedi Mandar 100 12000000 13000000 100,00
Majana 100 12000000 12000000 10000
W SulawesiUtara 100 32.000.000 MEBO.000 69,00
Proving 17.000.000 BEB0000  9EIZ
Minchosc 100 15.000.000 IE000000 10000
W Wusa Tenggan Timur 400 £2.000.000 SLES0000 978
Mﬂl‘lggﬂrﬂl 100 123000000 2 Eo 000 9916
rYangoanah Baros 104 L3000 000 B3N 000 1041440
rgooa 100 12,000,000 13000000 100,00
surmba Tengoh 100 12000000 12000000 100,00
VI JowaBarat 100 20.000.000 20000000 100,00
Provins FlE FO00 000 [[HEEHI]
Bagor 100 13000000 13000000 100.00
VIl Sulawesi Soloton 400 §6.471.000 B6.400000 96,54
Provris 1050000 B0 00 BETO
Bang 200 22000000 ZA000000 100,00
BariL 200 23.000.000 23000000 10040
VIl Sumaters Utara 1580 192.000,000 187.482,100 86,57
PROVINSE 10,000,000 H00A0C0 100,00
Tepanull Utaro 200 23000000 22TEE 450 HRL02
simalungun 200 23.000.000 33360400 G718
Migs Daret 230 26.000,000 L I
somasr 200 22000.000 IOBME00 8445
Podong Lowss Uiora 200 23,000,000 23000000 100,00
Toba 150 18000000 IROOACO0 10000
serdong Barcogai 200 23.000.000 23000000 100,00
Podong Lawes 200 23000.000 22070400 9556
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Lampiran 19. SID Optimasi Lahan Kering untuk TA 2025

Talal Fealizasi

Mo Provinsi | Kobupoten Wl (ha) Total (kp) P
P
| margka Belitung ao0 0,580,000 B0.ES0.000 100,00
Pravns B0 A0, a0 160,00
Befiung Tirrwr 100 2000000 12000.000 100,00
 Bangka Selaban 160 |6 AE000 IGEOC000 10000
Bangka 100 12000000 12000000 100,00
Bk o Borod 1 12 0000 12 0 O 1000
I PapuaBarat Doya 500 84,000,000 §7.000000 87,0
Provifsi 7000000 7000000 100,00
Sorang 200 F2.000000 22000000 10000
Sorang SHabkan 200 I3 000000 0000, D0 091
Anjo Armpot 100 L0000 ADO0000 100,00
M Popuo Sekoton 200 73,000,000 22.000.000 100,00
T Provingi 7000000 T00G000 10000
‘Marauka 200 F2000.000 22000000 100,00
W Goraniale 400 55,000,000 BE.000000 100,00
Provinsi Ll e nten] 1. D00, Do 1000
Pohuwito 100 12000000 12000000 100,00
Borviolo Utoro 100 (2000000 12000000 100,00
Roalama 100 F2.000.000 12000000 10000
R Balange 100 12000000 12000000 100,00
Y Subawool Utaro 253 27.000.000 T 00 0D 100,00
Minahasno 100 FODCCI00 ODOROD0 10000
lamahon B 7000000 7000000 100,00
Boinang Mongandaw 100 M OCA 00 0000000 100,00
Wi Surnatera Utara BOO 86,000,000 AAM2450  $3.45
Lardggkot 100 F2003.000 12 Dolh0 Do 1600
koo 100 12 000000 D000 HE33
Pokpak Brarat 100 12000000 10000.000 03,33
Dl Serdong 100 F2000000 712450  B7,60
Simalungun L] 2000000 12 Lol Cx 10D
Poadang Lawos 10a F2003.000 12 Dalh0 Do ]+ a ]
pedang Lowos Uiora 00 FLO00.000 12000000 100,00
P — 100 t2.000000 000000 A3l
Wi NTT OO 104,108,000 01574400 9735
" Pravinzl o 22152000 22024400 8990
Bzl 100 N A53u000 N ES0.O00 100,05
Surmia Tirwr 168 2000000 12 G0 O oo
sikkn 100 L2 000000 Ne50000 0958
surriba Barat Daya 100 £2 000000 NBS000D  09SE
Tkupang 100 L0000 10000000 B33
[14%% 100 E2 D300 12 Lalh O30 10005
Wi Jowo Barat 100 WO00000 12000000 100,00
PurwOkart 100 t2.000.000 12000000 100,00
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Lampiran 20. Realisasi Pembangunan Jalan Usaha Tani TA 2023

| QT ITTT] L TE ST

Pagu (g Faalisasl {Rp)

[ fmit]

ACEH & 400,000,000 44 4,400 000 000
Bl ¥ 1003, (000 THED 4] 83000 (K 1M
RAWTER £ A0, 000 & B0 00000
JAE a 14000000 000 M 1400 000 000
JAA BARAT 180 LECE.000. 1 IED 100 ML 000
JAm A TENGAH 108 FEC0.000.000 s 0 BCH0L 0000
JAiA A iR 140 BECCRRO0%.000 s IEE0N0. DL 0D
EAlIRSARIT AN RAAAT X7 3 30 K0 T - T | .00 THK] THHE
HALURNT AN SELATEN 8 SN KL DK g 080 LK 0
HALMMNTAH TENGAH ] 300,000,000 o 1300000900
KALMANTAN TIHLR n LICL 00 1 100 000
PRI " 1 S00,000. 000 W LBO0 D00 000
RAALLIELL TR = 1 0. KD £l L300 (ML
Musa Tenggora Boral ta 1.400,000.000 34 2.200.000.00C
HUEA TENGEARE TIMUR iz 1300.000.000 a3 3.200.000.000
PAPLA ] 300,000 10 & 1200000 000
PAPILA TFNEAR 3 00000000 3 30001 L 0
AL 5 ErT B 0001 (1K) D2
SLIANE S BARAT s [fim n cla e ulla] =] [ m wlilali Bty e
GAILAWE S| BELATAN ¥ 11,000,000 160 1o 100 004000
BULAWE S| TEMGG ARS %2 1300.000.000 33 2,300,000 000
SUMATERR BARAT e 1300.000.000 23 2.200. D00
SUMATERA SELAT & e 1 EECR0000. 000 28 2.BO0L 00000
SLINA TERA LIT AR ET 00003 10 5 00000000
Tatal LR 43,500 .00 Q00 L %2, 01C3.0040.000

Lampiran 21. Realisasi Kegiatan Lahan Konservasi dan Rehabilitasi TA 2023

-F'ugu Pagu (Bp) T~ Reulivasi Rp)
[unii} L]
5 BES.000.000 A SAR 000 W00
BaLl 1 |.SECUOC0 00D I a3 000 DO
EAMTEN ) G0 G ¥ AR KEL DG
SHART FARW E: KORPDRALL  1AME 4 =R el i dF ] i B RS0 0G
[ s Pt | IG AL EERET 1 = THdk (A DHED | HIHd [EE] IO
TR, T 5 18, 306:000.000 -] 15521 [0 [0
HIFEE TEHESA RS RASAT = T 8800 S0 1 A5 O D
ALASES GELATAH 2 R i ] a€ LB R R e B
ek ] [Relcete s il 7 T30 (e e
DK NIRRT & £ (Bt mhd i fu 1] I (et [N B )
IaraH 2 100G 000 ] 0D 0 [0
BN T GREEMECARE BENYE BARAT 3 1 A0 ) i | S (R D0y
TR, | AL Fy LU 000 4 15000 DN D0
ELEAAWERE BELATLH | A0 00000 a X il B ]
Eiid ATERA LT AdRA ] 3 00001000 ] F000 00, D00
TOTAL 47 FLEET 400,000 a6 BR418.09 500
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Lampiran 22. Realisasi Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA 2023

ACEH
BALI

E&MTEMN

DHY

GORONTALD

J A

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMAMNTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TINUR
LAMPUNG

MALLIKL

MALUKL UTARA

NUSA TENGGARA BARAT
NLISA TENGGARA TIMUR

PaFUA

RelAL

SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAM
SULAWES] TENGAH
SULAWES] TENGGARA
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
SURATERS LITARA

Fisik

a7
20

21

.

Alokosi

Anggaran
16,400.000.000
3.600.000.000
4.000.000.000
200.000.000
400.000.000

A.000.000.000
31.800.000.000
24.600.000.000
26.800.000.000
2,000.000.000
200000000
3.800.000.000
4, 000,000,000
14.600.000.000
6.800.000.000
4,000.000.000
10, 800,000,000
1.400.000.000
4.000.000.000
600000000
4,200.000.000
16.400.000.000
200.000.000
200.000.000
4.400.000.000
8.800.000.000
2,000.0040.000

222200.000.000.00

159

134

19
20
73

20
54
&7
20

21
a1

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

8814
100,00
100,040

100,00
100,00
100,00

99,82

Realizosi

Anggaran
16.400,000,000
3.600,000.000
4000000000
200,000,000
400.000.000
3.000.000.000
3LE00.000.000
24.540.000.000
26.800.000.000
B.O00. 000,000
200.000.000
3.800,000.000
4.000,000,000
14.600.000.000
6.800,000,000
4.000,000.000
10800000000
1.400,000.000
4.000.000.000
B00.000.000
4.200,000,000
16.340.000.000
200.000.000
200.000.000
4.400.000.000
B.800,000.000
8.000.000.000
212.080.000.000,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

976
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

H9.63
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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Lampiran 23. Realisasi Pembangunan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) TA 2023

=l|rr||:-|.:-|

N rEy e

[ VG AKARTA o FR3.630.000
JAWA HARAT 73 2144876000
JEWA TEHGAH 1=} 47 BE0.000
JEWA TIMLURE T 211535 000
EALbAaNTAN BARAT 30 LO¥0 280000
KALBAAMTAN TERISAH 14 458 780,000
AL RAANTAKN TIKLIR 13 43B.FE0.000
LakPUNS 1 123 3010000
RALLIEL 4 44 950,000
L MALLIEL UITARS L] 358.200,000
1 MLUSA TENGEARD TIMUR &0 1849 402.000
12 FAPLLY SELATAN 1] 705600000
13 SULAWES| SELATAM & dEE 530.000
14 SULASWES] TEMEAH a QE 10,004
15 SLLAWES] TERGGARA, ] F04 £24.000
15 SURAATERA SELATAN b B30.668.000
17 SURATERA UITARA 2 aLlsa0.0d0

LIS, |- o B

Lampiran 24. Realisasi Pupuk Silika TA 2023

PR WK e
Flalk

[ ALK FARLIGLARG 16,500
i FERDRALD BLEND 2382
3 BSROMTALC LTARA 12600
4 FE BEARAT EARNVF ARG F5 B00 5.0
b s St 2000
f A Tl BiTaR T.ESR
T RS TRMG0ARS BEHAT |DRHOK TERGAH HEm
A | CoSFR TiRALE 000
4 SULKAILS] BAHAT FEE 1578
i1 RO P AL rd S DR 13.%22
i GULKA LS S TAR LR AR BEHE
1 JERLPOHTS 12600
13 Taee 2R nAaR
14 TAFA, POMAM, anr
n PORALS UTARG | A6z
18 SULAWES] TEHGAH PN RaOUTOHS W 20E
7 CAN AWIEST LT AR, B AN TR RS LI TARA 12300
18 GURETERA, T8RS EARCGH ol ]

Tobl JoLme
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Lampiran 25. Realisasi Dekomposer TA 2023

Provinsi Kab/Kota e
Fizik

1 &CEH &CEH TEMGGARA 42 500
2 BHERGELILL HERGELILL SELATAR Ho 466
3 EALIR 19,610
4 JANE TIMLIR BLITAR 38,2840
=" JORIBA NS £5.0040
Ei EALIMANTAN SELATAN  TAMAH BUMEL 22,2040
7 SLILAWESI UTARA BOLAAMG MONGOMDOW SELATARN 17175
F BOLA ARG MONGONEOW UTARA Tlab
a MINAHAS S TEMGGARA 25000
10 MINAHASS UTARA 16,5040

Total 136 880

Lampiran 26. Realisasi Pupuk Magnesium TA 2023

Prodm Eidtafioio P
Fisik

I ACEH ACEH JYA 4255
2 SCEH SIMGKIL 426
3 ACEHUTARA 15000
L] EEMER MERLAH a2
B JRWA TERNGAH FEMALAMG 3400
i EALUMANTAN TEMGAH BARITO TIKUR 3739
7 KOTAWARIMNGIN TIMUR 42TH
B FULANG PISAL 3883
§  EALMANTAN UTARA MLMLUE AR Lkl v
L [H I VRN TN BREECM 22
n ELRL 1500
12 MELUKL TEMNCAH 3330
13 SERAM BASIAMN TIMURF 150
14 BURATERA UTARA SERDARE BEDAGAI 20745

To tal ETOX2

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian I" '
177 Kementerian Pertanian Republik Indonesia




o - W @ B o p3 =

=

m

Lampiran 27. Realisasi Kegiatan Herbisida TA 2023

BErGRULU

Jasy A TENGAH

JANY A TIMLIR

EALIMANTAN BARAT

LAMPLIMG
SULAWESI SELATAM
SULAWESI TENGAH

SUMATERA UTARA

ACEH BESAR
ACEH SELATAN
REJARG LEBOHS
SELLIMA,

KEMNDAL

KLATEN
BONCRWOS0
SAMPANG
FAYOMNG LITARS
KETAPAMNG
KUBU RAY A
LAMDAK
MEMPAWAH
SAMBAS
LAMPLING TIMLIR
GO,
BANGEA]

BUOL
DONGEALY
PADRCW AL
MORCWALL UTARA
PARIGH MOLINTOMNG
P00

5zl

PADANG LAWAS LITARA

Realisosi

Fisik

20,710
G840
5.550
5500
13.877
21030
8.000
3850
2000
B.456
5.000
3.200
G808
5,250
naoo
4.000
5,793
2851
14186
4475
G5.414
21416
13,248
3669
10,240

IN260
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Lampiran 28. Realisasi Kegiatan Pestisida Alami TA 2023

Pravinsi

10
n
12
13
14
16
G
1f
18

EAL

EANTEN
JONA BARAT

JuA TENGAH

JWE TIMLR

SUKATERA BARAT
SLIMATERA SELATAN
SUMATERA UTARS

i ata Realisasi
Fislk

EULELEMNES 1604
TARMMAM 1500
SERANG 1.500
BAMDUNG 2000
EAMNDUIMG BARAT 2.0040
ClAMIS 1000
CIANIUR 1540
KUMINGAN 1500
EAMAARMNEGARA 1600
BOYOLAL 1500
KARAMGAMNY AR 1500
PEMABLANG 2.000
EAMYLIN ARG 1.0040
HGAW 1100
SOLOK 1500
RLLAR S ENI 1550
DEL SERDANG Lo040
SERDIA MG BEDAGAI 1000

Total 26. 10D

Lampiran 29. Wilayah Sampling Verifikasi Lapangan Tahun 2023

Me-Pariads Proving]

Kabwupatan

dcoh Aceh Besar, Aceh Jdva

Sowied Brcarat Tn:ai.hrt'rnh-.-uﬁ-mul:
L BoRRGRor, SR

SulowesiSeloton Sichop. Soppersg

Eerigiuiu Eenginiu Seiaban, Seuma
72 % oy Barml, Euanprags

Eedirranbam Tirm

Kvle Scnvee ek, Bt Ko dnegara

Jarmiks MeErangin. Batargion
‘Eolwrantan SelcAan Topin, Bonto Kualo

o HTT Monggarul, Morgoana Barat
Sulcmmeei LS Mircdhnea, Minohaoen Selcion
Boriten Serang, Pondeghang

4 W hawoTengon pretes, Teg
Sulowesi Tergoh Tejo Une-una, Banggal
Eongka Balitung Eonegk. Bongha Borat
Ed I";".I'.‘l.rl[l!ln I.I'I.|:l'|'.“l ; l;:hll:l lnrnh;.rl_.ﬂ_llur.-ﬂ;.'l.l';

© ¥ Goomae  Goroneoi, Ka Goronioie

Moiuku Lara

Eola Termabe Halmahema Trnue
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Lampiran 30. Realisasi Pelaku Usaha yang Mendapatkan Akses Pembiayaan
melalui KUR

Na ME":HU Provinsi Kabupeten/Kots . H;‘_'TL';::M Jurniah Kredit (Rp)
SumatEna LIa Eab Ded Sardang ] 17918 620,000
LD e A Kok Solok 52 5232 000000
Kabs, Agam . T2 935000000
Rigu_ Kab Peialowan 100 16.679.000000
;ﬂ . kob.keinci E" B.600.000.000
Kok Eotonghan °7 24115 443 402
Sumatera Salotan kob. Banyuasin B 6154 000 000
Lampung Kaib. Lesprypuing T B .B50. 400,000
Bontan Kab. Sarang S T04, T2 000
Kab. Ciraban B0 3.08%.000000
Kab. Sumedang 125 18 282 B20.000
i it Jawa Bonat Kok, Mojolengka B2 2GR 556250
Kab. Karcwang 4] BEBREEI900
Kab Subang 34 4036 BREON0
Jowm Tengah Kob Worosobo 35 6 73 L0000
Kok, Ngowl Th 4587 FHNA50
e ﬂwr Kob Lemeongan. oy 1588 IEIT"_T"EEI
Oul Yogyokarta ¥ob. Bunung r:.u:lul ’1I-I:l 7873 [-H]DEIEI
Bali Kob. Bongli 1060 19 3545¢{Iﬁﬂﬂ
Nusa Tenggara Timur Kok, E.:Elh 41 400000000
kelmantan Tengah  Kab. PuUkang Peau 00 5.076.200.000
Ealmontan 5alat@n Kok, Tarah Laut G0 10 B0, L2 00
Kalmantan Timur Kakb, Barog 100 18,5065 0080 000
o ool o Kab. Gorontalo [ 3.374. 70000
Kep Bangka Belting ¥ab. Baltung 1 0,370, 000000
Jawm Barat Kab. indramayu il ZE1.FE.000
Kab. Banjarnegard Fi 4.3 75000000
Jawm Tergoh
Lab. Warasabo 4B 236500000
Jeywina Tirmur Kab, Pasunian 100 4.E58 450000
3 et Nusa Tenggara Borat Kab. Lom mk'ﬂmur 105} lad u-:mﬁ-:mn
Kolmontan Borot l:ub Mam pl:lwun 100 ?ﬂﬁ&mﬂﬂrﬂﬂ
Subawasi Tengoh Kok Sigl 105 2332 800 000
Eubawasi Selataon ¥ob. Morns 100 8070000000
Kab. Halrahera Barat 31 1718 D0 200 ;
i Kak. Halmahera Ut 24 150 D00 G100
Peipua Kab, Kesrorm 4 a0 00000
kab. AcehSalkansn B4 8237000000
2 " ol Kab. Acah Ltar 100 £.430100 004
a BFD Papua  Papua Kb, Keerorm 48 454,000,000
] B Paplia Kab. Kesram & 150000 000
TOTAL 3.000 314844 407,536
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Lampiran 31. Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) TA 2023

Reailsazi [Rp)
1 Tonamos Pongen AR OUDDORMOO000  FE B 0EBIEAZS GLED 454 495
2 Hoerlikultdra 15000 000, 000,000 TEIQITEIFE.DES GI9 1BE.506
3 Ferkabwingn FZ00RL00D00000  JXITAAELEEA2F BYE0 LT B
& Petarndakan 2000000000 145084234 232051 R Fa0z

tnrmhiras Pertnonian)Farksbunon
B ;0  E163.626.278.609 0,00 1Gid. 207
chersggan Patesmokan (Misadd Farming)

Jaga Partanian, Perkebunan dan
L | 19T, 1
B PR ke L35I ST, 00 0.0 Fans

TOTAL 100.000.000.000 000 BO.574.777.242 343 80,57  1.G4LEBD

Lampiran 32. Realisasi Keuangan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alat
dan Mesin Pertanian TA. 2023

PG Recilfaaai Honbrak Reolisaid Keuangan
Hg  Jenis Pengadaon Soluan
Volume Rp urt % ap

I Traktor Rodo 4 unit T ITAGARA00000  LOPE D000 IFSONROEIMG 9495  J7OGRA4E1043 BO5S
# Troktor Rodo 2 unit B B4 IBAAEAT4L000  A804  IDOOO  IGAA7GIZI00 9Bar WMEBTE I TOD  BAE7
3 Pompa Air unh 2maa S78644IR.000 27831 00,00 B7ADATEZ.000  gEra BTEO087I1000 G873
& Fompo Ak (Garmas)  Unit o 3.240.000.000 aE 160,00 7742348100 BAGY 27423450 Badd
& Hond Sprayer unit 028G IDABLATEDDD MR8 Ioo00 WOEEAZARD G998 IDORS 4IRS0 88,98
& Cultivator uni 2778 JIB4ITN000  Z7IB D000 437HZOTROO0 BEID Q7BZOTEOO0  SA70
7 Wendaran Roda 3 unh B72 20 A016HE.000 B72 D000 JOBRTTASANO0  Sacm 0.BETILAGOD 8988
" Belish - 378.000 - - - -

Jurmiloh Uikt 23089 BA4 ARTIRA. 00 23.0m 180,00 B3 B1LNAFE2 SHAG FE3.AIA.0N2.292  BB.B6
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Lampiran 33. Rekapitulasi Penyelesaian BASTB Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin
Pertanian melalui Aplikasi BAST Online Tahun 2023

FUEE # 5] INFRIT BEE T REL B L RS PRI WO
FEMETAR AN
sl HilL&LHP UMt L HILAIRP . falal L] i i CFCL DS
PEATERLA HAN MEEIM

I AQEH =2 BB BTREES B4 T4 FRAQAEERIG BOUEEH TRAIE. PRI BLITR BAA™
2 BAu | AS5Z03ES00 23 0D 19530500 I0DD0% 10000 LT 39.5% 57 B2
1 ORNTEM ] T3R0S 4BE  TIEAW EBIOATIONE . TR0 TR 9z 1% TR BROM
& HERNELAU T L EaLb ) T LR EUEEGA00 . W00 I000TE DO00E 35N 1L
5 Do nOowaxakis 5 SET065 400 n TEI5% 449255400  TohE 40 48% 333%% T SETR
B GORCRTALD a44 BT ] m4  Aaanm A EIELO IATE I REATE NI O8N
T Mg B4 23575830 132 BEREI% FERAFTT.AD . BEREIR BT = e &R, BER T, 4
B LaFABARAT Zanl B4.TIEE R 2333 ET AW SIS T 83 T8 M B85 s 2005% 56ETR e
B RAEWA TEMGAH 2043 4574 069 00 1E3n TEIa ITE4TIOTAOD  BOSEN IR BT 41,078 E3,29%
W AAWA TR LATH. 56 e T LB GLEGR S EFLEFASA TATHR TR FLOTE EREET et
n EALIANTEN DARAT il 2EFAAR LTS 02% DO BVIMTEN0 - DO LR CF A TR AP0 BLEE%
2 EALIWENTAM EELATAN 4 Hz. B2 000 4 100D 3000 LD 10000% 0DDN% 0. TonMre
T EALIMANMT AN TENGAH 2ag TIFGEFE0E iE4 2435k BTOANTEE  DAETR Qoo 00005 T514% BE I
M KALIMAHTAN TIKILA 2T OannIIEe 5 BT ST A T3 oo SLITR DR.OE% LI
5 EEPULALAK RUAL 3 125000000 Z D0 LEEEO0G.090 10D 10000% oD% D 1o Mre
B LAMPUNG 1508 I8 223 5ARSCD 1473 977K SRR DEDI 97 Af% G814 Balak 5xl0%
T MAALLEL ann 28.9¥ TR0 1T: ORISR InARTITATEZ . DBEX panax BEE B nTA
B REALLRLUILTARA 2an S03a5\L00 7z AT)dk 859 Imasll a3l 89 47 93 34% BB, s a0,0ns
W RIS TRREG CARE BARAT To4 IHET4.34 2360 -4a Ao TETRIST 15BEX 1000 00 D D5 DI DEL
20 reuBA TERGSGRAA Tod LR 30 33T BT EET BE5E  TRhek BETI0ERLT TRTEE 93BT B835F% TIETR B 55i%
i PAPLS, j 4] 550G TR SN0 ED 473 IIEEAG000 EBRE4EN 10 e i L] B Eirs £1 3
22 PAPUM CETATAN 233 2457, N0 ZBE DAY BETAZE000  BEITR BIED: BEIEE rezET B850
23 FAPu TEHGEH k1] 1 B30 557 SO0 IHl  HA0DEE LEMIZATEOD 10000k HRTOR A0 HBER &5 BN
24 Ol IB LB 0 B30 000 5§00 IOTaESG00 - IDDO0 10000 TGS 355 100D
25 GUAAWETI BARAT 354 RETIG 2B AS 24 BLEAY 135 5BETE . BETE s 8 87,0 908k 5o A0
2B HuewE S SELATAN 1545 IZPOIOSIETIE D486 2 6300k B&Er34T3856 bReUR  AHOTR 565 HibE =
a7 GLLAWES] TEREAN n4 L5129 6 5D BEFMZO0MIEI ALY 100.00% LELL LS 63 30% 40N
28 ELLAWES TERGO AR A 458 FNNI00 484 57 IE% J/O24FAND  BREEX B7.EH% aTaLs T B G0
28 HiAAWES UTaks 3 457 BS1A00 EZ MDD 417E5LN0 - D000 2305 0 uin e 1000
a0 EUAAATERL Ba& AT an B89 510G 1] TAEEE RIECEAT IR HLBIE BR.48% =l 33,72 TEIN
A GulAATDRA SELAT A 558 304 B30 500 B J354TR TT0ATS00 - DISTR 90 T 5458 TR T80
12 BLASATERS UITARA m JLEE a0 L B B INAIIETIET DLETR B4R e TLAZR T4 OTR

Berand Taobal TEE SALEISJERTEA  TLOE 0 O THEAME  RATIVEIERD PEER BT.ETR 38 53 W BRY W6 O
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Lampiran 34. Rekapitulasi Laporan Pemanfaatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian
Tahun 2022 per Provinsi

Provinsl Alokasd 2022 Unit Terlapar
1 Jowno Borot 2427 310 1277
2 Jawa Tengah 2807 452 1734
3 Di. ¥ cgyakoiha 17 3 1765
K| Jawa Timur 2EIT A 2842
b Aceh £23 B 087y
& S Desrgy LITEITG BEG na 1374
7 sumdtera Barak 241 B4 2739
B Rigiu B 2 2500
9 Jarnbi 7 - 2
14 Eumatera Selomn A6 1040 a5
m Lampung 1.098 353 2285
12 Kalimanton Borot 563 L 1350
12 Kalimantan Tengah 242 21} 3347
14 Kallmantn Sakatan 2 = -
16 Kalimantan Timur ] 48 2566
16 Sulawesi Lo e = C
17 Sulowesl Tangah 283 7 24,23
18 Sulowesi Sedatan 3.452 207 600
i) Sulowesl Tanggara 56 i} .52
20 Maliku 453 17 275
o Beill A 67 203
22 Musa Tenggard Barat 98 14 143
23 Husa Terggarm Timur 1638 &3 0.0
24 Popun 433 4 oa2
25 raahiku Ubora 287 1| 1044
26 Hanten 67 45 1308
27 Eep. Bangka Belibung &b - -
B Garantole 360 i} a7
28 Kep Riau 2 * o
a3a Papuia Barat a3 = c
| Sulawe s Barat 272 55 23,90
3z Kall rreannon Lita o 14 14 100,00
Jumlah h.448 3.863 18,03
183 o s oo (G



Lampiran 35. Rekapitulasi Laporan Pemanfaatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

Tahun 2023
fAlokasi Unii Terlapar
Tahun sudah Belum P
w
o Digunakan  Digunakon
| Alat Tanam Jagung |.#R4 1,009 az 1,041 =12 e 2RO
2 Culiivotor 2240 38 44 362 16,15 2876
3 Homnd Sproner 3008 B=0 124 aka 0,448 2082
4 Pormpa Alr 3.TIE 3ZE 129 ABT 12,68 4 004
= Trakbor Bodo 2 5000 i = 1] #la | 5 A% & &0
6 Traktor Bodo & T30 233 a2 pe ] 26,30 B4
Jurmilakh N.448 34485 433 Ia8p 18.03 27.782

Lampiran 36. Realisasi Penerimaan PNBP LS Pro Alsintan

Tahun Target (Rp) Realisasi(Rp) % Realisasi
2018 - 100.741.600 =
2018 100.000.000 316.910.000 317%

2020 120.000,000 302.258.000 252%
2021 140.000.000 708.378.500 506%
2022 500.000.000 923.614.000 185%

2023 550.000.000 1.187.380.270 216%

Lampiran 37. SPPT SNI yang telah diterbitkan tahun 2019 - 2023

Jumilah Permohonan  SPPT SNI Yang Telah

Sertifikasi Terbit
2019 - 19
2020 i 14
2021 - 55
2022 - a1
2023 158 88
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Lampiran 35. Realisasi Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

TA 2023
=T : Kendoroon Pompa PompolAir Troktor  Traktor
Prawinst Cultivater Handsprayer
Roda 3 Alr {@emas) Roda 2 Roda 4
ACEH 108 510 77 134 305 118
BALE 23 125 7 4 RS 3
BANTEN B5 244 12 84 13 83 25
BENGKULU 1 ' 3 B
O, YOGYAKARTA 4 25 10 13
CORONTALD g7 | 122 | e 41
JaktBl 4 | 55 F i3 a3 i
JAWA BARAT =80 \B63 23 473 29 707 76
JAWA TENGAH 95 | 944 54 773 78 | a4 85
JAWA TIMUR 779 1253 68 227 72 540 a7
KALIMANTAN BARAT 94 475 47 an 758 22
KALIMANTAN SELATAN 4 '
KALIMANT AH TENGAH T 140 B 29 73 g
KALIMANT AN TIMUR 33 | 180 10 I5 [ 38 I
EEPLILALLAMN RIAL 3
LAMPUNG 155 735 40 158 7 347 E7
MALLKL 127 264 g 50 150 35
MALLKL UTARA 4 = 10 a5 Er 10
NUSA TENGGARABARAT| 60 | 293 20 a8 4 T 28
NUSA TENGGARA TIMUR oH 450 30 107 179 35
PAPUA 18 55 24 25 3
PAFUA GELATAN 23 145 L] 31 64 [+
PAPUA TENGAH B0 250 20 )
RIAL 4 | 3 I 2
SULAWESI BARAT 3l 142 ) 7 B7 24
SULAWES! SELATAN 204 141 49 £l 16 862 222
SULAWES! TENGAH 6 | 17 1l T 2
SULAWES! TENGG ARA 50 a5 25 28 47
SULAWES! UTARA 5 | 5 B i
SUMATERA HARAT a7 138 10 A0 78 13
SUMATERA SELATAN BO 300 20 71 B 161 38
SUMATERA UTARA B | 25 A2 57 4 | o a4
Total 2775 | 10266 572 2753 135 5504 076 |
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Lampiran 36. Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak

Sapi/Kerbau TA 2023

Provinsi AUTP (ha) AUTS/K (ekor)
BALI 16.161,03 366
BANTEN 3.383.47 7
BENGKULU 500,00
DI YOGYAKARTA 837,05 =]
GORONTALD 500,00 185
JAMEBI 3.623,45 243
JAWA BARAT 83.720,03 751
JAWA TENGAH 39.508,71 431
JAWA TIMUR 53.701,58 1173
KALIMANTAN BARAT 139,56
KALIMANTAN SELATAN 6.652,75 297
KALIMANTAN TENGAH 27.351,50 247
KALIMANTAN TIMUR a7
KEP. BANGKA BELITUNG 263
KEP. RlAU 47 |
LAMPUNG 2934287 1.149
MALUKU UTARA 493,00
NUSA TENGGARA BARAT 11.024,92 168
NUSA TENGGARA TIMUR 38,25
RIAU 154,88 220
SULAWESI SELATAN 15.486,71 1.563
SULAWESIT TEMGAM 1.067,60 325
SULAWESI TENGGARA 060,60 197
SULAWESI UTARA 137,00
SUMATRA BARAT 4.399,78 1.963
SUMATRA SELATAN 420743 182
SUMATRA UTARA 2.667,95
Total 305.558,12 20.000
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